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BUPATI SAMEAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedpman Telknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

L

L

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19539 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat 1l Tapin dan Daecrah Tingkat 1l Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomer 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 433535);

Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 3istem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
MNomaor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4488)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017  tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemenntah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara FRepublik Indonesia Nomor 43502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemernintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340},

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2010
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tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 MNomor 25,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern  Pemerintah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 MNomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noemor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah [Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447];
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1| Tahun 2019
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 77V Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ({Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tenitang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB |
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

A e

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas.

Bupati adalah Bupati Sambas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat AFBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Sambas vang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sambas.
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Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penvimpanan uang daerah yvang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /
pengguna barang,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sambas vang
selanjutnya SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggara/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah,

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system
vang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah .

Unit Pemerintah adalah pengguna anggaran/pengguna barang vang berada
di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB I1
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati Sambas ini adalah sebagai pedoman bagi
SKPD dan SKPKD dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada
Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Sambas ini adalah untuk mengatur
penyusunan dan penvajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati Sambas ini adalah Kebijakan Akuntansi.

BABR Il
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi meliputi:

a.

b.

kerangka konseptual akuntansi pemerintahan;
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;
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laporan realisasi anggaran berbasis kas;

laporan arus kas;

laporan Operasional;

kebijakan akuntansi persediaan;

kebijakan akuntansi investasi;

kebijakan akuntansi piutang;

kebijakan akuntansi dana cadangan;

kebijakan akuntansi aset tetap;

kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
kebijakan akuntansi aset lainnya;

. kebijakan akuntansi kewajiban;

kebijakan akuntansi ekuitas:

penvajian laporan keuangan BLUD;

kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran tanpa melalui REUD;
laporan keuangan konsolidasian;

kebyakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebyakan akuntansi,
perubahan estimasi akuntansi, operasi vang tidak dilanjutkan dan peristiwa
luar biasa;

peristiwa setelah tanggal pelaporan;

perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi; dan

. properti investasi.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a,

Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Badan Layvanan Umum Daerah (BLUD) Pada Puskesmas di
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor
37);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2014 Nomor 33);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang HKebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2019 Nomor 19); dan



¢, Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Alkuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2020 Nomaor 54},

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pazal 7
Peraturan Bupati im1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seuap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inl dengan penempatannya dalam Berita Daegrah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD
FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANTE, 8. H.
NIF. 197805006 200502 1 003



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

REBUJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KERANGEKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN
Tujuan

1. Kerangka HKonseptual Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Sambas mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintahan untuk merumuskan konsep yvang mendasari penyusunan
dan penvajian laporan keuangan pemerintah daerah, Kerangka konseptual
mengakul adanya kendala dalam pelaporan keuangan. Tujuan kerangka
konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini adalah sebagai
acuan bagi:

a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulang masalah akuntansi
vang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;

b. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan

¢. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan vang disusun sesual dengan
kebijakan akuntansi.

2, hRerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah akuntansi vang belum dinvatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi vang telah dipilih
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penvusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan
antar periode,

3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan
akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif
terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik
demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan
kebijakan akuntansi di masa depan.

Ruang Lingkup
4. Kerangka Konseptual ini membahas:
a. Tujuan Kerangka Konseptual;
b. Dasar Hukum;
c. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah;
d. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
Karaktenstik Kualitatif Laporan Keuangan;

|



g. Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
h. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
I. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan,

J.  Asums: Dasar;

k. Prinsip-Prinsip; dan

l.  Kendala Informasi Akuntansi.

Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas
akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Sambas yang

memperoleh anggaran berdasarkan APBD termasuk Badan Lavanan
Umum Daerah (BLUDJ}, tidak termasuk perusahaan daerah.

LINGKUP AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

6.

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah HKabupaten Sambas
berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan
keuangannya.

Ciri-ciri  penting lingkungan pemerintah daerah vyang perlu
dipertimbangkan dalam menetapkan tuyuan akuntansi dan pelaporan
keuangan adalah sebagal berikut ;

a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelavanan vang diberikan:
1} Bentuk umum pemerntah daerah dan pemisahan kekuasaan;
2} Sistem pemerintahan otonomi;
3} Adanva pengaruh proses politik;

4} Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayvanan
pemerintah daerah.

b. Ciri keuangan pemerintah daerah vang penting bagi pengendalian :

1] Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan
sebagai alat pengendalian,

2} Investasi dalam aset vang tidak langsung menghasilkan
pendapatan;

3] Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena
digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

8.

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik [ndonesia yvang berazas
demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakvat. Rakyat mendelegasikan
kekuasaan kepada pejabat pubhik melalun proses pemilihan, Sejalan
dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di
antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Sistem ini dimaksudkan untuk
mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan
penvalahgunaan kekuasaan di antara penvelenggaraan pemerintah
daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yvang berlaku, diberlakukan
otonomi daerah di tingkat kota dan atau provinsi, sehingga pemerintah
daerah kota/provinsi memilikn kewenangan mengatur dirinva dalam
urusan-urusan tertentu.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif
menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk



mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas
penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam system

11.

Pemerintahan Republik Indonesia, vaitu pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah Kab/Kota. Pemerintah vang lebih luas
cakupannya memberi arahan pada pemerintahan vang cakupannya lebih
sempit, Adanyva pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau
bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannva sistem
bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas
pemerintahan.

Salah satu tujuan utama peémerintah daerah adalah meningkatkan
kesejahteraan rakyvat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah
berupaya untuk  mewujudkan  keseimbangan  fiskal dengan
mempertahankan kemampuan keuangan daerah yvang bersumber dari
pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan
masyarakat, Salah satu cifi yang penting dalam mewujudkan
keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk
menyelaraskan berbagai kepentingan vang ada di masvarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

|2, Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak

pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya
dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan
adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut. Walaupun
dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung
atas pelayanan wvang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian
pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam
rangka memberikan pelavanan kepada masvarakat. Jumlah pajak vang
dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelavanan vang diberikan
pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan
pelavanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat
tertenty yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan
keuangan, antara lain sebagai berikut:

a. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan vang

sifatnva suka rela.

b. Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak
sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti
penghasilan vang diperoleh, kekavaan vang dimiliki, aktivitas bernilai
tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan vang diperoleh.

c. Efisiensi pelavanan vang diberikan pemerintah daerah dibandingkan

dengan pungutan yang digunakan untuk pelavanan dimaksud sering
sukar diukur sechubungan dengan pelavanan cleh pemerintah daerah.

d. Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan vang diberikan
pemerintah daerah adalah relatif sulit.



Anggaran secbagai Pernyvataan Kebnpakan Publhk, Target Fiskal, dan Alat
Pengendalian

13. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil
kesepakatan antara eksekutif dan legislatiifl tentang belanja vyang
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan
pendapatan vang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut
atau pembiayaan yvang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit
atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan
pemerintah daerah mempunyvai pengaruh penting dalam akuntansi dan
pelaporan keuangan, antara lain karena:

a. Anggaran merupakan pernvataan kebijakan publik.

b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan
keseimbangan antara bhelanja, pendapatan, dan pembiayaan yang
diinginkan.

¢. Anggaran merjadi landasan pengendaban yvang memiliki konsekuensi
hukum.

d. Anggaran member landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.

e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuwangan
pemerintah  daerah sebagal  pernyataan pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada publik

Investasi dalam Aset vang Tidak Menghasilkan Pendapatan

14. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset
vang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagl pemerintah
daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan
reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyal masa manfaat vang
lama sehingga program pemeltharaan dan rehabilitasi yang memadal
diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan
demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan
fungsinva bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak
menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah,
bahkan menimbulkan  komitmen  pemerintah  daerah  untuk
memeliharanva di masa mendatang.

Penyusutan Aset Tetap

15. Aset vang digunakan pemernntah, kecuali beberapa jenis aset tertentu
seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yvang terbatas.
Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dan suatu aset
dilakukan penvesuaian mlai.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI
Pengguna Laporan Keuangan

16. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah Kabupaten Sambas, namun tidak terbatasg pada:

a. masyarakat;
b. para wakil rakvat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

c. pihak yvang membern atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman; dan



d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi).

Kebutuhan Informasi

| &

Informasi vang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan
demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk
memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di
dalam laporan keuangan, pemerintah Kabupaten 3Sambas wajib
memperhatikan informasi vang disajikan dalam laporan keuangan untuk
keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Peranan Laporan Keuangan

18.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas disusun untuk
menvediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Sambas terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan
dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi
keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah Kabupaten Sambas,
dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan,

Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai kewajiban untuk melaporkan
upava-upava vang telah dilakukan serta hasil vang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu
periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntahilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya @ serta
pelaksanaan  kebjjakan wyang dipercayakan kepada pemernntah
Kabupaten Sambas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten Sambas dalam pericde
pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan
dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah Kabupaten
Sambas untuk kepentingan masvarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan vang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masvarakat memiliki
hak untuk mengetahul secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemenntah Kabupaten Sambas dalam
pengelolaan sumber dava vyang dipercavakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational equity)



Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
penerimaan pemerintah pemerintah Kabupaten Sambas pada perode
laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang
dialokasikan dan apakah generasi vang akan datang diasumsikan akan
ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

¢. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam pPengguUnasn
sumber daya ekonomi vang dikelala pemerintah Kabupaten Sambas
untuk mencapai kinerja yvang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

20. Pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas menyajikan informasi
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vang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas
dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik
dengan:

a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b. menyediakan informasi mengenal apakah cara memperoleh sumber
daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yvang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dava ekonomi vang
digunakan dalam kegiatan pemerintah Kabupaten Sambas serta hasil-
hasil yang telah dicapai.

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah Kabupaten
Sambas mendanal seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan
kasnya.

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
pemerintah Kabupaten Sambas berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
pemerintah Kabupaten Sambas, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan, sebagai akibat kegiatan vang dilakukan selama periode
pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah
Kabupaten Sambas menyediakan informasi mengenai sumber dan
penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayvaan, siza
lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, salde anggaran lebih,
surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus
kas pemerintah Kabupaten Sambas.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
22. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas terdiri dari:

a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD schagai entitas
akuntansi berupa:

1} Laporan Realisasi Anggaran;
2) MNeraca;



3] Laporan Operasional;
4| Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5] Catatan Atas Laporan Keuangan.

b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BLUD sebagai entitas
pelaporan berupa:

1] Laporan Realisasi Anggaran;

2] MNeraca,

3] Laporan Operasional;

4] Laporan Perubahan Ekuitas;

5] Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6] Laporan Arus Kas; dan

7] Catatan Atas Laporan Keuangan.

c. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPKD sebagai entitas
akuntansi berupa:

1} Laporan Realisasi Anggaran;

2) Neraca;

3} Laporan Arus Kas;

4} Laporan Operasional;

5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
6} Laporan Perubahan Ekuitas; dan

7} Catatan Atas Laporan Keuangan,

d. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan
pemerintah Kabupaten Sambas sebagai entitas pelaporan berupa:

1} Laporan Realisasi Anggaran;

2} Laporan Perubahan SAL/SAK ;
3} MNeraca;

4) Laporan Operasional,

2] Laporan Perubahan Ekuitas;

6) Laporan Arus Kas ; dan

7) Caratan atas Laporan Keuangan,

23. Belain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan
wajib menvajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang
diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ([statutory
reports),

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

24. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang mengatur keuangan
daerah, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara REepublik Indonesia Nomor
352) sebagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44211,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran MNegara HEepublik Indonesia Nomor  5387)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2021 Nomaor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736},

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6119);

Peraturan Pemerintah Nemor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penpelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinega [natansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara
KHepublik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendahan Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan |[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 4.2,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Momor 1423);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pemmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 [Berita Negara
Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Benta MNegara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah [(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);



¥, Peraturan Mentenn Dalam MNegeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 164;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 45];

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 56).

ASUMSI DASAR

25

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas
adalah anggapan vang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. asumsi kemandirian entitas;
b. asumsi kesinambungan entitas; dan

c. asumsi keterukuran dalam satuan uang [monetary measuremerni).

Kemandinan Entitas

26,

.

Asumsi kemandirian entitas, vang berarti bahwa unit pemerintah
Kabupaten Sambas sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi
dianggap sebagai unit vang mandiri dan mempunyal kewajiban untuk
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
pemerintahan dalam pelaporan  keuangan. SBalah  satu  indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk
menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab
penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya
di luar neraca untuk kKepentingan vurisdiksi tugas pokoknyva, termasuk
atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber dayva dimaksud, utang
piutang vang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana
tidaknya program dan kegiatan vang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah Kabupaten Sambas terdiri atas Entitas Pelaporan
dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah pemerintah Kabupaten
Sambas vang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyvampaikan laporan
pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda. Entitas pelaporan
di Pemernntah Kabupaten Sambas adalah SKPKD vang dilaksanakan oleh
Badan Keuangan Daerah. SKPRD juga menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan atas transaksi vang menjadi tanggung jawab
SKPKD.



28. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaran/pengguna
barang dan SKPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah
SKPD, BLUD dan SKPKD. Tugas dan fungsi SKPKD dilaksanakan oleh
Badan Keuangan Daerah.

29, Badan Layanan Umum Daerah [(BLUD)} adalah badan yang dibentuk
pemerintah Kabupaten Sambas untuk memberikan pelavanan umum,
mengelola dana masvarakat yang diterima berkaitan dengan pelayvanan
vang diberikan, dan tidak termasuk kekavaan daerah vang dipisahkan,

Kesinambungan Entitas

30, Laporan keuangan Pemenntah Kabupaten Sambas disusun dengan
asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas akan berlanjut
keberadaannyva dan tidak bermaksud untuk melakuakan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

31, Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Sambas harus menvajikan
setiap kegiatan yvang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal
ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan
pengukuran dalam akuntansi.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

32. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
vang perlu diwuyjudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tyjuannya. Keempat karakteristik berikut int merupakan
prasyarat normatif vang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah
daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Eelevan;

b. Andal;

c. Dapat dibandingkan;
d. Dapat dipahami.

Relevan

33. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas dikatakan relevan
apabila informasi yvang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa
lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan vang relevan adalah
yvang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya,

34. Informasi vang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik [feedback value], artinva bahwa laporan
keuangan pemerintah Kabupaten Sambas harus memuat informasi
yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau
mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

b. Memiliki manfaat prediktf [predictive value), artinva bahwa laporan
keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna



laporan untuk memprediksi masa vang akan datang berdasarkan hasil
masa lalu dan kejadian masa kini:

c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Sambas harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan;
dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyvajian laporan keuangan pemerintah
Kabupaten Sambas harus memuat informasi vang selengkap mungkin,
vaitu mencakup semua informasi akuntansi vang dapat mempengaruhi
pembuatan  keputusan pengguna laporan, [Informasi vang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama vang termuat dalam
laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan
dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

35. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas harus
bebas dari pengertian vang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Informasi akuntansi yvang relevan, tetapi jika hakikat atau penvajiannya
tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara
potensial dapat menvesatkan.

36. [nformasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

a. Penvajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah
Kabupaten Sambas harus memuat informasi yang menggambarkan
dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnyva
disgyikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Sambas harus memuat informasi yang dapat
diuji, dan apabila pengujian dilalkukan lebih dari sekali oleh pihak vang
berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh
berbeda;

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Sambas harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

37. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Sambas akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah
lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan
eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah
Rabupaten Sambas menerapkan kebijakan akuntansi yvang sama dan
tahun Ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan hbila
pemerintah  daerah vang diperbandingkan menerapkan kebijjakan
akuntansi yang sama. Apabila pemerintah Kabupaten Sambas akan
menerapkan kebijakan akuntansi vang lebih bailk daripada kebijakan
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi
harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami



38,

Informasi vang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahamu
oleh pengpuna laporan keuangan dan dinvatakan dalam bentuk serta
istilah yang disesualkan dengan batas pemahaman para pengguna
laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan
vang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah
Kabupaten Sambas, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk
mempelajart informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

39,

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan vang harus dipaharmi dan ditaati oleh penvelenggara akuntansi
dan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami
laporan keuangan vang disgjikan. Berikut ini adalah delapan prinsip vang
digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemeéerintah
Kabupaten Sambas:

a. basis akuntansi;

prinsip nilai perolehan;

prinsip realisasi,

prinsip substansi mengungguli formalitas;
prinsip penodisitas;

prinsip konsistensi,

o B O O

prinsip pengungkapan lengkap, dan

=

pringip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

40,

41.

42,

Basis akuntansi vang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
Kabupaten Sambas adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajpiban,
dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-L0O dan beban dalam
laporan operasional. Sedangkan dalam penyvusunan laporan realisasi
anggaran menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan LEA,
belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakul pada saat hak untuk
mempercleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum ditenima di
Hekening kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban
diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dan
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti
bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam
Laporan Operasional,

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas
maka LREA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan
pembiayvaan diakui pada saat kas diterima cleh kas daerah atau entitas
pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan
istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran
(lebih /kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran
tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiavaan penerimaan
dengan belanja dan pemayaan pengeluaran.



43.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi ingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah,
bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

44,

45.

Aset dicatat sebesar jumlah kas yvang dibayar atau sebesar milai wajar dan
imbalan (eonsideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat
perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas vang diharapkan akan
dibavarkan untuk memenuhi kewajiban di masa vang akan datang dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten Sambas.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan danpada nilai vang
lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal
tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau
kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (Realization Principle)

46.

Ketersediaan pendapatan (basis kas] vang telah diotorisasi melalui APBD
selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiavai belanja
daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
Prinsip layak temu biayva-pendapatan [matching cost against revenue
principle) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah
Kabupaten Sambas, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor
swasta,

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas | Substance Over Form Principle)

q7.

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lain vang seharusnva disajikan, maka transaksi
atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya menghkuti aspek
formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten [ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus
diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas [Periodicity Principle)

48,

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Sambas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja
Pemerintah Kabupaten Sambas dapat diukur dan posisi sumber dava vang
dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan vang
digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan dan triwulanan
adalah untuk laporan dengan basis kas yaitu Laporan Realizsasi Anggaran
dan Laporan Arus Kas sedangkan periode semesteran adalah untuk
laporan sebagaimana laporan tahunan namun tidak disertai dengan
perhitungan penyusutan karena penyusutan menggunakan hitungan
tahunan.

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

49,

Perlakuan akuntansi yvang sama harus diterapkan pada kejadian vang
serupa dari periode ke periode oleh pemerintah Kabupaten Sambas
(prinsip konsistensi internal]. Hal ini tidak berarti bahwa tidak beleh terjadi
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi vang lain.



Metode akuntansi vang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode
vang baru diterapkan harus menunjukkan hasil vang lebih baik dari
metode yang lama Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan
penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

a0.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas harus menvajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan.
Informasi vang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan
pada lembar muka fon the face] laporan keuangan atau catatan atas
laporan keuangan,

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle]

21,

52,

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas harus menyajikan
dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuwangan pemerintah
Kabupaten Sambas diperiukan ketika menghadapi ketidakpastian
peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
Kabupaten Sambas. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-
hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian
sehingga aset atau pendapatan tidak dinvatakan terlalu tings serta
kewajiban dan helanja tidak dinvatakan terlalu rendah. Namun demikian,
penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya
pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau
pendapatan vang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan
belanja vang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan
tidak andal.

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

.

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan vang
tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan
informasi akuntansi vang relevan dan andal dalam laporan keuangan
Femerintah Kabupaten Sambas sebagai akibat keterbatasan (hmitations)
atau karena alas an-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala
dalam mewujudkan informasi akuntansi vang relevan dan andal, yaitu:

a. Matenalitas;
b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif,

Materialitas

o4,

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas walaupun idealnya
memuat segala informasi, tetapi hanva diharuskan memuat informasi vang
memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apahila
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi
tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat



atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Sambas.

Pertimbangan Biava dan Manfaat

3.

Manfaat yang dihasilkan dari informasi vang dimuat dalam laporan
keuangan pemerintah Kabupaten Sambas seharusnva melebihi dari biava
yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut, Oleh karena itu,
laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas tidak semestinva
menyajikan informasi yang manfaatnva lebih kecil dibandingkan biava
penyusunannyva. Namun demikian, evaluasi biava dan manfaat
merupakan proses pertimbangan vang substansial. Biaya dimaksud juga
tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

56.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu keseimbangan vang tepat di antara berbagai tujuan normatif vang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Sambas. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai
kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan
tinglkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut
merupakan masalah pertimbangan profesional.

UNSUR LAPORAN KEUANGAN

a7.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri dari laporan
pelaksanaan anggaran (Statement of Budget Realization), laporan finansial,
dan CalLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan
Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK.
CaLk merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas
pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan
merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan
anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Realisasi Anggaran

38,

29.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokas:, dan
pemakaian sumber dava keuangan vang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Sambas, vang menggambarkan perbandingan antara anggaran
dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi
anggaran adalah memberikan informasi tentang relisasi dan anggaran
gsecara tersanding, Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya
menunjukan tingkat ketercapaian target-target vang telah disepakati
antara legistalif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran
terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-
masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a, Pendapatan (basis kas) adalah hak Pemerintah Daerah vang diakui
stbagai penambah nilai kekayaan;

b. Belanja (basis kas] adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Daerah vang mengurangl ekuitas dana dalam periode tahun anggaran
bersanglkutan vang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Daerah;



c. Transfer adalsh penenmaan / pengeluaran uang dan suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
peimbangan dan dana bagi hasil:

d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yvang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggran bersangkutan maupun tahun-tahun anggran
berikutnya, yang dalam penganggaran Daerah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau manfaat surplus anggran; dan

e. Penerimaan pembiayaan antara lain dapata berasal dam pinjaman dan
hasil devestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
pembavaran antara lain digunakan untuk pembayaran kembal pokok
pinjaman pemberian pinjaman kepada entitas lain,dan penvertaan
modal oleh Pemerintah Daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

50.

Laporan perubahan Saldo Anggaran Pemerintah Kabupaten Sambas Lebih
menvajikan informasi kenaikan atau penurunan 3Saldo Anggaran Lebih
tahunPelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meraca

61,

62,

63,

64,

6a.

Neraca Pemerintah Kabupaten Sambas merupakan laporan vyang
menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu,

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas,
masing-masing unsur didentifikasikan sebagai berikut :

a. Aset adalah sumber dava ekonomi vang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ckonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapakan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah.serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bag masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karea alasan sejarah dan
budaya;

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yvang
penvelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemenintah Daerah; dan

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah vang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Aset Diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suantu aset
diklasifiksaikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atay dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yvang tidak dapat dimasukan
dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar,

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang.dan persediaan.

Aset nonlancar mecakup aset vang bersifat jangka panjang, dan asettak
berwujud vang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk
kegiatan Pemerintah Daerah atau vang digunakan masyarakat umum.
Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



B6b.

7.

08,

69,

70.
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Investasi jangka panjang merupakan investasu vang diadakan dengan
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam
jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang
melliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen
antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam
provek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investassi
permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Daerah dan investasi
Permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan, dan mesin, gedung, dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam
pekerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, Termasuk
dalam aset lainnyva adalah aset tak berwujud dan aset Kerja sama
{kemitraan).

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau
tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintah,
kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan
pinjaman dari masyarakat,lembaga keuangan, entitas Pemerintah Daerah
lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga erjadi
karena perikatan dengan pegawai vang bekerja pada Pemerintah Daerah
atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagal konsekuensi
dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelopok kewajiban
vang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan. Kewajiban janghka panjanng adalah kelompok kewajiban
vang pevelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal
pelaporan.

Laporan Operasional

T2.

Laporan operasional merupakan laporan yang memberikan informasi
tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam
pendapatan, beban, dan surplus/defisit-operasional dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Sambas.

73. Unsur Laporan Operasional:

a. Pendapatan - LO ( Basis Akrual] adalah hak Pemerintah Daecrah yang
diakui sebagai kekayaan bersih;

b. Beban (Basis Akrual) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diaku
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;

¢. Transfer (Basisi Akruall adalah hak Penerimaan atau kewajiban
Pengeluaran uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada
entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil; dan

d. Pos Luar Biasa adalah Pendapatan luar biasa atau Beban Luar Biasa
vang terjadi karena kejadian atau transaksi yang merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.



Laporan Perubahan Ekuitas

74,
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Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal;

b. Surplus / Defisit;

c. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar,
d. Koreksi Nilai Sediaan;
e. Sebsih Koreksi hasil Penilauan Aset Tetap;
f. Lain-lain; dan
g. Ekuitas Akhir.

Laporan Arus Kas

76,

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode
akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus
kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan
perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

77. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas, vang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara
Umum Daerah; dan

b, Pengeluaran kas adalah semua aliran kas vang keluar dari Bendahara
Umum Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan

78,

Catatan Atas Laporan Keuangan menyapkan penjelasan naratifl atau
rincian dar angka yvang tertera dalam Laporan Eealisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Surplus/Defisit dan Laporan Arus
Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga Mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan
informas1 lam yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan
didalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkpan-ungkapan vang
diperlukan untuk menghasilkan penvajian laporan keuangan secara wajar.
Catatan atas Laporan Keuangan Mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
regional/ ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD,
berikut kendala dan hambatan vang dihadapi dalam pencapaian target;

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja kuangan selama tahun
pelaporan;

c. Menyajikan informasi tentang dasar penvusunan laporan keuangan
dan kebijakan akuntansi vang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban vang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan

e. Menyediakan informasi tambahan vang diperlukan untuk penvajian
vag wajar, yvang tidak disajikan dalam lembar muka [on the face)
laporan kuangan.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

i

20,

B81.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
sehingga akan menjadi bagian vang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan-LEA, belanja, pembiayvaan, pendapatan-LO, dan
beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah
Kabupaten Sambas. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah
uang terhadap pos-pos laporan keuangan vang terpengaruh oleh kejadian
atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum vang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa
untuk diakui yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dan
atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunvai nilai atau biayva vang
dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria
pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonormu Masa Depan Tenadi

a2,

Dalam  kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar
manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat
kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan vang berkaitan
dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dar atau ke
entitas pelaporan., Konsep 1m1  diperlukan dalam menghadapi
ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian
derajat kepastian vang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan
dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan
laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

83.

84.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat
peristiwa atau kejadian yvang dapat diandalkan pengukurannya. Namun
ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak,
Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi vang layak tidak
mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila
kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang,



Pengakuan Aset

85.

E6,

87.

88,

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya vang dapat diukur
dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban
dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas
masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap
masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas vang diperoleh pemerintah Kabupaten Sambas
antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan
daergh lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman.
Progses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam
dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik
pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah Kabupaten Sambas untuk
mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yvang lebih
rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima
sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya
dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah Kabupaten Sambas
setelah periode akuntansi berjalan,

Pengakuan Kewajiban

89,

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
dava ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian vang dapat diukur dengan andal. Kewajiban
diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

90.

21

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut
atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui
pada saat Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dalam hal
proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada
saat diterimanya kas/aset non kas vang menjadi hak pemerintah daerah
tanpa lebih dulu adanya penetapan.

Pengakuan Beban dan Belanja

92_ Beban diakui pada saat timbulnva kewajiban atau terjadinya konsumsi

aset, atau terjadinva penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

93. Belanja diakui pada saat terjadinyva pengeluaran kas dari Rekening Kas

Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyal fungsi perbendaharaan,



94. Pengakuan beban pada pericde berjalan dilakukan bersamaan dengan

pengeluaran kas wvaitu pada saat diterbitkannva SP2D belanja dan
Pertanggungjawaban (SPJ], kecuali pengeluaran belanja modal
Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan
dilakukan penyesuaian.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
95. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

96

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Sambas. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Sambas menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat
sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan vang diberikan untuk memperolech aset tersebut. Kewajiban
dicatat scbesar nilai wajar sumber ekonomi vang digunakan pemerintah
untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi vang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan
terlebih dahulu dan dinvatakan dalam mata uang Rupiah dengan
menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada
tanggal transaksi.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sambas adalah
mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum ([general
purpose financial statements)dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar
entitas akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi
Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan seluruh pertimbangan dalam
rangka penyvajian laporan keuangan, pedoman struktur lJaporan keuangan,
dan persyaratan minimum isi lJaporan keuangan.

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan vang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna
laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi
spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan
akuntansi vang khusus.

Ruang Lingkup

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum yvang disusun dan disajikan
dengan basis akrual,

4. Laporan keuangan untuk tujuan wumum adalah laporan vang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud
dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga
pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses
donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tnggi
(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi]. Laporan keuangan meliputi
laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan
keuangan vang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan
tahunan.

5. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan vaitu
Pemerintah Kabupaten Sambas, sedangkan entitas akuntansi vaitu BLUD,
SKPD, dan SKPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sambas, tidak
termasuk perusahaan daerah.

BASIS AKUNTANSI

6. Basis akuntansi yang digunakan dalam penvusunan dan penyajian
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas yaitu basis akrual.
Namun demikian, Laporan Realisasi Anggaran [LRA] dan Laporan
Perubahan SAL [LPSAL] disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.



TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

T,

10,

Tujuan umum laporan keuangan adalah menvajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu
entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dayva. Secara spesifik,
tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber dava ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

b, menyvediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

¢. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber dayva ekonomi;

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenal potensi pemerintah daerah untuk
membiayal penyvelenggaraan kegiatan pemerintahan,

g. menyediakan informasi wyang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah dipercleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran; dan

b. indikasi apakah sumber dayva diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran vang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai entitas dalam hal:

aset;
kewajiban;
ekuitas;
pendapatan-LEA;
belanja;

transfer;
pembiayaan.

TR MR A8 oM

saldo anggaran lebih;

pendapatan-L0O;
beban,; dan
k. arus kas,

[
'

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi
tujuan sebagaimana vang dinyvatakan sebelumnya, namun tidak dapat



11

sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk
laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan
keuangan untuk memberikan gambaran wvang lebih komprehensif
mengenal aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Pemenntah Kabupaten Sambas menyvajikan informasi tambahan untuk
membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas
dan pengelolaan aset, seperti halnyva dalam pembuatan dan evaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan
ini termasu k rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk
indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program
dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama
periode pelaporan,

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

12.

Tanggung jawab penyusunan dan penyvajian laporan keuangan berada
pada pimpinan entitas, Tanggung jawab penvusunan dan penyajian
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas berada pada Bupati,
tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD
kepala SKPD, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan
keuangan SKPKD adalah PPKD sedangkan tanggung jawab penvusunan
dan penyajian laporan keuangan BLUD pemimpin BLUD,

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

13,

15,

16,

KRomponen-komponen vang terdapat dalam suatu set laporan keuangan
pokok Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri dari laporan pelaksanaan
anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh
komponen menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas (LFE); dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

R - - ¢

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap
entitas, kecuali:

a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai
fungsi perbendaharaan umum, dan

b. Laporan Perubahan SAL vang hanva disajikan oleh Bendahara Umum
Daerah dan entitas pelaporan vang menyusun laporan keuangan
konsolidasiannya.

Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk
apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan
informasi mengenal apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan
digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan
Healisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi
dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber
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18.

daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna
untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan
dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna
dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset,seperti
halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber dava ekonomi. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan
umum daerah menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama suatu peripde akuntansi dan saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah vang
mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan
dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar,
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan,
entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik
yvang telah tersaji maupun yvang tidak tersaji dalam lembar muka laporan
keuangan. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan
terhadap anggaran,

STRUKTUR DAN ISI
Pendahuluan

19.

Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanva pengungkapan
tertentu pada lembar muka fon the face) laporan keuangan, mensyaratkan
pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan
atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merckomendasikan
format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini vang dapat diikuti oleh
entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Identifikasi Laporan Keuangan

20.

21.

22,

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi
lainnya dalam dokumen terbitan vang sama. Kebijakan akuntansi hanva
berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang
disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh
karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi
vang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun
bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas, Di
samping itu, mformasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan

diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh
pemahaman vang memadai atas informasi vang disajikan:

a. nama SKPD/PEMDA:

b, cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau
gabungan dari beberapa entitas akuntansi;

c. tanggal pelaporan atau periode vang dicakup oleh laporan keuangan,
vang sesuai dengan kemponen-komponen laporan keuangan;

mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan

e. tirigkat ketepatan yang digunakan dalam penvajian angka-angka pada
laporan keuangan.
Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan {entang penomeoran

halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah
pengguna dalam memahami laporan keuangan. Laporan keuangan



seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam
ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima
sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan
dan informasi vang relevan tidak hilang,

Periode Pelaporan

23.

24

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnva 2 [dua) kali dalam
setahun, yaitu laporan semesteran (interim) dan laporan akhir tahun.
Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan
keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yvang lebih panjang
atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi
berikut:

a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti
arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam  situasi  tertentu suaru  entitas harus mengubah tanggal
pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun
anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah
penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah vang disajikan
untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat
diperbandingkan,

Tepat Waktu

285,

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia
bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tangpal pelaporan.
Faktorfaktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas
pelaporan bukan merupakan alasan vang cukup atas kegagalan pelaporan
yvang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas
akuntansi selambat-lambatnyva 2 [dua) bulan setelah berakhimya tahun
anggaran, sedangkan laporan keuangan entitas pelaporan selambat-
lambatnya 3 (tiga] bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Laporan Realisasi Anggaran

26.

27.

23,

Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran adalah
menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan FRealizsasi Anpparan
Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sambas
memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di
tingkat SKPD dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan
realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target vang telah
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah daerah yvang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan
Realsasi Anggaran menyvajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi vang dikelola oleh SKFPD/Pemerintah daerah dalam
satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya
unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;



29.

30.

31.

32

b. belanja;
c. surplus/defisit;
d. sisa lebith/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah menvajikan sekurang-
kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a. pendapatan-LRA;

b. belanja;

¢. transfer

d. surplus/defisit-LRA;

€. pembiavaan;

f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,

Laporan FRealisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinva dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal vyang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan vang material antara anggaran
dan realisasinya, serta daftar-daftar yvang merinci lebih lanjut angka-angka
vang dianggap periu untuk dijelaskan.

Konversi Laporan Realisasi Anggaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagai berikut:
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FERMENDAGRE Namay 77 Tahun 2023 | FP Namar Tahun 2500 fenmang SAP
BELANJA BELANJIA
&, Brlanjos Hantuasn Sosial &, Diastison Sosial
B. Belarja Modsl B. Belanja Mol
I, Oelongn Modal Tanah 1. Belanjs Tanah
|2 Belnnjn Madal Prralatan Dan Mesin 2. Brlonja Peralotan Dui Mesin
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%, Diclangn Madal Aser Ladeiien 0, _Helonii Aset Laiciaya
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I. Penggunoon BILFA | Pengiimsan SILPA
4. Fencairan Dann Cadangan X F&‘.h%l::l:lill:l BILPA
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33. Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sambas sesuai
dengan SAF baik untuk tingkat SKPD, dan Pemda sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1

ANGOARAN REALIZAS] ] REALIZASE
™
- WRALL e 2001 20K 1 % SOX0
FENDAPATAN |
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Dacrak

Pencinpatan Retnibusr Dacrah

Fendapatan Hasl Pengelolainns Kekaysan
Dmernh vang Dipiaabkan
Lavin-1aan PAD yang Bah

Jumbah Pendapatan Asli Daerah

FEMIDMPATAN TEANSFER
Tranader Pemerintah Pusal - Dano

Perimbamgsn
Dana Bagi Hosil Pejak
Dana Alokss Umum

T —




URAIAN

ANGGARAN
20%1

REALIGASI
FOHL

REALISAS]

Thama Alakns Khusus

Jumlah Pendapitan Transfer Dana
Penmbangan

Trangier Pemennlah Pusat Lainoya
Uans Penyescxian
suntlal Pendapatan Transfer I,.n.u:m:,.'u.

Pondapatan Tranefer Pemerintah Pravinai
Fendapatan Bags Hasil Pogak

Pendapaian Bagi Heuil Lainya

Bantuien Keuangin

Todal Pesrduputan Trunslor Trandtor
Pemerintah Provinai
Toral Pendapatan Transfer

LATN-LAIN PENDAPATAN YARNG 5AH
Pondepatan Hibah
Pendiipatan Laimrys
Jumlah Pendapatan Ladn-lain FEOE Hah
JUMLAH PENDAMEATAN

BELANIA
HELANIA OPERAST
Helamja 'P-u:i-_nwm
Helanja Bsrang
Huzriga
Hikmali
Barntuan Bouial

Jurmlah Belanja Orporasi

ARLANIA MODAL
Belonjo Tanak
Helongm Pormlatnn dan Mesin
Helunga Gedung dan Hanganen
Helomgn Jalen. Ingas dan Jenngan
Helampa Asst Telap Lansya
Helanje Asst Eninmym
urmlah Aelanga Modal

RELANIA TAK TERDUGA
Helanja Tak Terduga

Jdumlzh Helanm Tok Terdugn

RELANIA TRANSFER
Belanjn Ragi Hosl
Helunju Bantuan Keuangan
Jumlah Belanpa Tranafer

JUMLAH HELAN LA

SURPLLIE/DEFISIT

FEM3IAYALN
PEMERIMAAN PEMBIATANN

Zi5d Lebih Perhatungan Anpgaran Tahun
Eebsluminyan L
Proenmasn Prapaman Dacrcah

Jumilah Pernrimann

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pemibayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negen - Lembaga Keunngin Bank
Femvortaan Modal Pomerictah Daerah

durnbish Perggelunrun

HEMBIAYAAN NETG

—_—




ANGOARAN | REALIBASI REALIEAST |
URALAN Reil 261 201 20X0

Risa Lebib Pembisyan Angrasan
Meéngetahui Sambas, Tanggal . ...
Pengguna ANgEATAN Pepabut Penatausahaan Keuangan
[vanda tangsin) {tanda tangan)

len (nama lenglian
MIP MLF

PEMERINTAH KABRUPATEN SAMBAS
LAPORAN REALISASI ANGCGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 20X

LIRALAN

Relf

CANGCIARAN

20%1

REALISAS]
20%1

20M0

PERCAPATAN

FPENDAPFATAN ASL DAERAH
Fendepaton Fajak Daerah
Ferdupulen Reinbuzs Dacrah
I'ondapaton Hasil Pengelolann Kekayson
Draerah varig Dhpranhlon
Laio-iam PAD vang Sah

Jumlah Pendapafan Al Disrah

PENDAPATAR TRAKSFER

Tranafer Memerinuab Pugar - Dans
Parimbangan

Dana Daei [lasil Pajnk

Dann Alokasi Umsis |
Dana Adokas: Khaaus

Jumilak Pendapatan Trnsfer Dana
Perimbanimrn |

Transfer Pemerintah Posal Lainnya
Duwii Peniysunion |
duminh Pendopatan Trsnster Lenfya

Pendapatan Trasaler Anitear Dworal
Pendupaian Bagh Hesil
Buntuun Kewnmngun
Tolal Perdaparnn Transfer Antar Dacrah
Tetal Peadapatan Tranalar

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pemdapatan Lamnya
Jumlah Pencapatar Lain- lain yang Sab
JUMLAH PERDAPATAN

BELANIA
BELAMIA DPERAE
Belonin Pogami
Helanijs Barang

Hungn
Hikah

Banruwan ookl
Jurlak Belasys Operas

e




URAIAN

TG
U1

REALISABL

BELAN A MODAL
Belania Tanakh
Belania Peralatan dan Mesi
Belanmg Oadung dan Bangunan
Belame Jalan. Ingesi dan Jaringan
Belanjs Adel Tetap Lainmyn
Belanjs Aset Lainmya
Jumbah Belange Modal

BELAMIN TAK TERDUGS
Belanja Tak Terdugu
whimibah Belunye Tek Terduge

BELAMIA TRANSFER
Belanjs Bag Hasil
Belanjs Baniuan Aeuangan
Jufnlab Belanp Transkr

JUMLAH BELAMIA
SURPLUSS DEFSIT

FEMBIAYAMN
HEMERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungar Anggavan Tahun
Aelediinrnyd
Fanenimaan Finjaman Daerah

Jumiah Peneonmaan

FENGELJARAN PEMBIAYSAN
Pembayaran Pakok Pinjaman Malam
Begeri - Lembags Heunngen Hank
Panvariann Modal Pemenintah Dasrah

Jumlah Peoge lwa o
PEMOWYAAN NETD

o Letwb Pombenynas Angparan

20x1 h et K

T

|

35.

30,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih [LPSAL)
34, Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran

sambas, Tangesl ...
BUPATI SAMRAS

[tanda tangan]

[nama lengkap]

Lebih adalah mengatur perlakuan akuntansi vang dipilih dalam penyajian
Laperan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Pemerintah Kabupalen
Sambas dalam rangka memenuhi fujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan Saldc Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;

Laporan Perubahan SAL menyvajikan secara komparatiif dengan periode



37.

38,

39,

Penggunaan Salde Anggaran Lebih;

3isa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnva; dan
Lain-lain;

Saldo Anggaran Lebih Akhir.

L T -

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh
Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan., Entitas pelaporan
menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Konversi Laporan Perubahan SAL dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke
Peraturan Femerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan tidak mengalami perubahan.

Format Laporan Perubahan SAL dan Pemerintah Kabupaten Sambas
disajikan sesuai dengan SAP, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

no | URAIAN mell | 301 200

| -2 PENGUGUNAAN SAL SEBAGA] PENERIMAAN

1 | SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN
3 SUBETOTAL [ 1+ |

8154 LEGBIH/KUREARG PEMBAYAAN

1=

ANGGARANSILPA ) SiIKPA
8 | BUBTOTAL [3+3)
[} EOREEE] KESALAHAN PEMBUKULUAN TAEUN
BEBELUMMNYA
7 LAIN-LAEN |
kB BALDND ANOGARAN LEBIH AKHIR 526+ 7)
Bambas, Tanggal ............
HUFPATI SAMBAS
[tanda tangan]
MNeraca

40, Neraca Pemerntah Kabupaten Sambas menggambarkan posisi keuangan

q1.

suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur neraca terdiri dari aset, kewajiban,
dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Aser;
b. Kewajiban; dan
¢. Ekuitas,

Aset adalah sumber daya ekonomi vang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemenntah daerah sebagai akibat dar peristiwa masa lalu dan dari mana



42,

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh. Karakteristik aset dalam neraca sebagai berikut:

.

Manfaat ekonomi masa depan yvang terwujud dalam aset adalah potensi
aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun
tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset vang tidak
dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset
nonlanear,

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset vang bersifat jangka panjang, dan aset
tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung
untuk kegiatan pemerintah atau vang digunakan masyarakat umum.
Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi vang diadakan dengan
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial
dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka
panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. lnvestasi
nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara,
penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi
nonpermanen lainnya. [nvestasi permanen antara lain penvertaan
modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Asct tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
pengerjaan.

Aset nonlancar lainnyva diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk
dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama
[kemitraan).

kKewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu vang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber dava ekonomi
pemerintah daerah. Karakteristik kewajiban dalam neraca sebagai berikut:

a.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah
mempunyal kewajiban masa kini yvang dalam penyelesaiannya
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa vang akan
datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas
atau tanggungawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan
sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,
entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja
pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnva.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dar kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-
undangan.



43,

44,

43.

45.

47,

d. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban vang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang
adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannva dilakukan setelah
12 {dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah vang merupakan
selisth antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal
pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dan salde akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset
nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga
bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset
lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang.

Aset dan kewajiban yvang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur
dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset
tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya
dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

Neraca Pemerintah Kabupaten Sambas mencantumkan sekurang-
kurangnya pos-pos berikut:

a. kas dan setara kas;

o

investasi jangka pendek;
piutang;

persediaan;

investasi jangka panjang;
aset tetap;

dana cadangan,

g Tofe Duop

aset lainnya;

kewajiban jangka pendek;

J.  kewajiban jangka panjang;

k. ekuitas.

Pos-pos selain yvang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika
penyajian demikian perlu untuk menvajikan secara wajar posisi keuangan
suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pertimbangan disajikannva
pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut
i

a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Konversi Neraca dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagai berikut:
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43. Entitas pelaporan menyajikan nncian lebih lanjut dar unsur-unsur yvang

terdapat dalam Neraca dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Format
Pemerintah Kabupaten Sambas disajikan sesuai dengan SAP, sebagai

berilout:

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BEPD..

NERACA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 20X0

LFAIAR

| REFF

ABET

ASET LANCAR

Has cian Seiara Ko

Kirn e31 Karn Dhmernky

Eas 4 Bepdabare Pencrimansn

Eaa i Bendahira Pen;_elu.r-n

“Hun Lﬂmn_-.'n

Jumbah Bax dan Satarn Ko

Pt mng

Miutang Fu.;n'l-: Dumh

Prutang Retribus




DRALAN

E;g.;la.n Lancar Tagiban Fu-uamnm;lu
_ Ponjeng Bspecs Ropormsi

Hogian enear Tuntitan Gant Rerugian
Baerah

Panyasihan Fiutang

Penyisihan Piutang

<umiah Penyisihan F'jul'q.ng

Heban Dibaver Dimuka

Sumlah Betan Diboyar Darruka

Pecaediaan Bahan

Pechediuan Rkl Haban Usiok Reciang
Kasttor

“Pacredinan Gbar chatan

Jumlzh Perssduman

Jiminh Auet Lancar

INVEETASI JANGEA PARIARG
Inventon] Morparmonen Livnnya

Jumlsh lnmbud--[*;wmm

INVEETAS] JANGEA PANIANG PERMANEN

Peryertann Modal Pemerintah Docrah

Jumloh lsvestoad Permaned

Jumlah fnventasi Jangla Paofang

ASET TETAP

Tanak

Peralatan dan Mesin

Coudung dnn HBangenen

Jalan, lngael, dan Janngan

Aset Tetnp Loinnya,

Komsiruks Linkam EHFJEH'_EI.II.'I
 Akumulngi Perysutan

Jduminhy Aset Tetap

MiANA CADAROAN

ARET LATMNYA

Tagthan Janghs Panjang

Taghan Peajualan Argeican

Jumbsh Tagihan Jangks ¥amgang

#aer Tidak Berwitjud

Liz=nsa dan mechiase

Amet Tidek Herprusd Lennya

Akumulasi Amartisani Aser Tidak Berarjod

Jumlah Aset Tidak Beraujod

Aset Lain-lain

Aot [ain-lase

Jumiah Assr Laon-lan

Jumibak Arsr Lainny s

JUMLAH ASET

EEWAIIBAN

REWANBAN JANGES PENDEZE

Liang Pechitungan Fitak Ketiga

Utang Bungn

Pencasatan Dierirma Domuka

Jumish Kewnjibarn Jangka Pendek

JUMLAN KEWAJIBAN
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Invearan Nonpersmancn Lamurys
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Panyertaan Madal Pemerintah Do
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Jumibah Invoatan Janska Paninmge

ASET TETAFP

Tunsh

Peralalan dan Menis

Credung dan Bangunan

Jalan, [ngasi. dan Jaringan

At Tetap Lainmyn
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AT it
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[ Tagian Tanps Paring
‘.[".u.gizlh_.n_{l._il-"enjunlln Arsgauran
Jumlah Tagihan Jasgha Pargang
Azet Tidak Berwujud
Limersi dan frasne hise
Asel Tidak Berwujud Lamnya
ARumulasi Amortizan Aset Trdek Berwujud

o

" Jumilah Aset Cain lain
Juminh Aser Langrstiya |
JUMLAH ASET - |

KEWAJIHBAN
KEWAIIBAN JANGHA PENDEK
Liang Perfutungen Pibak Ketiga
Urang Bungn :
Pendnpatan Diterima Dimuks
Utang Belanja
L ’Ll-'t.n_ngd-n-r;ilm Pendek
Juminh Kewajiban Jangks Pendel
. JUMLAH EEWAIIBAN

—_

Ekuibns
JUMLAH ERUITAS
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Laporan Operasional

49, Laporan operasi (L0} Pemerintah Kabupaten Sambas bertujuan
memberikan informasit tentang kegiatan operasional keuangan vang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban;, dan surplus/defisit
operasional dan suatu entitas akuntansi dan pelaporan, tidak termasuk
perusahaan daerah vang penyajiannyva disandingkan dengan periode
sebelumnya.

20, Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi
pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh
entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyvediakan
informasi:

a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah
daerah untuk menjalankan pelavanan;

b. mengenal operasi keuangan secara menveluruh vang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi,
efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber dava
elonomi;

c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam  periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif,



d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

al. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus
akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle] sehingga
penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca
mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan
Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
b. Beban dari kepiatan operasional;
¢. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
d. Pos luar biasa, bila ada; dan
e. Surplus/defisit-LO.
2. Rincian Pendapatan-LO terdiri dari ;
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Pendapatan Pajak Daerah;
2]  Pendapatan Retribusi Daerah;
3] Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang dipisahkan;
4] Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
b. Pendapatan Transfer

1} Transfer Pemernntah Pusat-Dana Perimbangan;
2] Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;
3] Transfer Pemerintah Provinsi.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1) Pendapatan Hibah;
2)  Pendapatan Dana Darurat;
3) Pendapatan Lainnva,
d. Rincian Beban terdiri dari :
1) Beban Pegawai
2)  Beban Persediaan
3} Beban Jasa
4} Beban Pemeliharaan
3}  Beban Perjalanan Dinas
6} Beban Bunga
7} Beban Subsidi
8} Beban Hibah
9) Beban Bantuan Sosial
10) Beban Penvusutan
11) Beban Transfer
12} Beban Lain-lain
13) Beban Penyisihan Piutang
e. Rincian Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional terdir dari :
1]  Surplus Penjualan Aset Nonlancar



2] Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

3) Defisit Penjualan Aset Nonlancar

4)  Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

5)  Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnva
f. Rincian Pos Luar Biasa terdiri dari :

1} Pendapatan Luar Biasa

2) Beban Luar Biasa

52, Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO vang diklasifikasikan

53.

54.

23,

menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan
disgjikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan
menyajikan beban yvang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban.
Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain vang
dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan vang berlaku, disajikan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi pendapatan-LO
menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi,
pada prinsipnya merupakan klasifikasi yvang menggunakan dasar
klasifikasi yang sama vaitu berdasarkan jenis.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus
dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar
barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi
semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas
Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang
relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban, Transaksi
pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam
wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan
Keuangan yvang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas
keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta
daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yvang dianggap perlu
untuk dijelaskan. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan
subjumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan, atay apabila penyajian tersebut diperlukan untuk
menyajikan laporan operasional secara wajar.

Konversi Laporan Operasional dar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagai berikut:
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56. Formal Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sambas disajikan
sesuai dengan SAP, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
SEPD........
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

URATAN FLAA | 20xX0

KEGIATAN OPERASIOMAL |
PEMDAPATAN |
PERDAPATAN ASLI DAERAH '
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Rerribus Dagrah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayvaan Daeraly vang
Dripisahkan
Lamn-lain PAD vang Sah
Jumlzh Pendapatan Asli Dacrab
PERDAPATAN TRANSFER
Perdapatan Transber Pemennizh Pusat - Dana
Perimbangan
[iana Bagl Ha=sal Pajak
Drana Bag Hasal Sumber Daya Alam
Dang Alokasi Umwm
Dana Aloks=a Khusos
Jumin Pendapatan Transfer Dana Perimbanagan
Tramsfer Pemenntah Pusat - Lainmya
Drana Pesyesuaian
Jumlu Pendapatan Transfer Pemerintah Prosins
[ Penckapatan Bagi Hasdl Pajak
[ Penddaputan Bagt Hosil | ainnya
| Bantuzn Keuanpan
Jumbah Pendapetan Transfer Pemeriniah Provins

‘ Totzl Pendapatan Transfer




URAIAN

Reff | 20X1 Z0%0

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Peadapatan Dana Danurat
Femdapatan Laimnya
Jumlah Pendspatan Daerah Yang Sah

JLAH PENDAPATAMN

BEBEAN

Beban Pogawz

Bcban Perscdinnn

Bizban lasa

Bebtan Pemiehharaan

Beban Perjalanan Dinas

Beban Buinga

Beban Subsidi

Bebian Bantuan Sosial

Beban Penvusutan

Beban Transfer

Beban Lain-lain

Beban Penvisiban Piutang
JUMLAH BERAN

SURTLAUIS DEFISIT DARI KEGIATAN OPLERASIONAL

KEGIATAN NON QFERASTOMNAL

Surplus dan Kegiatan Mon Operasional Lainnya
Drefisit dan Kegiatan Moo Operasional Lannya

SURPLUS DEFISIT DAkl KEGIATAN NDN
OPERASIONAL

EURPLUS DEFISIT SEBELLM POS LLIAK BIASA

FOS LLAR BlASA

Pendapatan Laar Diasa
Deban Loar [Sasa
SURPLUSY DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

SURPLLUS! DEFISIT - L

Mengetahui
Pengguna Anggaran

(tarda angan|

NIF

ien

Sambas, Tangeal ...
Peiabat Penatausahaan Keuangan

(tanda mngan)
(nama lengkap)
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FEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X

LBAIAN

RefT' | 20%1 | 20X0

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

FEMDAPATARN ASL] DALRAI
Pendapatan Pajak Draerah
Pendapatan Retnbusi Dograh

Pendapatan Haal Pengelolean Kekayaan Daerah vang

D pisshkan

Labn=lain FAD yany Sah

Jumlah Pendapstan &sli Dhaerai
PENDAPATAN TRANSFER
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F‘Eﬂdﬂpulﬂﬁnafm Pemenntah Pusal - Dana
Penmbarzan

Dann Bagi Hasil Pajuk

Dara Bagi Hasil Sumber Dayva Alam

[rar Alokasi Uimum

Drana Alokasi Kb

Jumla Pendapatan Transfer Dana Pevimbamcan
Transfer Pemenntah Pusal - Leinoya

Dana Penyesuaiin

Jumla Pendapotan Transler Pemenntah Poonans
Pendapatan Bag Hazl Pajak

Pendapatan Baei Hasl Lainmea

Bantuan Kevangon

Jumlah Pendapaian Transfar Pamen mab Prowvins

Teal Pendapatan Transter

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Daners [
Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan Dagrah Yamg Sah

MIMLAH PENTIMFATAMN

BEBA™N
Betran Feaawii
Bitan Pesediazn
Echan loss
Gt Pezneliharaan
Beban Pesjalanan Dinas
Fechan Burgn
Beban Subsid
lighan Hantuan Sosial
Bebran Penyusutan

| Beban Transfier

Beban Lain-lain

Betan Penyisiluan Piotang
IALAH BEBAN

| SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

KEGIATAN NOM OPLIRASIONAL
Surplus dan Kewatan Mon Operasional Lainmya
| Defisit gnan Kegiatan Non Qpergsional Lannva

SURPLUS DEFISIT DAR] KEGIATAN NN
CPERASIONAL

i SURPLUS DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
POS LUAR BIASA

Pendapatan Laar Biasa

Behan Lusr Binsa

SURFLUS DEFISIT DARL POS LUAR BLASA

AURPLUS DEFISIT-LO
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Laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Sambas menvajikan informasi
mengenal sumber, penggunaaan perubahan kas dan setara kas selama
satu periode akuntansi, dan =aldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa
yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran
arus kas vang telah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk
dan arus kas keluar Pemerintah Kabupaten Sambas selama periode
pelaporan, Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan
arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
laporan dalam mengevaluasi perubahan kekavaan bersih/ekuitas dana
suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah
(termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayvaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset
nonkeuangan, pembiayvaan, dan transitoris memberikan informasi vang
memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari
aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah.
Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan
antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiavaan, dan
transitoris.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator vang menunjukkan
kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas vang
cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar, Aktivitas
operasi meliputi:

a. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
1} Penenmaan Pajak Daerah
2] Penerimaan Retribusi Daerah
3] Penenimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipizsahkan
4] Penerimaan Lain-lain PAD vang sah
5] Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
6] Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Dava Alam
7] Penerimaan Dana Alokasi Umum
8] Penerimaan Dana Alokasi Khusus
9) Penerimaan Dana Penvesuaian
10) Penerimaan Hibah
11) Penerimaan Bantuan Keuangan
12] Penerimaan Dana Darurat
13) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
14) Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
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b. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk
pengeluaran, yaitu:

1) Pembayaran Pegawai

2} Pembavaran Barang

3) Pembayaran Bunga

4) Pembayaran Subsidi

3] Pembayaran Beban Hibah

6) Pembayaran Bantuan Sosial

7] Pembayaran Belanja Tak Terduga
8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak

9) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
10) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
11) Pembayaran Kejadian Luar Biasa

Jika suatu entitas mempunyai surat berharga vang sifatnya sama dengan
persediaan, vang dibeli untuk dijual, maka perclehan dan penjualan surat
berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas
pelaporan mengotonsasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang
peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan
modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian
dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini
dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan,

Arus kas dar aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan
pelepasan sumber daya ekonomi vang bertujuan untuk meningkatkan dan
mendukung pelavanan pemerintah daerah kepada masyvarakat di masa
vang akan datang, Aktivitas investasi aset nonkeuangan, meliputi:

a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
1] Pencairan Dana Cadangan
2] Penjualan atas Tanah
3] Penjualan atas Peralatan dan Mesin
4| Penjualan atas Gedung dan Bangunan
3] Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
6] Penjualan atas Aset Tetap Lainnya
7] Penjualan atas Aset Lainnya
8] Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan
9] Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
b. Arus keluar kas darn aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
1] Pembentukan Dana Cadangan
2] Perolehan Tanah
3] Perolehan Peralatan dan Mesin
4] Perolehan Gedung dan Bangunan
5) Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
&) Perolehan Aset Tetap Lainnya



7] Perolehan Aset Lainnya
8] Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

65. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan peneérimaan dan

pengeluaran kas yvang berhubungan dengan perolehan atau pemberian
pinjaman jangka panjang. Aktivitas pendanaan meliputi:

a. Arus masuk Kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
1} Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
2) Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnva
3] Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
4) Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank
2] Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
6) Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Daerah
7) Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Negara
8) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya
b. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
1} Pembavaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah

Lainnyva

3} Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bank

4] Pembavaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Mon Bank

3] Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnva
6) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
7] Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

60, Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

o7.

vang tidak termasulk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Aktivitas transitoris meliputi;

a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan
penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan
kembali uang persediaan dar bendahara pengeluaran.

b. Arus keluar kas dar aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitons seperti kirlman uang keluar dan pemberian
uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang vang terdiri dari pelunasan
pokok utang dan bunga wutang. Pembayaran pokok utang akan
diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiavaan sedangkan pembayaran
bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi. Arus kas
vang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas
bersih dalam hal:

a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima
manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas
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pthak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya
adalah hasil kerjasama operasional.

B, Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi vang
perputarannya cepat, volume transaksi banyvak, dan jangka waktunya
singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan
deng‘an menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang
asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral
pada tanggal transaksi. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan
bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta
penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus
diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi
tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten
dari tahun ke tahun.

Arus kas vang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah
dan kemitraan harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas
pembiayaan. Transaksi investasi dan pembiayaan vang tidak
mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak
dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan arus kas
disusun dan disajikan hanva oleh entitas pelaporan vaitu Pemerintah
Diaerah.

Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara
metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan
utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Entitas pelaporan
mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas
vang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca. Entitas pelaporan
mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan vang
tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

Informasi tambahan lainnya vang terkait dengan arus kas yang berguna
bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas
suatu entitas pelaporan diungkapkan di dalam catatan atas laporan
keuangan. Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sambas
disajikan berdasarkan SAP, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

Uraian Reff W.‘ﬁ'l 200
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Sambas, Tanggal ............
BUPAT] SAMBAS

(tanda tangan)

{nama lengloap)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

72. Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah
mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan
Perubahan Ekuitas untuk pemerintah kabupaten sambas dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan,

73. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan
entitas pelaporan yang memperoleh angparan berdasarkan APBD,
termasuk Badan Lavanan Umum Daerah [BLUD), tidak termasuk
perusahaan daerah,

74. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang
sekurang-kurangnyva menyajikan pos-pos:

a. Ekuitas awal;
D. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi-koreksi vang langsung menambah/mengurangi ekuitas:
misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yvang terjadi
pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap
karena revaluasi aset tetap; dan

d. Ekuitas akhir.

75, Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut
dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Format Laporan Perubahan Ekuitas
SKFD, dan Pemerintah Kabupaten Sambas disajikan berdasarkan SAP,
sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
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Mengetahui Sambas, Tanggal ............

Pengguna Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan
(tanda tangan) (landa tangan]

[nama lengkagp) [nama lengkan)

MIP NIP

PEMERINTAH KABUPATEN SAMEAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
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Sambas, Tanggal ............
BUPFATI SAMBAS

[tanda tangan]

[nama lengkapl

Catatan Atas Laporan Keuangan

76
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. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah
Kabupaten Sambas diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan
keuangan sebagal bagian yang tak terpisahlkan dari laporan keuangan
untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanva untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh
karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yvang dapat
mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk
menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan
atas Laporan Keuangan vang berisi informasi untuk memudahkan
pengguna dalam memahami Laporan Kkeuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca
laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa denpan orientasi anggaran
mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi
akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial
cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan
keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan
referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca
laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan
kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk
dapat menghindar kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.
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Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis
atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan
keuangan. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan
atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan
sebagai berikut:

a. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
regional /ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD,
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

¢. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijalkan-
kebijakan akuntansi vang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
ransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban vang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

e. informasi tambahan vang diperlukan untuk penvajian yang wajar, vang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

f. daftar dan skedul.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas
harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos vang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arus Kkas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan
atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi vang diharuskan dan
dianjurkan oleh Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sambas ini
serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi
dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan
penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat
digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.
Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan
mengilkuti  kebijakan akuntansi berlaku vang mengatur tentang
pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan
akuntans tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan
akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas
Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan
skedul atau bentuk lain vang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas
dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. Format Catatan
Atas Laporan Keuangan disajikan berdasarkan SAP, sebagai berikut:
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FEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
SKPL.. ...on0s
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

REBLIAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS

PENDAHULUAN
Tujuan

1.  Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah
menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk
pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2, Twuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi
realisasi dan anggaran entitas pelaporan, Perbandingan antara anggaran
dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target vang
telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penvajian Laporan Realisasi
Anggaran vang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran
berbasis kas.

4, Kebijjakan akuntansi ini berlaku untuk semua entitas pelaporan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenal realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiavaan
dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
angEArannya,

6. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi; dan

b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

7. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi vang bérguna dalam
memprediks: sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan
cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran
dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang
indikasi perolehan dan penggunaan sumber dava ekonomi:



a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya APBD; dan
c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

DEFINISI

8.

10,

11.

12,

13.

14.

Anggaran merupakan pedoman tindakan vang akan dilaksanakan
pemerintah  meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, vang disusun menurut
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.,

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
vang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
vang bersangkutan vang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurang Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperaleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah.

Relening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank vang ditetapkan.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan vang perlu dibavar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah  terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
lebih fkurang antara realisasi pendapatan-LREA dan belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu
periode pelaporan,

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA
dan belanja selama satu periode pelaporan.

STRUTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN
15. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-

LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, vang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periade.

PERIODE PELAPORAN

16.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya, Pemerintah Kabupaten
Sambas menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anpgaran.
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17.

18,

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga
menonjolkan  berbagai  unsur  pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penvajian vang
wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-
LREA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan
anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam
Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal vang
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan
moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinei lebih lanjut
angka-angka yvang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos
sebagai berikut:

Pendapatan-LEA;

Belanja;

Transfer;
Surplus/defisit-LRA;
Penerimaan pembiayaan;
Pengeluaran pembiayaan;

Pernbiavaan neto; dan

RO AN TP

Sisa lebith fkurang pembiavaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISAS! ANGGARAN ATAU
DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

19,

Pemerintah Kabupaten Sambas menvajikan klasifikasi pendapatan
menurut jenis pendapatan-LREA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan
rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

AKUNTANS] ANGGARAN

20.

iz

22,

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen vang digunakan untuk membantu pengelolaan
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiavaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran
yang terdin dar anggaran pendapatan, belanja, dan pembiavaan.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan vang dijabarkan
menjadi alokasi estimasi pendapatan., Anggaran belanja terdiri dan
aproprniasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran fallotment).
Anggaran pembiayaan terdiri dar penerimaan pembiavaan dan
pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan
anggaran dialokasikan.

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA
23. Pendapatan-LREA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah.,



24,

25.

26,

27.

28.

29.

30.

31,

Jid.

33,

34.

35,

36.

Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, secara garis
besar Pendapatan LRA terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA adalah pendapatan yang diperoleh
Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan
kemandirian daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan, dan lain-
lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah vang tidak
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk
lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh Daerah).

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,
misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana
bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Pengakuan Pendapatan Transfer — LRA adalah pada saat diterimanva
Pendapatan Transfer - LEA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank
vang ditunjuk sebagai RKUD.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, vaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biayva)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan preses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan.

Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan
dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

Pengakuan pendapatan vang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu,
maka pengakuan pendapatan LEA pada saat pembayaran telah diterima
oleh pemerintah daerah.

Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan
langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan svarat entitas perierima wajib
melaporkannya kepada BUD,

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan vang mengatur mengenai badan layvanan
umum daerah,

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal] dan berulang (recurring)
atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang [non-recurring)
atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada
periode vang sama.



37,

38.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring)
atas penerimaan pendapatan-LRA vang terjadi pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode
diternukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
(CaLK} terkait dengan pendapatan adalah:

a, Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnyva
tahun anggaran.

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan vang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah.

d. [nformasi lainnya vang dianggap perlu.

AKUNTANS] BELANJA

39,

40

4]

42,

43,

44,

45,

46,

47.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah vang
mengurangi Salde Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayvarannya kembali oleh
pemerintah Kabupaten Sambas.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannva
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan vang mengatur mengenai badan lavanan umum.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),
organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada
Jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas., Klasifikasi ekonomi
untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak
terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penvelenggaraan
kewenangan pemerintah daerah.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah
pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.



48,

49.

20,

a1,

2.

53.

o,

Berikut adalah kiasifikasi belanja dalam LRA dan kewenangan atas
belanja :

Belanja Kewenangan
Belanja Operasi il
Belanja Pegawai SKPD
Belanja Barang SKPD
Belanja Bunga SKPKD/SKPD
Belanja Subsidi SKPKD
__Belanja Hibah SKPKD/SKPD
Belanja Bantuan Sosial SKPKD /SKPD
Belanja Modal
{ Belanja Tanah SKFD
Belanja Peralatan dan Mesin SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan SKPD 2
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan __SKFD
Belanja Aset tetap lainnya SKFPD
Belanja Aset Lainnva SKPD
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga SKPD/SKPKD
Transfer
Bagi Hasil Pajak SKkPKD/SKPD
Bagi Hasil Retribusi SKPKD/SKPD
Bagi Hasil Pendapatan SKPED/SKPD

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah kilasifikasi berdasarkan
unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah antara
lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),belanja
Sekretariat Daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah kabupaten dan
unit pelaksana teknis daerah kabupaten.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi vang didasarkan pada
fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyvarakat,

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yvang
terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang
belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam
pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan
untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur
efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
a. Rincian belanja per SKPD,

b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yvang disajikan dalam laporan
keuangan lembar muka.




¢. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja
daerah,

d. Informasi lainnva yang dianggap perlu.

AKUNTANST SURPLUS/DEFISIT-LRA

23,

56.

a7.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA,

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan.

Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja
selama satu periode pelaporan.

ARUNTANS] PEMBIAYAAN

a8,

a9,

B0,

61.

62,

B3.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibavar kembali
dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnva
vang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudlkan untuk
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil
divestasi,

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembavaran
kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayvaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan
kembali pinjaman vang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi
permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan
pembiavaan bersumber dari -

a. SiLPA;

pencairan Dana Cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman daerah:

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah: dan atau

ol

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak
ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembavaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan
dana cadangan. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

4, pembayaran cicilan pokok Utang vang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;



64,

63.

B,

&7.

d. Pemberian Pinjaman Daerah: dan

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan pembiayvaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerah.

Pengeluaran pembiavean diakui pada saat dikeluarkan darn
Fekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayvaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang diterima atau vang akan diterima oleh nilai
sekarang kas yang dikeluarkan atau vang akan dikeluarkan. Pembiayvaan
vang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal
transaksi pembiavaan.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berilout:

a. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah
tanggal berakhirnva tahun anggaran;

b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/
pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan,
penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah
daerah; dan

¢. informasi lainnyva vang dianggap perlu.

AKUNTANSI 51SA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

bE.

69.

70,

SiL.PA/SiKPA adalah selisih lebih /kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih /kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiavaan selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos SILPA/SiKPA.

Sisa lebih/kurang pembiayvaan anggaran pada akhir periode pelaporan
dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

TRANSAKS] DALAM MATA UANG ASING

g

i

T3

74

Transaksi dalam mata uvang asing harus dibukukan dalam mata uang
rumah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing vang sama dengan vang
digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing
tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uvang asing vang dipunakan
dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka
transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs transaksi, vaitu sebesar rupiah vang digunakan untuk
memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing vang digunakan
untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata

uang asing lainnya, maka:



. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan
dengan menggunakan kurs transaksi;

. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam
rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi,

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUARN
Tujuan

1. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode
akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan
keputusan,

MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

2. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa
vang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran
arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

3. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk
dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

4. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas
memberikan informasi vang bermanfaat bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi perubahan kekayvaan bersih/ekuitas suatu entitas
pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan
solvahbilitas).

KAS DAN SETARA KAS

5. Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan
saldo simpanan di bank vang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintah daerah vang sangat likuid yang siap
dijabarkan /dicairkan menjadi kas serta bebas dan risiko perubahan nilai
vang signifikan.

6. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
(UYHD)} vang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam
neraca. Salde simpanan di bank vang setiap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembayvaran. Dalam pengertian kas ini juga
termasuk setara kas.

7. Mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek vang sangat
likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan
nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnyva.
Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus
segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah vang dapat diketahu
tanpa ada risiko perubahan nilai yang sigmhkan.

8. Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai
masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dan tanggal perolehannya



10.

11,

12.

13:

14.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas vang dikuasai,
dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan
kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara
umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara
umum daerah terdiri dan:

a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank
vang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan
dan pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara [SUN)/obligasi dan
deposito kurang dari 3 bulan, vang dikelola oleh bendahara umum
daerah.

Kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar
(BAS) sesuai dengan Ketentuan yvang berlaku,

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan, Kas dan setara kas
diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinva disajikan
sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus
Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam
laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi,
investast, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan adalah laporan keuangan vang menyajikan secara lengkap
informasi vang dibutuhkan oleh pengguna. Pengungkapan kas dan setara
kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnyva
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Rincian kas dan se¢tara kas;
b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
¢. Informasi lainnya yang dianggap penting;

d. rincian dan nilai kas yvang ada dalam rekening kas umum daerah
namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak
yvang berkepentingan.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

15.

16,

17.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial vang menyajikan
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan
transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna
laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas
dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan
untuk mengevaluast hubungan antar aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa
aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang vang terdiri dari pelunasan



18.

2

pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan
diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran
bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas
operasi kecuali bunga vang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam
aktivitas investasi.

Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran
maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun
pelaksanaan anggaran tersebut.

Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun
vang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan,
dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan
menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayvaan, dan
NONANgEATan,

AKTIVITAS OPERASI

20.

21.

22,

23.

Altivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas vang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yvang menunjukkan
kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas vang cukup
untuk membiavai aktivitas operasionalnya di masa vang akan datang
tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama dipercleh dari:
Penerimaan Pajak Daerah

o .

Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan
Penerimaan Lain-lain PAD vang sah

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Dana Bag Hasil Sumber Daya Alam

Penerimaan Dana Alokasi Umum

MR AR e A

Penerimaan Dana Alokasi Khusus

1. Penerimaan Dana Penyesuaian

j. Penerimaan Hibah

k. Penernimaan Bantuan Keuangan

|. Penerimaan Dana Darurat

m. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
n. Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk
pengeluaran, yvaitu:

&, Pembayaran Pegawai
b. Pembavaran Barang
c. Pembayaran Bunga

Pembayaran Subsidi



23.

Pembayaran Beban Hibah
Pembayaran Bantuan Sosial
Pembayaran Belanja Tak Terduga

T

Pembayaran Bagi Hasil Pajak

-

Pembavaran Bagi Hasil Retribusi
J-  Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
k. Pembayaran Kejadian Luar Biasa

- Jika suatu entitas pelaporan mempunyvai surat berharga yvang sifatnya

sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan
penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas
operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu
entitas lain, yvang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja,
penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka
pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

AKTIVITAS INVESTASI]

26.

a7,

28,

29.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas vang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi
lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perclehan dan pelepasan sumber
daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yvang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

a. Pencairan Dana Cadangan

b, Penjualan atas Tanah

¢. Penjualan atas Peralatan dan Mesin

d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan

e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
. Penjualan atas Aset Tetap Lainnya

g. Penjualan atas Aset Lainnyva

h. Hasil Penjualan Kekavaan Daerah vang Dipisahkan

i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen

Arus keluar kas dan aktivitas investasi aset nonkeuangan terdirl dari:
FPembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Jalan, Ingasi dan Jarngan
Perolehan Aset Tetap Lainnya

-
b
S
d. Perolehan Gedung dan Bangunan
=]
f.
g. Perolehan Aset Lainnya



h., Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

AKTIVITAS PENDANAAN

30.

<

32.

33

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yvang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang
dan/fatau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan
utang jangka panjang.

Arus kas dan aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas vang berhubungan dengan perolehan atau pemberian
pinjaman jangka Panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank
Pinjaman Dalam Negen - Lainnya

Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Daerah
Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya

Arus keluar kas dan aktivitas pendanaan antara lain:

A A B

a. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah
Lainnva

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

L

d. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non
Bank

¢. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen - Lainnyva
f. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
g. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

AKTIVITAS TRANSITORIS

34,

33

Akuivitas transitoris adalah aktivitas penenmaan dan pengeluaran kas
vang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto vang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan
pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain
transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK], pemberian/penerimaan kembali
uang persediaan kepada /dar bendahara pengeluaran. serta kiriman uang.
PFK menggambarkan kas yang berasal dan jumlah dana yvang dipotong
dar Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak
ketiga msalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang
menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.



36. Arus masuk kas dar aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan
penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan
kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

37. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan
pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang
persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN,
DAN TRANSITORIS

38. Pemerintah Kabupaten Sambas menggunakan metode langsung dalam
dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan
penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

a, Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus
kas di masa vang akan datang;

b, Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
langsung dipercleh dari catatan akuntansi.

ARUS KAS MATA UANG ASING

39. Arus kas yvang timbul dan transaksi mata uang asing harus dibukukan
dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang
asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal
transaksi.

40. Arus kas vang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus
dijabarkan ke dalam mata uvang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal
transaksi.

41. Keuntungan atau Kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan
kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

42, Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran
beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan
dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah.
Setiap akun yvang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan
kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

43. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas
aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada periode akuntansi vang bersangkutan.

44, Jumlah pengeluaran beban pembavaran bunga utang vang dilaporkan
dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk
pembavaran bunga dalam periode akuntansi vang bersangkutan.

45. Jumlah penerimaan pendapatan dari  bagian laba perusahaan
negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah
jumlah kas yvang benar-benar diterima dan bagian laba perusahaan
negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.



PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM
PERUSAHAAN DAERAH / KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

46.

47,

48.

49.

0.

al.

2.

Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan
dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode vaitu metode ekuitas
dan metode biayva.

Investas) pemerintah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat
sebesar nilai kas vang dikeluarkan,

Pemerintah Kabupaten Sambas melaporkan pengeluaran investasi jangka
panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas
investasi.

Arus kas vang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah
dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas
investasi.

Pemerintah Kabupaten Sambas mengungkapkan seluruh perolehan dan
pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu
periode. Hal-hal yvang diungkapkan adalah:

a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;

b. Bagian dar harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan
kas dan setara kas;

c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya vang diperoleh atau dilepas; dan

d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas vang diakui oleh
perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang dipercleh atau
dilepas.

Penvajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk
membedalkan arus kas tersebut dan arus kas vang berasal dan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari
pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perclehan investasi lainnya,

Aset dan utang selain kas dan setara kas dan perusahaan daerah dan unit
operasi lainnya vang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanva
jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang
oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.



TRANSAKSI BUKAN KAS

23. Tranaaka operasi, investasl, dan poendanaan vang tidak menpakibatkan
penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam
Laporan Arus Kas. Transaksi rersebur harus diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan,

94. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten
dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak
mempengaruh: kas periode vang bersangkutan, Contoh transaksi bukan
kas vang ridak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset
melalui pertukaran atau hibah.

BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinva
KEPALA BAGIAN HUKLIM,

WA . 3.H.
NIP. 19780306 200502 1004
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KEBLIAK AN AKLUMNTANS] PEMERINTAH
DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL

PENDAHULUAN
Tujuan

1. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan
operasional keuangan yvang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban,
dan surplus/defisit operasional dan suatu entitas pelaporan.

MANFAAT INFOEMASI ARUS KAS

2. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entfitas pelaporan vang tercerminkan dalam
pendapatan-L0O, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3, Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam
mengevaluasi pendapatan-L0 dan beban untuk menjalankan suatu unit
atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional
menvediakan informasi;

a. mengenai besarnyva beban vang harus ditanggung oleh pemerintah
untuk menjalankan pelayvanan;

b. mengenal operasi keuangan secara menyveluruh yvang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

¢. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO vang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

4, Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus
akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cvcle] sehingga
penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
MNeraca mempunyvai keterkaitan vang dapat dipertanggungjawabkan,

STRUKTUR DAN IS]1 LAPORAN OPERASIONAL

2. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-L0O, behan,
surplus/defisit dan operasi, surplus/dehsit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
surplus fdefisit-L0O, vang diperlukan untuk penyajian vang wajar secara
komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan
atas Laporan Keuangan vang memuat hal-hal yang berhubungan dengan
aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan
moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka vang
dianggap perlu untuk dijelaskan.



Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika
dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut;

a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b, cakupan entitas pelaporan;

¢, periode yvang dicakup;

d. mata uang pelaporan; dan

e. satuan angka vang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO

b. Beban

e, Surplus/Defisit dari operasi

d. Kegiatan non operasional

e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
f. Pos Luar Biasa

g. Surplus/Defisit-LO

INFOEMASI YANG DISAJIEAN DALAM LAPOEAN OPERASIONAL ATAU DALAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

8.

10.

Pemerintah Kabupaten Sambas menvyajikan pendapatan-LO yang
diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Eincian lebih lanjut sumber
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban vang diklasifikasikan menuruot
klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi orgamisasi dan
klasifikasi lain vang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan vang
berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-L0O menurut sumber pendapatan maupun
klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan
klasifikasi vang menggunakan dasar klasifikasi vang sama vaitu
berdasarkan jenis

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

i A

12,

13

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran vang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO  diklasifikasikan menurut sumber pendapatan
pemerintah daerah dikelompokan menurut asal dan jenis pendapatan,
gecara garis besar Pendapatan-LO terdiri dari ;

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, Kkriteria im1 dikenal juga dengan
earned; atau
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b. Pendapatan direalisasi, vaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi (realized)

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-
undangan diakui pada saat timbulnyva hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan vang
telah selesal diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan LO vang diakui pada saat direalisasi adalah hak vang telah
diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanva penagihan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu pendapatan-LO
chakul bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan dan
pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan,

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan
apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi
perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan
penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/asset non kas
vang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.
Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik
disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Pendapatan-L0O diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
Pencatatan pendapatan pada saat penyvusunan laporan keuangan
berdasarkan dua kondisi:

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila
terdapat penetapan hak pendapatan daerah [(misalnva SKPD/SKRD
vang diterbitkan dengan metode official assessment atau
Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum
dilakukan pembayaran ocleh pihak ketiga atau belum diterima oleh
pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi
Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak vang
menerbitkan keputusan/ peraturan.

b. Pendapatan-L{ diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal
proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah
kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yvang belum seluruhnya
diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah
diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan - LO vang telah diakui saat
kas diterima dilakukan penvesuaian dengan pasangan akun
pendapatan diterima dimuka,

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
[setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto [biaya)
bersifat wvariabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
diestimasi terlebnh dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualika.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal
transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
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Pengembalian vang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
pendapatan-L0 pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai penpurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian vang sifatnya tidak berulang fnon-recurring) atas
pendapatan-L0O yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode vang sama.

Koreksi dan pengembalian vang sifatnya tidak berulang fnon-recurring) atas
pendapatan-LO vang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian
tersebut.

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam
BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CalK sesuai dengan
klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal vang harus diungkapkan dalam CalLK terkait dengan Pendapatan-
LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

B. Penjelasan mengenal Pendapatan-LD yvang pada tahun pelaporan vang
bersangkutan terjadi hal-hal vang bersifat khusus;

c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah; dan

d. informasi lainnya vang dianggap perlu,

AKUNTANSI BEBAN

29
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3.

33,

34,
3.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset
dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat imbulnya kewajiban adalah saat tegjadinya peralihan hak dari pihak
lain ke pemerintah tanpa dikuti keluamya kas dari kas umum
negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik
yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran
kas kepada pihak lain vang tidak didahului timbulnyva kewajiban dan/atau
konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintahi,

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan /berlalunva waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi
atau potens jasa adalah penvusutan ataw amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yvang mengatur mengenai badan layvanan
umum daerah.

Beban diklasihkasikan menurut klasifikas: ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis
beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai,
beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan
sosial, behan penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban
laun-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban
pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban
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bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transier,
dan beban tak terduga.

Beban pegawali merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam
bentuk uang atau barang, yang harus dibavarkan kepada pejabat negara,
pegawai negeri sipil, dan pegawai vang dipekerjakan oleh pemerintah
daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan vang
telah  dilaksanakan, kecuali pekerjaan wvang Dberkaitan dengan
pembentukan modal. Beban Pegawai, diakui timbulnva kewajiban beban
pegawal berdasarkan dokumen vang telah disahkan oleh Bendahara
Umum Daerah misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibavar.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yvang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat
transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas,
pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non
pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu
prestasi. Beban Barang dan Jasa diakul pada saat timbulnyva kewajiban
atau peralihan hak dan pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan
barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31
Desember belum dibayar, Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat
barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang
beban.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk
pembayaran bunga [interest] yang dilakukan atas kewajiban penggunaan
pokok utang (principal cutstanding) termasuk beban pembayaran biava-
biaya vang terkait dengan pinjaman dan hibah vang diterima pemerintah
daerah seperti biaya commitment fee dan biava denda. Beban Bunga
diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibavarkan. Untuk
keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan
tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang
diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar
harga jual produksifjasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh
masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang,
atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnva, perusahaan
daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, vang bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk
uang atau barang vang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masvarakat vang sifatnva tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinva
resiko sosal,

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban vang terjadi akibat
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai  aset sehubungan dengan penggunaan  aset
bersangkutan /berlalunva waktu, Beban Penyusutan dan amortisasi
diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode garis
lurus.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan vang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan
piutang. Beban Penyisthan Piutang diakui saat akhir tahun/periode
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akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang vyvang sudah
ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial vang diterbitkan.

Beban Lain-lain adalah beban operasi vang tidak termasuk dalam kategori
tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada
entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban
pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat
alokasi dana vang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan
sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat
diakui sebagai bebanatau yang berarti beban diakui dengan kondisi
sebelum pengeluaran kas.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, vang terjadi
pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode
vang sama. Apabila diterima pada periode berikutnyva, koreksi atas beban
dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
a. Pengeluaran beban tahun berkenaan

b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnva
periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan
antara pengakuan belanja.

. Informasi lainnya vang dianggap perlu.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

48,
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Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan
dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan
dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih /kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DAR] KEGIATAN NON OPERASIONAL

51,

52,

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan
tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dar kegiatan non operasional antara
lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit
penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan
non operasional lainnya.

Selisih lebih /kurang antara surplus/defisit dar kegiatan operasional dan

surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit
sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

24,

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan
Operasional dan disgjikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar
Biasa.
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ab.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik
sebagai berikut:.

a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun
anggaran;

b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan
e. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa diungkapkan pula dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

57.

28,

Surplus/Defisit-L0O adalah penjumlahan selisih lebih /kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan
kejadian luar biasa.

Salde Surplus/Defisit-LO pada akhir peniode pelaporan dipindahkan ke
Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
o9, Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata vang

60,

61,

6d,

rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yvang sama dengan vang
digunakan dalam transaksi, maka transaks: dalam mata uwang asing
tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata vang rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi,

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing vang digunakan
dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka
transakst dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rtupiah
berdasarkan kurs transaksi, vaitu sebesar rupiah yvang digunakan untuk
memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan
untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang
asing lainnya, maka:

a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan
dengan menggunakan kurs transaksi,

b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam
ruptah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.



TRANSAKS| PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG /JASA

63. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus
dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar
barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi
semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas
Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi vang

relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

B4. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain
hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
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TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

LR M
Definisi

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
vang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang vang dimaksudkan untulk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi
2. Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis
seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen
peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti Komponen bekas;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) vang akan digunakan dalam
proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian,
bahan baku pembuatan benih;

¢, Barang dalam proses produksi vang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat., misalnya adalah alat-alat pertanian
setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masvarakat atau pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintahan,
misalnva adalah hewan dan hibit tanaman, untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat.

3. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga
meliputi bahan vang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku
pembuatan alat-alat pertanian.,

4. Barang hasil produksi vang belum selesai dicatat sebagai persediaan/
barang dalam proses, contohnva alat-alat pertanian setengah jadi.

3. Dalam hal pemerintah daerah menvimpan barang untuk tujuan strategis
seperti cadangan energl (misalnyva minvak] atau untuk tujuan berjaga-jaga
sepertt cadangan pangan (misalnva beras), barang-barang dimaksud
diakui sebagail persediaan.

G. Persediaan untuk dijual/diserahkan berupa hewan dan tanaman untuk
dijual/diserahkan kepada masvarakat antara lain berupa sapi, kuda,
unggas, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

7. Persediaan wuntuk dijual/diserahkan termasuk aset tetap yang
dibeli fdibuat /dibangun dimaksudkan untulk diserahkan atau dijual
kepada pihak ketipa/masyarakat.



10,

11,

Persediaan untuk dijual/diserahkan termasuk bahan bangunan dan
konstruksi untuk pembangunan vang akan diserahkan atau dijual kepada
pihak ketiga/masyarakat dan untuk pemeliharaan dalam kegiatan
operasional pemerintah.

Komponen bekas termasuk komponen bekas pakai yang digunakan dalam
operasional pemerintah dan yang akan diserahkan atau dijual kepada
pihak ketiga/masvarakat.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yvang dimiliki proyek swakelola
dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam
pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam neraca,
tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGAKUAN

12,
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20.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau hayva vang dapat
divkur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannva
dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset seperti
persediaan obat-obatan, bahan lainnya bahan habis pakai medis dan
bahan cetak blanko.

Pengakuan beban persediaan pendekatan aset juga digunakan untuk
persediaan dan pendapatan hibah.

Pada akhir periode akuntansi persediaan dilakukan inventarisasi fisik
persediaan vang dikenal dengan istilah stock opname.

Inventansasi fisik persediaan dilakukan atas barang vang belum dipakai
vang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di apotek,

Terdapat aturan khusus dalam inventarisasi fisik persediaan pada satuan
kerja tertentu:

a. Persediaan obat-cbatan pada Rumah Sakit Umum Daerah,
inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang vang ada d
Gudang dan Apotek pada Rumah Sakit Umum Daerah;

h. Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarsasi fisik persediaan
dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas.

¢. Surat Tanda Terima Setoran (STT3) pada Badan Keuangan Daerah.

Pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu
mengeluarkan dan menyalurkan barang persediaan berdasarkan surat
perintah penyaluran barang vang dituangkan dalam berita acara serah
terima.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak mempunyai Gudang

persediaan dapat dismpan pada tempat yang ditunjuk dengan Berita
Acara Penitipan.

Terhadap persediaan yvang diperoleh dari pengeluaran atas sumber dana
di luar APBD diakui sebagai persediaan pada saat Berita Acara Serah
Terima [BAST) atau dokumen yvang dipersamakan sebagai bukti serah
terima dengan syarat mencantumkan informasi vang terukur atas barang
vang diserahterimakan dan disajikan di dalam Laporan Keuangan Satuan



Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Sambas sebapgai
bagian yvang tidak terpisahkan.

21. Persediaan rusak atau using direklasifikas) ke dalam persediaan rusak
atau usang dan dikeluarkan dari pencatatan persediaan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUKURAN

22. Persediaan disajikan sebesar:

a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b. harga pokok produks: apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
dan

¢. nilai wajar, apahila diperoleh dengan cara lainnva seperti
donasi/rampasan.

23. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnva yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga,
rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

24. Harga pokok produksi persediaan mehputi biaya langsung yang terkat
dengan persediaan vang diproduksi dan biayva tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.

25. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wajar farm length transaction).

26. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembanghbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.

27, Jika biava pengangkutan, hiava penangangan dan biayva lainnya dalam

memperoleh persediaan dipertimbangkan tidak material dan tidak dapat
ditelusuri secara langsung, maka biaya-biaya tersebut diabaikan sebagai
komponen biaya perolehan.

SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

28,

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual, maka
pengukuran persediaan pada saat persediaan tersebut diperoleh.

METODE PENILAIAN

29,

Penilaian persediaan mengunakan metode FIFO (| First In First Out)
Harga pokok dari barang-barang yvang pertama kali dibeli akan menjadi
harga barang vang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai
persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Kecuali
untuk persediaan obat-obatan, bibit ternak dan bibit tanaman (dengan
tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat] penilaian persediaan
mengunakan metode FIFD dengan mempertimbangkan batas vang sudah
melebihi jangka wakiu /kadaluarsa.



FENYAJIAN

3.

31

32

33.

Barang persediaan vang memiliki nilai normal (yvang sering kali discbut
sebagai benda berharga) vang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis
peron, dinilai sebesar biava perolehan/pembuatan benda hberharga,
bukan sebesar nila normal karcis vang telah diporporasi. Persediaan
benda beharga pada akhir periode pelaporan vang terdiri lebih dar 1 kali
proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang
dizajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan
terakhir.

Biaya standar persediasan meliputi biava langsung vang terkait dengan
persediaan vang dipreduksi dan biaya tidak langsung vang dialokasikan
secara sistematlis berdasarkan ukuran -ukuran yvang digunakan pada
saat penyusunan rencana kerna dan anpgaran.

Persediaan bibit ternak dan bibit tanaman hasil pengembangbiakan
(selain indukan) dinilai denpan mengunakan nilai wajar. Harga/ nilai
wajar persediaan meliputi nilai tukar aset gtau penvelesajian kewajiban
antar pthak veng berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Persediazn bahan/Bibit Ternak/Bibit lkan dan bibit tanaman dari hasil
pertukaran dinilai dengan mengunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar
persediaan meliputi nila tukar aset atau penvelesaian kewajiban
antarpthak yvang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi
wajar.



PENGUNGRAPAN

34. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan
dengan persediaan adalah sebagai berikut;

a  Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan sepertu barang atau perlengkapan

[

vang digunakan dalam pelavanan masvarakat, barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yvang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masvarakat, dan
barang vang masih dalam proses produksi vang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

Kondisi persediaan.
BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO
Salinan Sesuar Dengan Ashnva

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WANTL, S.H.
NIP. 19780506 200502 1004



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 75 TAHLUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

UnMUM
Definisi

1. Investasi merupakan aset vang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah
daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh
pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana vang belum
digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi

3. Investasi dibagi atas dua berdasarkan jangka waktunya vaitu investasi
Jjangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek
termasuk dalam kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang
masuk dalam kelompok aset nonlancar.

4. Investas: jJangka pendek merupakan investasi vang memiliki karakteristik
dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai
dengan 12 bulan. [nvestasi jangka pendek biasanva digunakan untuk
tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual
investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka
pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda
dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan
Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyail masa jatuh tempo kurang
dar 3 bulan dar tanggal perolehannva

5. Investasi vang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara
lain:

a. Deposito bepgangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas] bulan;

b. Pembelian Obligasi/Surat Utang Negara [(SUN) pemerintah jangka
pendek oleh pemerintah pusat;

e. Investas: Jangka Pendek- Badan Layanan Umum; dan
d. Investasi jangka pendek lainnya.,

6. Investas) jangka panjang merupakan investasi yvang pencairannya memilika
jangka waktu lebih dam 12 bulan.

7. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya terbagi menjadi dua
vaitu investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang
permanen.



8. Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka
panjang vang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

9. Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang
vang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali,

PENGAKUAN

10, Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya vang
dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memungkinkan pemerintah daerah mempercleh manfaat ekonomik
dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai/andal freliable).

11. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi SKPKD
membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi
jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di
debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dekumen
sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka
panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan
kas di kas daerah di kredit (jika tunai]. Selain itu, untuk investasi jangka
panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinva pengeluaran
pembiavaan dengan menjurnal pengeluaran pembiavaan-penyertaan
modal/investasi pemerintah daesrah di debit dan perubahan SAL di
kredit.

PENGUKLURAN
12, Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

13. Pengukuran investasi jangka pendek terdin dar investasi dalam bentuk
surat berharga dan investasi dalam bentuk non saham.

14, Investasi dalam bentuk surat berharga diukur sebagai investasi jangka
pendek apabila;

a. terdapat nilai biava perolehannya, maka dicatat sebesar biava
perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa
bank, dan biaya lainnya.

b. tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar
atau harga pasarnya.
15. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya,
misalnva deposito berjangka waktu 6 bulan,

16. Pengukuran investasi jangka Panjang terdiri dari investasi permanen dan
investasi non permanen,

17. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yvang timbul dalam
rangka perolehan investasi berkenaan,

18. Investasi nonpermanen diukur sebagal investasi jangka panjang
berdasarkan:

a. Investasi vang dimaksudkan tdak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar nilai perolehannya;



19.

20,

b. investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan
vang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan.

c. penanaman modal di provek-proyek pembangunan pemerintah
daerah (seperti proyek FIE) dinilai sebesar biaya pembangunan
termasuk biaya vang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain
vang dikeluarkan dalam rangka penvelesaian proyvek sampai provek
tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Pengukuran mvestasi yang diperoleh dari nilai aset vang disertakan
sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilal wajar
investasi tersebut jika harga percolehannya tidak ada.

FPengukuran investast vang harga perolehannya dalam valuta asing harus
dinvatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs
tengah bank sentral] yang berlaku pada tanggal transaksi.

METODE PENILAIAN INVESTASI

21.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yvaitu metode biava,
metode ekuitas dan metode nilai bersih vang dapat direalisasikan.

Metode Biava

42,

Investasi vang dinilai menggunakan metode biava akan dicatat sebesar
biava perolehan. Hasil dari investas: tersebut diakui sebesar bagian hasil
vang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum vang terkait.

Metode Ekuitas

23

Investasi vang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatatl sebesar
biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba
atau rugl sebesar persentasi kepemilikan pemerintah  daerah  setelah
tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak
termasuk dividen vang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi
nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penvesuaian
terhadap mnilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan investasi, misalnyva adanva perubahan vang timbul akibat
pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode Nilai Bersih vang Dapat Direalisasikan

24,

25.

Investasi yang dinilal dengan menggunakan metode nilal bersith vang
dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi vang akan
diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat
direalizsasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria
sebaga herikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biava.

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas.

¢. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
vang direalisasikan.



26. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnva prosentase kepemilikan saham

27.

bukan merupakan faktor vang menentukan dalam pemilihan metode
penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh
(the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee,

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee,
antara lain;

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untulk menunjuk atau menggantikan direlsi;

¢, Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan dircksi
perusahaan investee; dan

d. Kemampuan wuntuk mengendalikan mayoritas suara dalam
rapat/pertemuan dewan direksi.

PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

28,

29,

30,

31,

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,
sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari
Investasi Jangka Panjang vang kemudian dibagi ke dalam Investasi
Nonpermanen dan Investasi Permanen.

Investasi Nonpermanen disajikan sebesar nilai  bersth wvang dapat
direalisasikan fnet realizable value).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal
investasi nonpermanen dengan investasi nonpermanen diragukan tertagih,

Kualitas investasi nonpermanen dikelompokkan menjadi 5 (lima), sebagai
bertkut:

a. Kualitas lancar, dengan ketentuan umur tunggakan 0 hari;

b. Kualitas dalam perhatian khusus, dengan ketentuan umur tunggakan
1 sampai dengan 30 hari;

¢. Kualitas kurang lancar, dengan ketentuan umur tunggakan 31 sampai
dengan 120 hari;

d. Kualitas diragukan, dengan ketentuan umum tunggakan 121 sampai
dengan 150 hari; dan

. Kualitas Macet, dengan ketentuan umur tunggakan lebih dari 151 hari.

32. Besarnya investasi nonpermanen diragukan tertagih pada sedap akhir
tahun ditentukan sebagai berikut:
No. Kualitas Investasi Taksiran Investasi Nonpermanen
Nonpermanen Diragukan Tertagih Tertagih
1. Lancar 0 9% o
R Dalam Perhatian Khusus 0,5 %
3. hurang Lancar 10 %
4, Diragukan S0 %
5. Macet 100 %%
PENGUNGEKAPAN

33.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-
kurangnyva mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;



. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

perubahan harga pasar baik investasi jangks pendek maupun
investasi jangka panjang,

penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebult;

investasi vang dinilal dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan

perubahan pos investasi.

BUPATI 5AMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesual Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. ¥0780506 200502 1004



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH

KEEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

UMUM
Definisi

L.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembavaran dari entitas
lain termasuk wajib pajak/bavar. Pos-pos piutang antara lain:

a. Plutang Pajak;

Piutang Retribusi;

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Dipisahkan;
Piutang Lain-lain PAD vang sah;

Piutang Transfer Pemerintah Pusat;

o 0 oo

Fiutang Transfer Antar Pemerintah Daerah;
Piutang Penjualan Angsuran;

Tom o om

Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan

Piutang lainnya vang diharapkan diterima dalam waktu 12 {duabelas)
bulan setelah tanggal pelaporan.

——
i

2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang vang
kemungkinan tidak dapat diterima pembavarannya dimasa akan datang
dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan
piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap
alchir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

3. Penilalan kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih
dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang,
dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi
dari debitornya.

Klasifikasi

4. FPiutang dilihat dari sisi peristiwa yang menvebabkan timbulnya
piutang dibagi atas pungutan, perikatan piutang vang timbul darn
peristiwa, transfer antar pemerintah dan tuntutan ganti kerugian daerah.

5. Piutang vang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

a. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi:
b. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota;
¢. Piutang Retribusi: dan
d. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
6. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

a. Pembenan Pinjaman;



b. Penjualan;

c. Kemitraan;

d. Pemberian fasilitas; dan

e. Transaks: Dibavar Dimuka

7. Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan,
terdin atas:

a. Piutang Dana Bagi Hasil;

b. Piutang Dana Alokast Umum;

c. Piutang Dana Alokasi Khusus:
d. Piutang Dana Otonomi Khusus:
e. Piutang Transfer Lainnya;

f. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
g. Piutang Transfer Antar Daerah;

h. Piutang Kelebihan Transfer.

8.  Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada bendahara
dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP}, dan kewajiban
untuk mengganti kerugian vang dikenakan kepada non bendahara dikenal
dengan istilah Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Biasanya TP/TGR ini
diselesaikan pembayarannya selambat- lambatnya 24 bulan (2 tahun)
sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya, Piutang yang timbul dari
peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdir atas:

a. Piutang yang tmbul akibat Tuntutan Gant Herugian Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan

b. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
terhadap Bendahara.

PENGAKUAN

9. Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak
klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi
lainnya dar entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim
tersebut dapat diukur atau diestimasi.

10. Pilutang dapat diakui ketika:
a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen vang sah; atau

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
atau
c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

11. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, vaitu peristiwa vang
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian
fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca,
apabila memenuhi kriteria:

a. Harusdidukung dengan naskah perjanjian vang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas;
b. Jumlah piutang dapat diukur;

c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
dan



12

13.

14,

15.

16.

17

18.

19,

d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian lancar
tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar jumlah tagihan ANZSUTan
penjualan aset dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Fiutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung
berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber
daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai
definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada urmumnya ditetapkan
menjelang berakhirmya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif
menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi
masih ada hak daerah vang belum dibayarkan sampai dengan akhir
tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh
pemerintah daerah vang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran
masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan
antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi
pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat
dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang
bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan
suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah
telah mengirim klaim pembayaran vang telah diverifikasi oleh Pemerintah
Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat
belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang vang diakui oleh
Pemenntah Daerah adalah sebesar jumlah klaim vang belum ditransfer
oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus {Otsus) atau hak untuk menagih diakui
pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada
Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayvaran.

Piutang transfer lainnva diakui apabila;

a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila
sampal dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menvalurkan
seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi
hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnva
tingkat;

c. Penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada
saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan
pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realizasi
pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah vang
belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian
kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirmva
tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh
hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih
ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun
anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai
hak untuk menagih (piutang) bagi Pemerintah Kabupaten Sambas.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah
atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar



20.

o

22.

23.

24,

daerah. PFiutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi
pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah
penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut
Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima
belum dibayar sampai dengan akhir pericde laporan, maka jumlah
yang belumn dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi
pemenntah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran
ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan
transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer
vang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak vang mentransfer mempunyai
kewenangan untuk memaksakan dalam menagh kelebihan transfer,
Jika  tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat
memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode
berikutnya.

Peristiwa vang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus
didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang
dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyvelesaian atas TP/TGR
dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK
Pembebanan /SKP2K/SKTJM/Dokumen vang dipersamakan merupakan
surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut
menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian
tersebut. Apabila penyelesaian TF/TGR tersebut dilaksanakan melalui
Jjalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat
ketetapan yvang telah diterbitkan oleh instansi vang berwenang.

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layvanan Umum, piutang dari
kegiatan operasional BLUD dicatat sebesar nilai nominal vang ditetapkan
dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Belanja dibavar dimuka/uang muka belanja, dicatat sebesar nilai barang
dan jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah
daerah, namun telah membayar atas barang/jasa tersebut.

PENGUKURAN

25.

26.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos
dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, Aset
dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap tagihan vang ditetapkan berdasarkan
surat ketetapan kurang bayar vang diterbitkan; atau

b. Disajikan sebesar nilai vang belum dilunasi sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan
terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajb Pajak [WP) vang
mengajukan banding; atau

¢, Disajikan sebesar nilai vang belum dilunasi sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses



banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan
ganti rugi.

27. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat
sebesar nilai nominal vang tercantum dalam tagihan. Secara umum
unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah
potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan vang
belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap
tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang
vang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai vang tercantum dalam
keputusan atas penagihan yang bersangkutan,

28. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang vang
berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

Pembenan pinjaman

29, Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah an/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa
tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai
kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biayva-biaya pinjaman
lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya
bunga, denda, commitment fee dan/atau biayva lainnya pada
periode berjalan yang terutang (belum dibavar] pada akhir periode
pelaporan.

Permjualan

30. Fiutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar] pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran,
maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

Kemitraan

31. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Pemberian fasilitas/jasa

32. Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam
pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah berhak untuk
memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak
tersebut diakui sebagal pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan
dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak pemerintah atas
imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum
ditenma dan pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan
di neraca.

Transaksi Dibayar Dimuka

33. Dalam hal terdapat perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga,
yaitu penvediaan jasa yang terkait dengan kinerja vang disepakati untuk
suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan
pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan
belum diserahkan, maka selisih pembavaran vang belum diserahkan
prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai
hak menagih dengan akun Belanja Dibayar Dimuka.

34. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
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a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima
sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer vang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah vang belum diterima, dalam hal
terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke
kabupaten;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yvang telah diverifikasi
dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukura piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan vang dikemukakan
di atas, dilakulkan sebagai berikut:

a. Disajikan scbagai aset lancar sebesar nilai yvang jatuh tempo
dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas)
bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian vang
telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi
di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement)

36.

Terhadap Pengakuan Awal Piutang  disajikan berdasarkan nilai
nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan
kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi vang
memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis
piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan,

Pemberhentian Pengakuan

3.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan
dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off | dan penghapusbukuan
{write down|. Hapus tagih vang berkaitan dengan perdata dan hapus buku
vang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal
yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang
adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan
akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi
ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan
net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset
vang lebih realistis dan ekuitas yang lebih te pat. Penghapusbukuan
piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yvang Telah Dihapusbukukan

38,

Suatu piutang yvang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima
pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab
yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang vyang telah
dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima
pembayvaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai
penerimaan kas pada periode vang bersangkutan dengan lawan perkiraan
penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiavaan,
tergantung dari jenis piutang,

PENILAIAN

39,

40.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih  vang dapat direalisasikan
(net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah
selisith antara nilai nominal piutang dengan penvisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk
menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang



dilakukan dengan mempertimbangkan umur piutang didasarkan pada
kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

41. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah
kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat]
dengan klasifikasi sebagai berikut:

&. Kualitas Piutang Lancar;
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas Piutang Diragukan;
d. Kualitas Piutang Macet.
42. Penggolongan kualitas dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai
dengan 3 tahun;

c. Kuahtas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 sampai dengan 5
tahumn;

d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun

43. Besarnya penyvisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir
tahun ditentukan sebagai berikut:

No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak
1. Lancar 0,5 %
2, Kurang Lancar 10 %
3 Diragukan 20 %
4. Macet 100 %

44. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode
pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

PENYAJIAN
45. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

PENGUNGKAPAN

46. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai
akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. kebijakan akuntansi vang digunakan dalam penilaian, pengakuan
dan pengukuran piutang;

b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolekubilitasnyva;

€. penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

47. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus
diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui
cara damai maupun pengadilan.

48. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yvang



perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang,
nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan
penghapusbukuan dan penjelasan lainnya vang dianggap perlu.

BUPATI] SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBLJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

UMUM
Definisi

1. Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran. Pembentukan mau pun peruntukan dana
cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan
tidak dapat digunakan untuk peruntukan vang lain. Peruntukan dana
cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah
sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk
untuk lebith dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu
peruntukan, maka dana cadangan dirinci  menurut  tujuan
pembentukannya,

Klasifikasi

2. Dana cadangan masuk dalam bagian dari aset dan dapat diklasifikasikan
atau dirinci menurut tujuan pembentukannya sebagai berikut:

a. Dana cadangan Pembangunan Jembatan:

b. Dana cadangan Pembangunan Gedung;
Dana cadangan Pembangunan Waduk;

d. Dana cadangan Penyelenggaraan Pilkada; dan
Dana Cadangan lainnyva

PENGAKUAN

3. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran
pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam
program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah.
Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas
Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus
melalui proses penatausahaan vang menggunakan mekanisme LS.

PENGUKURAN

4. Pembentukan dana cadangan diakui ketika SKPKD/PPKD telah
menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar
nilai nominal.

3. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa
giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau
dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat
sebagar Pendapatan—LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah



vang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana
cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan
membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan
ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dans cadangan.
Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

7. Penyajiaan dana cadangan di kas diberlakukan terpisah dari saldo kas dan
setara kas karena penyajian aset lancar harus memenuhi tiga kriteria,
vaitu apakah uang tersebut;

&. merupakan hak pemerintah,

b. dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan

c. dibatasi/tidak penggunaannya. Uang pads aset non lancar dapat
disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannva,
dan aset non lancar lainnya.

PENGUNGEAPAN

8. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aser Non Lancar.

Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan awes Leporan
Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal
sebagal berikut:

A,

b
.
d

dasar hukum [peraturandaerah) pembentukan dana cadangan;
tujuan pembentukan dana cadangan,
program dan kegiatan vang akandibiavaidari dana cadangan;

besaran dan nncian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

sumber dana cadangan; dan

tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai
pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian
ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan
Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil vang diperoleh dari pengelolaan
terscbut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan [CaLK),

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesual Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANTL, 5.H.

NIP.®9780506 200502 1004



LAMPIRAN X
FEEATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

UMUM
Defimisi

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam
kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masvarakat umum.

Klasifikasi

2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinva dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan

3. Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap ialah tanah vang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai.

4.  Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektonilk, inventaris kantor, dan peralatan lainnva vang nilainva
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi
s1ap pakai,

5.  Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan vang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. dJalan, irigasi, dan janngan mencakup jalan, ingasi, dan janngan vang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

7. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.

8. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yvang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
selesai seluruhnva.

PENGAKUAN

9. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh
dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sanpat
andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan  hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

10. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah /donasi,
dan lain-lain. Tanah pemenntah yvang dikuasai atau digunakan oleh



i

12.

13.

14.

kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama
pemerintah, atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai dan
digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan vang
sah atas tanah tersebut, Maka:

a4, Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun
dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebapai aset tetap tanah pada
neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak
lain,

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun
dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yvang lain,
maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas
pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas
pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup
mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan,

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan
namun dikuasai atau digunakan oleh pemerintah/pihak lain maka
tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas
pemerintahan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Aset tetap dalam renovasi terjadi bila entitas pemerintahan telah
melakukan renovasi atas aset vang bukan milik pemerintah daerah. Aset
tetap dalam renovasi dicatata dan disajikan sebagai aset tetap lainnva di
neraca pada entitas pemerintahan dan diungkapalian dalam Catatan atas
Laporan Keuangan,

Perlakuan atas renovasi pada gedung dan bangunan yvang bukan milik
instansi yang melaksanakan renovasi, sebagai berikut:

a. Renovasi yang meningkatkan manfaat ekonomis gedung, misalnya
perubahan fungsi gedung dari gedung menjadi ruangan kerja dan
kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset
Tetap-Renovast. Renovasi atas aset tetap tidak menambah manfaat
ekonomis, maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam
renovasi,

b.  Manfaat ekonomis renovasi yvang lebih dari satu tahun buku, dan
mementhi butir 1 di atas, biava renovasi dikapitalisasi sebagai Aset
Tetap-Renovasi, sedangkan apahbila manfaat ekonomis renovasi
kurang dari 1 tahun buku, maka dianggap tidak disajikan sebagi aset
tetap dalam renovasi.

Aset tetap ekstrakomptabel tidak dicatat pada neraca namun diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset ekstrakomptabel yang
diungkapkan hanya perolehan pada tahun pelaporan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai
berikut:



berwujud;

(=

mempunyal masa manfaat lebih dari 12 bulan;

biaya perolehan aset dapat diukur secara andal:

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

i A

merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk
dipelihara; dan

g nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yang telah ditetapkan.

Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap
sebagai berikut:

Jumlah I
No. Uraian Harga
Satuan
1.3.2. | Peralatan dan Mesin
1.3.2.01, |Alat Besar 10.000.000,00
1.3.2.02. | Alat Angkutan 1.000.000.00
1.3.2.03. | Alat Bengkel dan Alat Ukur 600.000,00
1.3.2.04, |Alat Pertanian 600.000,00
1.3.2.05. | Alat Kantor dan Rumah Tangea 6O0.000,00
1.3.2.06. | Alat Studie, Komunikasi dan Pemancar &00.000,00
1.3.2.07. | Alat Kedokteran dan Keschatan 600.000,00
1.3.2.08 | Alat Laboratorium 600.000,00
1.3.2.09. |Alat Persenjataan 600.000,00
1.3.2.10. | Komputer - B00.000,00
1.3.2.11. |Alat Eksplorasi 600.000,00
1.2.2.12. | Alat Pengeboran 600.000,00
1.2.2.13. | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 600.000,00
1.3.2.14, | Alat Bantu Eksplorasi 1.000.000,00
1.3.2.15. | Alat Reselamatan Kerja 600.000,00
1.3:2:16, | Alat Peraga 600.000,00
1.3.2.17. | Peralatan Proses/Produlsi 600.000,00
1.3.2,18. | Rambu - Rambu 1.000.000,00
1.3216, | Peralatan Olah Raga 600.000,00
B Gedung dan Bangunan
1.3.3.01. |Bangunan Gedung 30.000.000,00
1.3.3.02. | Monumen 30.000.000,00
1.33.03. | Bangunan Menara 30.000.000,00
1.3.3.04. | Tugu Titik Kontrol/ Pasti 30.000.000,00 |
1.3 4 Jalan, Jaringan dan Irigasi
1.3.4.01. |Jalan dan Jembatan 30.000.000,00
1.3.4.02. |Bangunan Air 30.000.000,00
1.3.4.03. | Instalas 2.000.000,00
(1.3.4.04, |Janingan 5.000.000,00 |
1.3.5. Aset Tetap Lainnya, Yang Terdiri Atas: |




MNo. Uraian

Jumlah
Harga
Satuan

1.3.5.01. | Bahan Perpustakaan

Tidak melikat
batasan
kapitalisasi

- Barang Bercorak
1.3.5.02. | Kesentan, Kebudayaan/Olahraga

1.3.5.03. Hewan

Tidak melihat
atasan
kapitalisasi
(Khusus Alat
Musik
Maodern /Band
= 6001, (00)

1.3.5.04, Biota Perairan

Tidak melihat
hatasan
kapitalisasi

Twlak melihat
hatasain
kapitalisasi

1.3.5.05, | Tanarman

Tidak melthar
batasan
kapitalisas:

1.3.5.06. | Barang Koleksi dan Budava

Tidak melihar
batasan
kkapitalisasi

1.3.5.07, | Asct Tetap dalam Renovasi

- Asel Tetap Dalam

REenovasi

Peralatan dan

Mesin »

10.000.000,00

- Aset Tetap Dalam
Renovasi Gedung
tan Bangunan =
30.000.000,00

= Ascl Tetap Dalam
Ronovasi Jalan,
Trigasi dan
Jaringamn =
10.000.000,00

1.3:6. Kanstru kg;_nai;m ?-F.‘Enger_:iaa.n

1.3.6.01. | Konstruksi Dalam Pengerjaan

Ticdak melihal
batasan
kapitalisasi

15, Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aget tetap pada

paragraph 15 akan  diperlakukan
habis/ekstrakomptabel.

PENGUKURAN ASET TETAP

barang pakai

17, Asct tctap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat peralehan, apabila biava
perclehan dan nilai wajar saat perolehan tidak memunglkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan nilal wajar pada saal pencatatan.



18.

19,

20,

21,

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
pengukuran yang dapat diandalkan atas biava dapat diperoleh dari
transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan
bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses
konstruksi,

Biaya perolchan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya
ticdak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah
sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengulkuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan
nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset
tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap
tersebut tidak dapat diakui dan disajikan schagai aset tetap. Aset-aset
tersebut diperlakukan sebagai persediaan faset lainnya,

Komponen Biayva

22.

23

24,

23,

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinva atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biava terscbut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa
aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost)
dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset
kecuali biayva tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanva.
Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Apabila terdapat komponen biaya gabungan untuk memperoleh beberapa
aset tetap maka biaya tersebut dibebankan secara proporsional sebanding
dengan harga perolehan aset tetap, misal Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang di dalam menganggarkan perencanaan 3 (tiga)
pembangunan gedung kantor dengan alokasi biava 1 milvar dengan
TINCIAn

Biaya x T Harga
PEICTICANAAT R Moo Proporsional Pernlehan
Credung 1= 300 Juta  [S00 e F1 M) <200 ji = 100 j1 00 Juta
200 juta Gedung 11 = 250 Juta (250 jt /1 M) x 200 ji = 50 jt 300 Juta
G“d”’f_ﬁu"i =290 E0g /1 My x200§ =500 300 Juta
Jumlah I Milyar 200 juta 1,2 Milyar

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap apabila perolehan aset tersebut mengakibatkan
adanya aset ekstrakomptabel.

KRonstruksi Dalam Pengerjaan

26,

Jika penyelesalan pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau
melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yvang belum
selesai tergsebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam
pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.



Perolehan Secara Gabungan

27. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset vang
bersangkutan.

Pertukaran Aset

2B. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari
pos  semacam  itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang
diperolehya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset vang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain
vang ditransfer/diserahkan.

249, Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset YANEZ
serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar
yang serupa, Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan
kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada
keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset vang
baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount] atas aset
yang dilepas.

Aset Donasi

30. Aset tetap vang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan.

31. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional,
FPengeluaran Setelah Perolehan

32. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap vang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
membert manfaat ekonomi di masa vang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus
ditambahkan pada nilai tercatat aset vang bersangkutan.

33. Khusus terhadap aset tetap tanah, seluruh biaya vang dikeluarkan dalam
proses sertifikasi lahan harus ditambahkan pada nilai tercatat aset vang
bersangkutan, baik berupa biayva pendaftaran, pengukuran dan biava
pendukung lainnya sepanjang dikategorikan dalam biaya sertifikasi.

34. Kriteria batas minimal pengeluaran setelah perolehan dapat di kapitalisasi
sebagal aset tetap sebagai berikut:

Jumlah
No. Liraian Harga
Satuan
1.3.2. Peralatan dan Mesin
1.3.2.01. | Alat Besar 10.000.000,00
1.3.2.02. | Alat Angkutan 1.000.000,00
1.2.2.03, | Alat Bengkel dan Alat Ukur 600.000,00
1.3.2.04, | Alat Pertanian 600.000,00
1.3.2.05. | Alat Kantor dan Rumah Tangga Eﬂﬂ_ﬂﬂﬂ:[]ﬂ
1.3.2.06 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 600.000.00 |
1 32 07. | Alat Redokteran dan Resehatan 600.000,00
1.3.2,08. | Alat Laboratorium 600.000,00
1.3.2.09, | Alat Persenjataan 600.000.00




Jumlah
No. Uraian Harga
Saruan
1.3.2.10. | Kemputer 6O0.000,00
'1.3.2,11. | Alat Eksplorasi 600.000,00
1.3.2.12. | Alat Pengeboran 600.000,00
1.3.2.13 | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 500.000.00 |
1.3.2.14. | Alat Bantu Eksplorasi 1.000.000,00
1.3.2.15. | Alat Keselamatan Kerja &00.000.00
1.3.2.16. | Alat Peraga o A00.000,00
1.3.2.17. | Peralatan Proses/Produksi 600.000,00
"1.3.2.18. | Rambu - Rambu 1.000.000,00
1.3.2.19. | Peralatan Olah Raga 600.000,00
1.33 Cedung dan Bangunan
1.3.3.01. | Bangunan Gedung 30.000.000,00
1.3,3.02. | Monumen 30.000.000,00
1.3.3.03. | Bangunan Menara 30.000.000,00
1.3.3.04. | Tugu Titik Kontrol/Pasti 30.000.000,00
134 Jalan, Jaringan dan Irigasi
1.3.4.01. | Jalan dan Jembatan 30.000.000,00
1.3.4.02_| Bangunan Air 30.000,000,00
[ 1.3.4.03, | Instalasi 5.000.000,00
(1.3.4.04, | Jaringan 5.000.000,00
1.3.5. Asct Tetap Lainnya, Yang Terdiri Atas:
1.3.5.01. | Bahan Perpustakaan ) balzg;?fﬁ;ﬁ};lﬂi';ﬂut
Tidak melihat
1 350z | Barang Bercorak batasan kapitalisasi
Keseman / Kebudavaan /Qlahraga "F"Hh:ﬂ?"ﬂ:ﬂl:ju f_m
LOOLOOG)
1.3.5.03. | Hewan e Sanelae
1.3.5.04, | Biota Perairan Imlggj‘kk";;g{;;};_m
i Titdak melihat

Tanaman

batasan kapiizlizasi

1.3.5:05.
’:.H-S.GE.

Barang Koleksi dan Budaya

Tidak melihat
batasan kapitalisasi




32,

36.

Mo

1.3.5.07.

Uraian

Jumlah
Harga
Satuan

Aset Tetap dalam Renovasi

- Ascl Tetap DEIJHF

Renovasi
Peralatan dan
Mesin =
L0 00 00, 04
- Aset Tetap Dalam
Renovasi Gedung
dan Bangunan >
30.004.000,00
- Asel Tetap Dalam
Renovasi Jalan,
Iripasi dan
Jaringan >
10,000,000,00

1.3.6.,

| Kenstruksi Dalam Pengerjaan

1.3.6.01.

- Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak melihat

patasan kapitalis=si

Penambahan masa maniaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap
aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi di atribusi ke aset tercatat

sebelumnyva.

Overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut;

Fersentase

Renovasi/Restorasi /

Penambahan

URAIAN Owerhaul dari Nila M Manft |
JENIS Perolehan (Diluar . H[ﬁ,? b ﬂ“]ﬂﬁ 3
Penyusutan) e
Alat Besar '
Alat Besar Darat Creeerhoou! 200 s.d. 30% 1 ,
- >30% s.d 45% 2 '
>45% 5 =t
Alat Besar Apung Cverhau! =0% s.d. 30% 1
=308 a.d 459% 2
>4 5% 4
Tidak
ATal Bantu Chserheeud merambah
masa manfaat
lat .ﬂ-ngl-:ulai_
plat Angkutan Darat Bermotor COwverhau! »(1% 5.d. 25% 1
=25% s.d 30% ;
=30% s.d 73% 3
) >75% 4
Alat Angkutan Darat Tak Overhaul - Ticduk
(e rmotor merambxah
misa manfaat




Persentase

Renovasif Restorasi )

URAIAN Overhaul dari Nilai f:“““":‘“*“}*‘“
JENIS Perolehan (Diluar | - *“f"ﬁ o aal
Penyusutan) (Tahun]
Alat Angkutan Apung Bermolor | Overhaul > s.d, 25% 2 B
>25% 5.4 50% 3
=50% 5.d 75% 4
>T 5% ]
Alat Angkutan Apung Tak Renovasi =% 5. 25% 1
[Becmiotor
=259 %o 50% 1 .
; ?SD"-"'E-_S.fl T5% 1
[ >75% 73
Alat Angkutan Bermotor Udarm Overhaul >0% .4, 257 3
=250 a.d 50% B
=50% 5.d 73% 9
=T 5% 12
Alat Bengkel dan Alat Ukur '
Alat Bengkel Bermesin Chserhiead Tidak
menambah
masa manf&Ral
Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi Tidak
menambah
masa manfaat
Alat Ukur Overhoaul - Tidak
menambah
masa manfaat
Alat Perlanian o i I
Alat Pengolahan Crerhol Tidak
menambah
masa manfaat |
Alat Kantor dan Rumah Tangga '
Alat Kantlor Cuerfaul - Tidak
micraimbah
imas:a manfaal
Alat Rumah Tangga Cerhiul Tidak
mendmbah
masa manfzal
eja dan Kursl Kerja/Rapat Cwerhand - Tid ke
ejabat menatbah
| s AT et
al Studio, Komunikasi dan
e IANCAT
Alat Studio Ouverhaul - Tidak
menambal

masa manfant




Persentase
Renovasi/ Restorasi
URAIAN Owverhaul dari Nilai ;’;“a"r:{‘m]}*”l
JENIS Perolehan {Diluar ﬁ?ﬂh?r:laal
Penyusuian) i
At Komunikasi Overhaul Tidak
menam bah
maAsE manfaat
Peralatan Pemancar Ceritaid 0% s.d. 25% 2
»20% 8.d 50% 3
»530% s.d Ti% B 4
- > 7554 a
F—'ﬂmlﬂlsn Komunikasi Navigasi Overhaul - Tidak
menamhbal
masa manfaut
I
Aldat Kedokteran dan Kesehatan |
Alat Kedolkcteran Oerhend - Tidalk |
menambah
N masa manfaat
Alat Keschatan Umum Querhmul Tidak
Alat laboratorinm
Linit Alat Inboratorium Cuerhionel - Tidak
nit Alat laboratorium Kimia Overhaul! - Ticdak
uklir menambah
Alal Peraga Prakick Selolah Querhaul Tidak
Alat Laboratorium Fisika Ceerhaul Tidak
Murklir/ Elekironilke mﬂnnmbqh
i
Alat Proftekst radiasi [ Prote kst Cerhaul - Tidak
Lingkungin menambah
Radiation Application & Non Cverhaul | = | Tidalk
Desiructive Testing laboratory menambah |
Lainnva masa manfaat |
Alat laboratorium Lingkungan Overhau! - Tidak
Hidup B i bak
[
Peralatan Laboratoriwm Coerbaul - Tidak
Hydrodinamica mienam bk
Alas laboratorium Standarsasi verhau! & Tidak
[Kalibrasi & Instrumentasi merEm bah
Alat Persenjatasn
Senjata Api Crerfl 7 Tidnk
mereum ik
masa maniaal
h“erq{-m ataan Non Senjala Api Renovasi 2 Tidak
mengambaby
masa manfaal




Persentase
Renovasi /I i
URAIAN oovasl Bestor®l/ | Penambahan
JENIS Perolehan (Dilyar | M1a5a Manfaal
Peoyvusutan] (aaun)
Senjala Sinar Duerhaul - | Tidak
menambah
| masa manfaat |
Alat Khiisus Kepolisian Crerhe! - Tidak
menambah
! mzsa manfaat |
I_Iinmuuter o - 2
Komputer Unit Cverhaul - Tidak |
menambah
mnasa manfaat
Peralatan Komputer Cerhaui - Tidak
menambak
- masa manfaat
lat Eksplorasi
splorast Topografi Ouerhoul >0% s.d. 25% 0
- >25% sud 505G 1
230 5.d 7% 2
>Ta% 3 =2
Alal Eksplorasi Geofisika | Overhaul 0% 8., 25% 0
= 25% x.d 50% 1
#o0% s.d To5% &
> 7 5% 3
Alal Pengeboran
Alat Pengeboran Mesin _ Cerhal >(% s.d. J5%: .
> 25% 5.d 50% 4
=501 5.d 75% f
_ > FERG 7
Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi Tidak
menambah
masa mankaat
Alal Produksi Pengolahan dan E
[Pemurmian
Sumur Renovasi »Pha.d 250 2
>25% 4
=50% s.d 75% i)
i=, 2>75% T
Produlksi Eenovasi >0% s.d. 25% 2
*25% s.d 50% 4
e =>50% s.d 75% (¥
»75% ,
Pengolahan dan Pemurnian Cverhau! >0% 5.d. 3% 2
=25% s.d S0%u )
=  >50% s.d 75% 6
| >T5% K
Alat Bantu Explorasi
Alat Bantu Explorasi Overheanl e s.d. 255% P
o >25% s S09% 4
:5{!':3’5 5 Ifj Ta%s 3]




- Perscniase
Kenovasi/Restorasi/

LURAIAN Overhaul dari Nilzi ﬁf:"_:“;{'f'}”"
JEMNIS Perolehan (Diluar s hu:"ﬁm
Pery usulan) (Ta
=T O% T
Alat Bantu Produksi Cverhaul >0% s.d. 25% 0
»25% a.d 50% 1
>50% 5.4 75% 2 ]
=T o 3
Alat keselamatan Kerja
Alat Die e kst Chertuaul - Tidak
menambah
mA=H manfaat
Alat Pelindung Renovasi Tidak
menambzh
maass manfaan

Alat Sar Renovasi - Tidak

menambah
masa manlaal

Alat Kerja Pencrbangan Ouerhed - Tidak

menambah
masa manfaat |

E_.J?ﬂ_t. Peragn = )

Alal Peraga Pelatihan dan Chrerhouwd - Ticlak
reoniohan menambah
ralatan Progses ! Produlksi

[LInit Peralatan Proses [ Produksi | Querhou! Tidak

- menambah |
mbu-rambu )

Eambu-rambn Laly lintas Darat Civerfuad Tidal

menumbah |

[FEambu-rambu Lalu lintas Udars Overkan Tidak

— menambah

ambu-rambu Lalu lintas Laut Owverhaul i Tidak
= menambah
ralatan Olah Raga
ralatan Olah Raga Renovasi - Tidak
mengmbah
masa manfaat

@gunnn (redung )

Bangunan Gedung Tempat Kerja | Renovasi *(Fos.d. 5% =

»25% s.d 50% 0
=50% 5.d 75% 2

: *To% > 50

Bangunan Gedung Tempat Renovasi =0% s.d. 30% 5

linggal

=30% 5. 45% 10

I o) 5L 15

fMonumen

Candi/ Tugu Peringatan [ FEenovasi =% s.d. 30% a

i sast

230% s.d 45%

=45%




[ Porsenitase
RenovasifRestorasl/
URAIAN Overhaul dari Nilai ﬁ““““;ﬂ'mhﬂf;
JENIS Perolehan |Diluar ﬂf,;i'uh 3:}
Penyusutan)
Banpgunan Menara [ _
Bangunan Menara Perambuan Renovas) 20% 5., 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% 15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti
Tugw / Tanda batas Renovasi 0% s.d. 30% 5
=30% 5.d 45% 10
=5 15
Jalan dan Jembatan _
Ialan Eenovasi >0% s.d. 300 2
3 >30% 5. B0 5
>60% 10
m Renovasi =00 5., 30% 5
=30 5.4 45% 14
»45% 15
Hangunan Air
Eam{unan Air [rigasi Renovasi | =Fh 5.d. 5% 2
>5% 5.d 10% 5
~10% g |
ngunan Pengairan Pasang Kenovasi >0% s.d. 5% 2
urut
>3% &5.d 10% 3
| | > 1 0% 10
Banpgunan Penpembangan Rawa Renovasi =0% 5.0, 5% ' 1
dan pPalder .
) ; >5% s.d 108 3
! >10% 3
MELIn F"E«ngﬂmnn Renovasi = s 5% L |
ungai/ Pantai
Penanggulangan Bencana alam
/- o >5% s.d 10% 2
= 10% 3
Jangunan Pengembangan Renovasi >(0% 8., 5% I
Sumber air dan Tanah
=3% 8.0 10% 2
e | 3
Bangunan Air Dersih/ Air Baku Renovasi 20% 5.4 30% 3
| >30% 5.0 45% | 0
_ _ >45% 15
Bangunan Air Kotor Removasi =0% s.d, 0% 5
| =30% 5.d 45% 10
' >3 5% 15
instalasi ant
Instalasi Air Dersih/Air baku Renovasi >0 s.d. I 2
>30% s.d 35% 7
>4 5% 10




Persentuyge
Henovasi/Restoras: /
URAIAN Overhaul dari Nilai | 1 oambahan
JENIS Perolchan (Diluwar M“E‘I‘?&?:“"]r“t
Penyusuilan) Wil
Trislalasi Air Kowor Henovasi e s.d. 30% 2
>30% 5.0 25% 7
= : = 5% 10
Instalasi Pengelolahan Sampah Renovasi =(Bas.d 30% i
>30% 5.d 45%: 3
>45% 5
Inastalnsi Pengolahan Bahan Renovasi 0% sod. 300 1
Dangunan _
=309 8. 45%, 3
= =45% 3
linstalasi Pembangkit Listrik Renovasi =% 5.0, 30% 5
=309 5.d 45% 10
=15% 15
[nstalasi gardu Listrik Renovasi 0% s.d. 30% 5
=30% s.d 45% 10
= =4 5% 13
!:ETE .]-Eﬂl i Pertahanan Renovas =% 5.4, 3% 1
=30 &.d 45% 3 =
=15 ]
{nstalasi pas Renovesi =09 s.cl. 30% 5
> 30% 5 d 45% 10
=4 5% 15
Insialisi Pengaman Rengvasi >0 &.d. 30% E
> 30% & d 5% 1
>d5% 3
Instalasi Lain Hﬂﬂﬂﬂ.ﬁi_._aﬂi'ﬁ ol 30%% 1
*30% 5.d 45% 1
=4 5% -
Jaringan _
Jaringan air Minum Crperhoul =% s.d. 3 2
=30% 5.0 45% T
*45% I
Jaringan Listrik Cerhand >(% s.d. 30% 3
>30% 5.d 45% 0
= =45% 5
Jaringan Telepon Overhaul |  >0%s.d. 30% 2
»30% 5.d 45% 5
=3 5% 10
laringan Gas Owerhaul >0 sl 30% 2
23 sd 45% 7
=45% 10
orak kesemian |
Alat Musik Modern/ Band Ouverhaul = s 25% =
2% sd 50 1
»530% 5.d T5% 2




Persentase
Renovasi/Restorasi/
URAIAN Overhaul dari Nilai | ““mhllb*::}““l
JENIS Perolehan (Diluar F?th’:*n]aﬂ
— Penyusutan)
=7 5% 2
ASET TETAP DALAM
ENCWASI
Talatan dan Mesin dalam Cuerhaul - Tidak
cnovasi menambah
= masa manfaat
Credung dan bangunan dalam Renovasi >(% s.d. 30% 5
Eenovasi
>30% 5.d 45% 10
>A5% 15
Jaringan [rigasi dan Jaringan Renovasi : wp '
dalam Renovasi JOverhaul . a0 ®
=50% 2

37. Penambahan masa manfaat karena renovasi/overhaul yang sifatnva dapat
dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset.

38. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau
memberi manfaat ekonomis dimasa akan datang dalam bentuk
pemeliharaan ruting/berkala/terjadwal vang dimaksudkan hanva untuk
mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal atau
hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.,

Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

39. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyvusutan. Apabila terjadi kondisi vang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan
penyesualan pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

40. Penyusutan adalah alokasi vang sistematis atas nilai suatu aset tetap
vang dapat disusutkan [depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan.

41. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang
nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam
laporan operasional.

42. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line
method).

43. Untuk menentukan waktu vang akan digunakan dalam perhitungan
penyusutan aset yang diperoleh pada tahun berjalan mengunakan
pendekatan tahunan meskipun baru diperoleh dua bulan ataupun bahkan
dua hari.

44. Perhitungan penyusutan dengan mengunakan metode garis lurus dapat
hitung sebagai berikut:

Harga Perolehan (HFP)
Masa manfaat/umur ekonomis

Nilai Penvusutan Pertahun =



45. Perhitungan penyusutan atas adanyva pengeluaran setelah perolehan vang

menambah masa manfaat aset dan memenuhi batas minimal kapitalisasi
aset setelah perolehan diperlukan perhitungan kembali dengan
mengattribusikan pengeluaran tersebut ke aset induknya dan
memperhitungkan penyusutan aset kembali dengan memperhatikan
penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah harga perolehan
tersebut.

46. Perhitungan penyusutan adanya pengeluaran setelah harga perolehan
sebagai berikut:
Milan Penyusutan Pertahun = w&.aJ, EEF R
Sisa UM + UM Ren
Keterangan :
NB sebelumnya = Nilai buku Tahun Sebelumnya atas aset
induknya
HP Een = Harga Perolehan atas Pengeluaran setelah
harga perolehan
Siza UM = Sisa Usia Manfaat /Umur Ekonomir atas aset
induknva
UM Een = Usia Manfaat/Umur Ekonomis, penambahan
usia manfat/umur ekonomis atas
pengeluaran setelah harga perolehan
47. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:
1 Masa
Kode Barang Uraian Manfaat
(Tahun)
1.3, ASET TETAP
1,32 Peralatan dan Mesin
1.3.201. . Alat Besar
1.3.2.01.01, Alat Besar Darat 10
(1.3.2.01.02. Alat Besar Apung &
1.3.2.01.03, Alat Bantu 7
1.3.2.02. Alat Anglkutan
1.3,2.02.01, Alat Angkutan Darat Bermotor 7
1.3.2.02.02, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2
1.3.2.02.03. Alat Anghkutan Apung Bermotor 10
1.3.2.02.04. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3
1.3.2.02.05. Alat Angkutan Bermotor Udara 20
1.3.2,03. Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1.3.2.03.01. Alal Bengkel Bermesin 10 |
1.3.2.03.02. Alat Bengkel Tak Bermesin 5
1.3.2.03.03. Alat Ukur a2
1.3.2.04, Alat Pertanian
1.3.2.04.01. Alat Pengolahan -
1.3.2.05, Alat Kantor Dan Rumah Tangga
1.3.2.05,01. Alat Kantor 3
1.3.2,05,02. Alat RFumah Tangea o




| 1.3.2.05.03.

Mela Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabal 5
1.3.2.06, | Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar
1.3..2.06.01. Alat Studio 5
1.3.2.06.02, Alat Komunikasi 5
1.3.2.06.03. Peralatan Pemancar 10
1.3.2.06.04. Peralatan Komunikasi Navigasi &
1.3,2.07. Alat Kedokteran Dan Kesehatan
1.3.2.07.01. Alat Kedokteran 5
1.3.2.07.02. Alat Keschatan Umum 5
1.3.2.08. Alat Laboratorium
1.3.2.08.01. Unit Alat Laboratorium &
1.3.2.08.02, Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
1.3.2.08.03. Alat Peraga Praktek Sekolah 10
1.3.2.08.04. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15
1.3.2.08.03. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10
1.3.2.08.06. E:g:lar:;:}y Hfapil:lc;:;un And Non Destructive Testing 10
1.3.2.08.07. Alat Laboratorium Lingkungan IHidup T
1.3.2.08.08. Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15
1.3.2.08.00. f:{::.j I[.lamb::;?ntg;"[um Standarisast Kalibrasi Dan 5
1.3.2.09. Alat Perscnjataan
1.3.2.00.01, Senjata Api SR
1.3.2.09.02. Persenjataan Non Senjata Api 3
1.3.2.09.03. Senjata Sinar 3
1.3.2.09.04. Alat Khusus Kepolisian 5
1.3:2.10. Komputer 4
1.3:2.10.01. Komputer Unit 94
1.3.2.10.02, Peralatan Komputer B
1.3.2.11. Alat Eksplorasi
1.3.2.11.01. Alat E:ksplnmsi Topografi 5
1.3.2.11.02. Alat Eksplorasi Geofisika 9
1.3.2.12. Alat Pengeboran
1.3.2.12.01. Alat Pengeboran Mesin 10
1.3.2.12.02. Alat Pengeboran Non Mesin 5
1.3:2.15: Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian
1.3.2.13.01. Sumur L0
1.3.2.13.0%2. Produlksi 10
1.3.2,13.03. Pengnlahan Dan Pemurmian 10
1.3.2.14. Alat Bantu Eksplorasi
1.3.2.14.01. Alat Bantu Ekzsplorasi 5
1.3.2.14.02. Alat Bantu Produksi 3
1.3.2.15. Alat Kesclamatan Kerja
1.3:2.15.01. Alat Detcksi 110
1.3.2.15.02. Alat Pelindung a5
1.3.2.15.03. Alat Sar 3




1.3.2.15.04. Alat Kerja Penerbangan 5
1.3.2.16, Alat Peraga
1.3.2.16.01. Alat Peraga Pelatiban Dan Percontohan 11}
(13217, Peralatan Proses/Produksi

1.3.2.17.01. Unit Peralatan Proses/Produksi 4
1.3.2.18. Ranibu - Kamba
1.3.2.18.01. Kambu-Rambu Lalo Lintas Darat 5
1.3.2.18.02, Rambu-Kambu Lalu Lintas Udara 3
1.3.2.18.03. Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut -
1.3.2.19, Peralatan Olah Baga

3.2.19.01. Peralatan Olah Raga -

i3 Ged Lllu?Da-m Bangunan

B, 151 8 Bangunan Gedung

Bnnéunan Gedung Tempat Kerja S
3.3.01.02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50

1
1
1
1.3.3.01.01.
1
1
1
1

3302, Monumen

.3.3.02.01, Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti 50

-3.3.03, Bangunan Menara
1.3.3.03.07. Banpunan Mcﬂa:‘a Perambuan 11
1.3.3.04. Tugu Titik Kantrol/Past .
1.3.3.04.01. Tugu/Tanda Batas 50
1.3.4. Julan, Jaringan Dan Irigasi '
1.2.4.01. Jalan Dan Jembatan
1340101, Jalarn 10
1L.3.4.01.02, Jembatan 30
1.3.4.02. Hangunan Alr
1.3.4.02.01. | Bangunan Air Irigasi 50
1.3.4.02.02. | Bangunan Pengairan Pasang Surut 50
1.3.4.02.03. Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder 25
B, | Budmats Tenmpm gl peaia 0
1.3.4.02.05. Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah 30
1.3.4.02,06. Bangunan Air Bersih/Air Baku <4
1.3.4.02.07. Bangunan Air Kotor )
1.3.4.03. Instalasi o
1.3.4.03.01. Instalasi Afr Bersih / Air Baku 30
1.3.4.03.02. Instalasi Air Kotor 30
1.3.4.03.02. Instalasi Pengolahan Sampah 10
1.3.4.03.04. Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1.34.03.05. Instalasi Pembanpkit Listrik ) 40
1.3.4.03.06, Instalasi Gardu Listrik 40
1.34.03.07, Instalasi Pertahanan 30
1.3.4.03.08. Instalasi Gas 3
1.3.4.03.00. Instalasi Pengaman 20
1.3.4.03.10. Instalasi Lain 21
1.5.4.04. Jaringan




1.3.4.04.01. Jaringan Air Minum a0
1.3.4.04.02, Jaringan Listrik 44
1.3.4.04.03, Jaringan Telepon 20
1.3.4.04.04. Jaringan Gas 30
1.3.5. Asel '_!r‘emp Lainnya
1.3.5.02. Barang Bercorak Kesenian (Alat Musik Modern/ Band) 5 __
Bisaishg
1.3.5.07.01. Aset Tetap Dalam Renovasi Kl |
LEAEr miil
48. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

44,

a. Aset Tetap Tanah;

b. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;

c. Aset tetap lainnya selain Alat Musik Modern/Band:

d. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi:

€. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;

f. Aset Tetap dalam kondisi pemindahtanganan, rusak berat/ usang dan

proses penjualan;

g AsetTetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah:
dan

h. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
vang sah.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit
Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Aset Bersejarah

a0.

o1,

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah
unit koleksi vang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan
atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai dan tanpa perhitungan
penyusutan.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya
pengeluaran tersebut,

Beban tersebut termasuk seluruh beban vang berlangsung untuk
menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada
pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan

23.

o4,

23

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila
aset secara permanen dihentikan penggunaannva dan tidak ada
manfaat ekonomi masa yang akan datang

Aset tetap wyang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluar dari neraca pada
saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan.



56, #.selt tetap vang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca setelah dikeluarkan
berita acara serah terima hibah oleh entitas sehagai tindaklanjut
persetyjuan hibah.

57. Aset tetap vang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal
daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penstapan
penyertaan modal daerah.

58. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannva
surat pernyataan oleh pengguna barang.

PENYAJIAN
59. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset pada Neraca.

PENGUNGKAPAN

60. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis
aset tetap sebagal berikout:

&. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(earrying amound);

b. Kekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode  vans
menunjukkan:

1} Penambahsan;
2} Pelepasan;
3) Akumulasi penvusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4} Mutasi asct tetap lainnya,
¢, Informasi penyusutan, meliputi:
1} Milail penyusutan;
2] Metode penyusutan yvang digunakan;
J) Masa manfaat atau tarf penyusutan yang digunakan;

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penvusutan pada awal dan
akhir periode.



d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

2] HKebijakan akuntansi untuk kapitalisasi vang berkaitan dengan
aset tetap;

3 Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
4] Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
e. Aset bersejarah diungkapkan secara rincl, antara lain nama, jenis,

kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONG

Salinan Sesuai Denpgan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

CWANT
780506 200502 1004
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TENTANC
KEBLJAKAN AKIINTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Definizi

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya
vang proses perolehannya danjatau pembangunannva membutuhkan
suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak
konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.
Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode
akuntansi,

2.  Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola)
atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

3. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset vang
berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal
rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak
seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

4. kontrak konstruksi dapat meliputi:

a. kontrak untuk perolehan jasa vang berhubungan langsung dengan
perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur:

b, kontrak untuk perclehan atau konstruksi aset;

c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
pengawasan konstrulksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan
value engineering,

d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi
lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

5. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari
setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi vang terpisah
apabila semua svarat di bawah ini terpenuhi:

a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta
pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang
berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.



Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset
tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga
konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut.
Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi
termsah jika:

a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan,
teknologi, atau fungsi dengan aset vang tercakup dalam kontrak
semula; atau

b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga
kontrak semula,

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

11.

7. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yvang akan dating
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh:

b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal: dan

c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

8.  Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset vyang
dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh
karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

9. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap vang
bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

&. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

10. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang
bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan,
irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi
tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan
perolehannya.

FPENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biava perolehan.

BIAYA KONSTRUKSI

12.

13.

Milai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sechubungan konstruksi
vang bersanglutan.

Biaya-blaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan
konstruksi antara lain meliputi:

d. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;



14

15,

16.

17.
18.

19.

20.

21

A2,

23,

b. Biaya bahan vang digunakan dalam konstruksi;

c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke
lokasi pelaksanaan konstruksi;

d. Biava penvewaan sarana dan peralatan;

Biaya rancangan dan bantuan teknis vang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada
umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi;

a. Asuransi;

b. Biaya rancangan dan bantuan teknis vang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;

e. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan
konstruksi vang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya dialokasikan dengan menggunakan metode yvang sistematis dan
rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya vang
mempunyal karakteristik yang sama. Metode alokasi hiaya vang
dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya
langsung.

Milai konstruksi vang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi:

a. Termin yvang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. Kewajiban vang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan vang telah diterima tetapi belum dibayvar pada
tanggal pelaporan;

¢. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnyva.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara
bertahap (termin) berdasarkan tingkat penvelesaian yang ditetapkan
dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yvang dilakukan dicatat
sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dar keterlambatan vang disebabkan
oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan
perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman vang timbul
selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biayva konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biava lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
leonstruksi.

Jumlah biaya pinjaman vang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah
biaya bunga yvang dibayar dan vang masih harus dibavar pada periode
yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
diperoleh dalam suatu periode terténtu, biava pinjaman periode vang



bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biava konstruksi.

24. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tbdak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman
vang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan
konstruksi dikapitalisasi,

25. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi
karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur
tanigan dari pemberi kerja atau pihak vang berwenang karena berbagai
hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanva campur tangan
dari pemberi kerja atau pihak vang berwenang. biaya pinjaman selama
pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian
sementara karena kondisi force majeur, biava pinjaman tdak
dikapitalisasi tetapi dicatat sebagal biaya bunga pada pernode vang
bersangkutan.

26. Kontrak konstruksi yvang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu vang berbeda-beda, maka jenis
pekerjaan vang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman, Biaya
pinjaman hanva dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan vang masih dalam
PrOSes pengerjaan.

27, Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset vang
masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut
diselesaikan pada tnk wakiu vang berlainan maka biaya pinjaman vang
dikapitalisasi hanya biava pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi
atau jenis pekerjaan vang belum selesai. Bagian pekerjaan vang telah
diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

PENGUNGRAPAN

28. Pemerintah Kabupaten Sambas mengungkapkan informasi mengenai
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan benkut tingkat
penyelesalan dan jangka waktu penyelesaiannya;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannyva.

c. Jumlah biayva vang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayvar;
d. Uang muka kerja vang diberikan;

e. Retensi,

29. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi,
misalnya termin pembavaran terakhir yang masih ditahan oleh pemben
kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.



30. Aset dapat dibiavai dari sumber dana tertentu, Pencantuman sumber dana
dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannva

sampali tanggal tertentu,

Salinan Sesuai Dengan Aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WANTO, 5.H

NI ¥E780506 200502 1004

BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO



LAMPIRAN X11

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

LIMUM
Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yvang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap
dan dana cadangan.

Klaszifikasi

2.

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnva diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang | Tagihan Penjualan Angsuran

| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak | Sewa )

Ketiga Kerjasama Pemanfaatan

Bangun Guna Serah

Bangun Serah Guna

“Aset Tidak Berwujud Goodwill

Lizensi dan Frenchise

Hak Cipta

Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain Aset Lain-Lain )

PENGAKUAN

Tagihan Jangka Panjang

3. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan
tuntutan gant kerugian daerah.

4. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima
dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada
pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lamn adalah penjualan kendaraan perorangan dinas
kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan 111

2.  Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai
dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daecrah oleh
seseorang atau badan vang telah melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.

6. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit

yvaitu berupa Surat HKeputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
(SKPZK).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga



10.

11,

12.

13.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah vang
dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan
dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntunghkan sesuai peraturan
perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa kemitraan dengan
pihak ketiga - sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah -
BGS (Build, Gperate, Transfer - BOT), dan bangun serah puna- BSG (Build,
Transfer, Operate — BTQ).

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saal terjadi
perjanjian kerjasama/kemitraan, vaitu dengan perubahan klasifikasi aset
darn aset tetap menjadi aset lainnyva kerjasama /kemitraan-sewa,

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayvagunaan Barang Milik Daerah
oleh pithak lain dalam jangka wakiu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama
pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/
kemitraan, vaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga /investor, dengan
cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau
sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka
waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau
sarana lain berikut fasilitasnya kepada  pemerintah  daerah setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati [masa konsesi]. Dalam
perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing
pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset vang diserahkan oleh pemerintah
daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS
tersebut. Aset vang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset
Tetap.

Bangun Serah Guna [B3G) adalah pemanfaatan aset pemerintah
daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor
tersebut mendirikan bangunan danfatau  sarana lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset vang dibangun tersebut kepada
pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan
aset tersebut,

B3G diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana  beritkut  fasilitasnya selesai dan  siap digunakan untuk
digunakan /dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor
kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah
untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga /investor. Pembayaran
oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tidak Berwujud [ATB)

14,

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non- moneter vang tidak
mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang
dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil
kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan
pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dan
luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a, Goodwili
k. Hak Paten atau Hak Cipta
¢, Rovalti



19

16.

17,

18,

19,

21.

22,

23.

cL

Software

Lisensi

Hasil kajian/penelitian vang memberikan manfaat jangka Panjang
Aset Tak Berwujud Lainnyva

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

S| oo

Goodwill adalah kelebihaan nilai vang diakui oleh pemerintah daerah
akibat adanya pembelian kepentingan /saham di atas nilai buku. Goodwill
dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan
dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan
nilai buku kekavaan bersih perusahaan,

Hak-hak imi1 pada dasarnva diperoleh karena adanva kepemilikan
kekavaan intelektual atau atas suatu  pengetahuan teknis atau
suatu karya vang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah
daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain vang tidak berhak
untuk memanfaatkannya.

Royalti merupakan nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima
atas kepemilikan  hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak
dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

Software komputer yang masuk dalam kategon aset tak berwujud
adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan
dan hardware komputer tertentu. Jadi software ini  adalah vang
dapat digunakan i komputer lain. Software yang diakul sebagai
ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas
software berkenaan.

Lizensi adalah 1zin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta vang
diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayvaan Intelektual
vang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu,

Hasil kajian/pengembangan yvang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat
ekonomis dan/atau  sosial dimasa yvang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset.

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud wvang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada
seperti e-book.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang
diperoleh secara  internal yang jangka waktu penvelesaiannya
melebihi  satu  tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya
melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas
pengeluaran yvang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut
sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak
berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan
setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak
berwujud vang bersangkutan.
Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanva jika:
a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
vang diharapkan atau jasa potensial vang diakibatkan dari ATBE

tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau
dinikmati oleh entitas; dan



b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-Lain

24,

Aset tetap vang dimaksudkan untuk dihentikan darn penggunaan aktf
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak
digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses
penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain
diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan
direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain,

PENGUKURAN

23.

26.

27.

28.

29:

30.

3l

32.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dan
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam 5KP2K dengan
dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak
(SKTJM].

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dan kontrak/berita acara penjualan
aset yang bersangkutan.

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat
perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif
atau paling berdaya uji.

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap vang diserahkan oleh
pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun
aset BGS tersebut.

B30 dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yvaitu sebesar
nilai aset tetap vang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai
peralehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk
membangun aset tersebut,

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, vaitu harga yang harus
dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak
berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunya: manfaat ekonomi
yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial vang melekat pada
aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah
tersebut.

Biayva untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biava import dan pajak-pajak, setelah dikurangi
dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biava vang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan vang dimaksudkan, Contoh dari biava
vang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1} biava stafl yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

2] biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut
dapat digunakan;

3) biayva pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi
secara baik.



33.

34.

35.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi
syarat pengakuan, diakui sebesar biava perclehan yang meliputi biaya
vang dikeluarkan sejak memenuhi knteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yvang awalnya telah diakui
oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari
harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

¢. Aset tak berwujud vang dihasilkan dan pengembangan sof tware
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yvang memenuhi definisi  dan syarat  pengakuan  aset
tak berwujud, namun biava perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat
disajikan sebesar nilat wajar.

Salah satu vang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset
tetap vang dimaksudkan wuntuk dihentikan dari penggunaan alktif
pemerintah  daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut
nilai tercatat/nilai bukunya.

AMORTISASI

30

37

39,

40.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset
tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dan atau tidak
dapat ditentukan masa manfaatnya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang
dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnyva.

Amortisasi mengunakan metode garis lurus.

Untuk menentukan wakitu vang akan digunakan dalam perhitungan
amortisasi  aset tidak berwujud yang dipercleh pada tahun beralan
mengunakan pendekatan tahunan meskipun baru diperoleh dua bulan
ataupun bahkan dua har.

Perhitungan amortisasi dengan mengunakan metode garis lurus dapat
hitung sebagai berikut :

Harga Perolehan (HF)
Masa manfaat/umur ekonomis

Nilai Penyusutan Pertahun| =

41,

42.

Perhitungan amortisasi tanpa memperhatikan nilai residu sehingga
amortisasi pertahun dapat dihitung dengan membagi harga perolehan aset
tidak berwujud usia manfaat (jika dapat ditentukany).

Tabel Jenis Aset Tetap Tidak Berwujud, Umur ekonomis dan Tarif
Amortisasi sebagai berikut :



Jenis Aset Tetap Tak Umur Ket
Berwujud Ekonomis R ! = L
1. Goodwill Apabila  penentuan  umur
2. Hak Paten atau Hak ekonomis  terbatas  dapat
Cipta ; ditentukan oleh entitas
3. Hﬂ}?al‘t{ berdasarkan pertmbangan
3. Lisensi vang layak misalnya dibatasi
oleh perkatan, perundangan-
undangan dll.
5. Software 4 Tahun | Ditentukan umur ekonomis 4
Tahun.
6. Hasil Kajian 4 Tahun | Ditentukan umur ekonomis 4 |
Tahun.
7. Asetl Tak Berwujud - Tidak dilakukan amortisal.
Lammnyva
8. Aszet Tak Berwujud - Tidak dilakukan Amortisasi,
Dalam Pengenaan akan dilakuksn amortisasi
apabila telah selesai

PENYAJIAN

43. Aset lainnya disajikan pada laporan keuangan neraca merupakan bagian
dari aset.



PENGUNGEKAPAN

44, Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
sekurang-kurangnva haris diungkapkan hal-hal sebagai herikut:

a. besaran dan rincian asect lamnya;
b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak keuga |[sewa,
KSP, BOT dan BTO):

d. informasi lainnya vang penting,.
BUPATI SAMBAS,
TTD

SATOND

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEFALA BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN X111

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR T35 TAHUN 2022

TENTANG

KEBLJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBLJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

UMUM
Definisi

1. Kewajiban adalah utang yvang timbul dari peristiwa masa lalu vang
penyelesainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

2. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai
kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannva mengakibatkan
pengorbanan sumber dava ekonomi di masa yvang akan dating.

3. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul antara lain karena
penggunaan sumber pendanaan pinjaman dan masvarakat, Lembaga
keuangan, entitas pemerintahan lain, atau Lembaga internasional.
Kewsajiban pemerintah daerah dapat juga terjadi karena perikatan dengan
pegawal yang bekerja pada pemerintah, kewsjiban kepada masvarakat
luas vaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran
pajak darn wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnyva,
atau kewajiban dengan pemberni jasa lainnyva.

4. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai
konselkuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasilikasi

5. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, vaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang.

6. Kewgjiban jangka pendek merupakan kewajiban vang diharapkan dibavar
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban
jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang
kepada pegawail, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga,
utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka, dan
bagian lancar utang jangka panjang.

7. Kewsajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibavar
dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu,
kewajiban vang akan dibavar dalam walttu 12 bulan dapat diklasifikasikan
sehagai kewajiban jangka panjang jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;

b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali {refinanee) kewajiban
tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c. maksud tersebut didukung dengan adanyva suatu perjanjian
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali
terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan



disetujuL

PENGAKUAN

8.

10.

1

12.

13,

4.

15.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban vang ada
sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban vang ada sampai
penyelesaian vang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemenntah atau
dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban
tmbul.

Kewajiban tersebut dapat ttimbul dar transaksi dengan pertukaran
fexchange transactions), transaksi tanpa pertukaran [non-exchange
transactions), kejadian yang berkaitan dengan pemerintah [government-
related events) dan kejadian vang diakui pemerintah (government-
acknowledge events).

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul Ketika masing-masing pihak
dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menenma suatu nila
sebagal gantinva. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber dayva atau
janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan
pertukaran, kewajiban diakui Ketika satu pihak menerima barang atau
jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber dava lain
di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai
pemerintah memberikan jasa sebagal penukar/ganti dari kompensasi
vang diperolehnya yvang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainya.
Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak [pemberi
kerja dan penerima kerja) meénerima dan mengorbankan suatu nilai.
Kewajiban kompensasi meliputi gaji vang belum dibayvar dan jasa vang
telah diserahkan dan biava manfaat pegawa lainnyva vang berhubungan
dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul Ketika satu pihak dalam suatu
transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau
menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah
arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu
kewajiban harus diakui atas jumlah terutang vang belum dibayar pada
tanggal pelaporan. Contoch dari transaksi tanpa pertukaran ini adalah
hibah.

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian vang nidak
didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara
pemerintah dan lingkungannya, Kewajiban tersebut mungkin berada
diluar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam
hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah,
dengan basis yvang sama dengan kejadian vang timbul dan transaks:
dengan pertukaran. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja
terhadap kepemilikan pribadi vang disebabkan pelaksanaan kegiaran
vang dilakukan pemerintah.

Kejadian vang diakui pernerintah adalah kejadian-kejadian yvang tidak
didasarkan pada transaksi namu kejadian tersebut mempunyai
lkonsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemenntah memutuskan
untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung
jawab luas untuk menyvediakan kesejahteraan publik. Untuk i,



16.

17.

18.

pemerintah  sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu
kejadian vang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal vang ada.
Konsekuensinva, biava yang timbul dari berbagai kejadian, vang
disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada
akhirmnva menjadi tanggung jawab pemerintah secara formal mengakui
sehagai tangpung jawab pemerintah, dan atas biaya vang timbul
sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan
pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan hiaya untuk kondisi in
Ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya
vang akan digunakan,

b. Transaksi dengan pertukaran timbul [misalnva saat kontraktor
melakukan perbaikkan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran
belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayvaran
langsung korban bencana).

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan kewajiban jangka pendek
diakui saat proses pembuatan bukti tagihan untuk jenis SPP LS. Bukn
Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yvang dibeli berisi pilihan
dengan kategori:

a. Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin.
Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui
dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset
Tetap;

b. Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50%
berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilthan
kategori ini adalah aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap;
dan

c. Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan
Aset atas pilihan kategori ini adalah aset vang awalnya dialkui sebagai
Konstruksi Dalam Pengegaan (KDP) akan dijadikan sebagar Aset
sesual dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan
Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Ingasi atau Aset
Tetap lainnya dan mengakul adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi proses pembayaran
Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual sehingga saldo utang
tersebut akan berkurang (tereleminasi).

PENGUKURAN

19,

20.

21.

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila
kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam
pengukuran kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Selizsih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara
tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau
penurunan ekuitas periode berjalan.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah
berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya, Bernkut 1 akan



dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing
jenis kewajiban jangka pendek:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

1)

2]

3

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah
menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan
vang telah menjadi haknya, pemenntah harus mengakui
kewajiban atas jumlah vang belum dibayarkan untuk barang
tersebut.

Jumlah kewajiban wang disebabkan transakst antar unit
pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit
nonpemerintahan.

Contoh utang kepada pihak ketiga sebagai berikut:

a) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai
dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan
pemerintah, jumlah yvang dicatat harus berdasarkan realisasi
fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara
kemajuan pekerjaan.

b, Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan
perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

. Utang Bunga fAccrued Interest}

1)

2)

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga vang telah terjadi dan
belum dibayarkan. Bunga dimaksud dpat berasal dari utang
pemerintah baik dar dalam maupun luar negeri, Utang bunga atas
utang pemerintah vang belum dibayar harus diakui pada setiap
akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang
berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga diatas juga berlaku untuk
sekuritas pemerintah vang diterbitkab pemerintah pusat dalam
bentuk Surat Utang Negara (SUN]) dan yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah {provinsi, kota, dan kabupaten} dalam bentuk
dan substansi vang sama dengan SUN.

d. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK]

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK
vang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan
keuangan sebesar jumlah vang masih harus disetorkan,

e. Bagian Lancar Utang .Jangka Panjang

1)

2

Nilai vang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian
lancer utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
adalah jumlah bagian utang jangka Panjang vang akan jatuh
tempo dan harus dibavarkan dalam waktu 12 [dua belas} bulan
setelah tangeal pelaporan.



22.

23.

24,

25.

26.

27,

28,

29,

f. Kewajiban Lancar Lainnya {Other Current Liabilities)

Kawajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar vang tidak
termasuk dalam kategori yvang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar
lainnya tersebut adalah biaya vang masih harus dibavar pada saat
laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut,
misalnya utang pembayvaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan
jumlah gaji vang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah
diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnva adalah penerimaan
pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh
pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur
berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka
panjang pemerintah daerah yaitu utang pemerintah yang tidak
diperjualbelikan (Non-traded Debt] dan utang pemerintah vang
diperjualbelikan (Traded Debt),

Milai nominal atas utang pemerintah vang tidak diperjualbelikan
merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang
dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum
diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Contoh dar utang pemerintah vang tidak dapat diperjualbelikan adalah
pinjaman bilateral, multilateral, dan Lembaga keuangan internasional
seperti IMF, Waorld Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman
ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan agreement).

Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat
mengacu pada skedul pembayaran (payvment schedule) vang
menggunakan tanf bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif
bunga wvariable, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu
instrument keuangan atau dengan satu indeks lainnva, penilaian utang
pemerintah menggunakan prinsip vang sama dengan tarif bunga tetap,
kecuali tarif bunya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data
sebelumnya dan observasi atas instrument keuangan vang ada.

Utang yang diperjualbelikan biasanya dalam bentul sekuritas utang
pemerintah (government debt securifies) vang dapat memuat ketentuan
mengenail nilal utang pada saat jatuh tempo.

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original
face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium vang belum
diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah vang dijual sebesar nilai pari
tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai par.
Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya
selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang
dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo
atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN| baik dalam bentuk
Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai
berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo hila
dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrument
pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual diatas
atau dibawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan
amortisasi atas diskonto atau premium vang ada.

Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis
lurus.



PENYELESAIAN KEWAJIBAN SBELUM JATUH TEMPO

30.

31.

Untuk sekuntas utang pemerintah vang diselesaikan sebelum jatuh
tempo karena adanya fitur untuk ditarik feall feature) oleh penerbit dari
sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyvaratan untuk
penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga
perolehan kembali dan nilai tercatat netonva harus disajikan pada
Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian dar pos kewajiban vang berkaitan,

Apabila harga perolehan Kembali adalah sama dengan nilai tercatat
fcarrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo
dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yvaitu dengan
menyesuaikan jumlah kewajiban dan asset vang berhubungan.

. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat

fearrying wvalue) maka, selain penyesuaian jumlah Kewajiban dan asset
yang terkait, jumlah perbedaan vang ada juga disajikan dalam Laporan
Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan
diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan

TUNGGAKAN
33. Tunggakan didefenisikan sebagai jumlah tagihan vang telah jatuh tempo

34,

namun pemerintah tidak mampu untuk membayvar jumlah pokok
dan/atau hbunganva sesuai jadwal,

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam
bentuk Daftar Umur faging schedule) Kreditur pada Catatan Atas Laporan
Keuangan schagal bagian pengungkapan kewajiban.

RESTRUKTURISAS] UTANG
35. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur

harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat
restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat
utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi
jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persvaratan
baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan Atas
Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban vang
terkait.

36. Restrukturisasi dapat berupa:

a. Pembiayaan Kembali yaitu menggantu utang lama termasuk
tunggakan dengan utang baru; atau

b. Penjadwalan wulang atau modifikasi persvaratan utang vaitu
mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.
Penjadwalan utang dapat berbentuk:

1)  Perubahan jadwal pembavaran,
2] Penambahan masa tenggang, atau

3] Menjadwal kembali rencana pembayaran pokok dan bunga vang
jatuh tempo dan/atau tetunggak.



PENGHAPUSAN UTANG

37. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada
debitur, baik Sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam
bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

38. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur
melalui penyerahan asset kas maun pun nonkas dengan nilai utang
dibawah nilai tercatatnya.

39. Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan
jumlah perbedaan yvang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban
tersebut vang merupakan selisih lebih antara;

a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau
ditambah dengan bunga teritang dan premi, diskonto, biava keuangan
atau biaya penerbitan vang belum diamortisasi), dan

b. Nilai wajar asset vang dialihkan ke kreditur.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

40. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya
bunga dan biayva lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman
dana. Biaya-biayva dimaksud meliputi:

a. Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman
Jjangka pendek maupun jangka pangjang;

b. Commilment fee atas dana pinjaman yvang helum ditarik;

c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;

d. Amortisasi kapitalisasi biaya vang terkait dengan perolehan pinjamb
geperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainva

e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh
hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biava bunga.

41. Biava pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan
perolehan atau produksi suatu asset tertentu (qualifying asset) harus
dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan asset tertentu tersebut.

42. Apabila suatu dana dari pinjaman vang tidak secara khusus digunakan
untuk perolehan aset maka biava pinjaman vang harus dikapitalisasi ke
asset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted
average) atas akumulasi biaya seluruh asset tertentu yang berkaitan
selama penode pelaporan.

PENYAJIAN

43, Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemenntah
daerah disajikan dalam neraca disisi kewajiban dan harus diungkapkan
secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang.

PENGUNGKAPAN

44. Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang vang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;:



. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis
sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponva;

bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tinglkat
bunga yvang berlaku;

. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh
Tempo;

perjanjian restrukturisasi utang meliputi;

1} pengurangan pinjaman;

2)  maodifikasi persyaratan utang,

3d)  pengurangan tingkat bunga pinjaman;

4] pengunduran jatuh tempo pinjaman;

2]  pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

6) pengurangan jumiah bunga terutang sampai dengan periode
pelaporan.

jumlah tunggakan pinjaman vang disajikan dalam bentuk daftar
umur utang berdasarkan kreditur,

biaya pinjaman:
1] perlakuan biaya pinjaman;

2]  jumlah biaya pinjaman vang dikapitalisasi pada periode vang
bersangkutan; dan

3] tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EWANTO, 3 H.
NIF. 19780506 200502 1004



LAMPIRAN X1V
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

UMUM
Tuwjuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan.

2. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan
pengungkapannya.
Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas vang disusun dan
disgjikan dengan menpgunakan akuntansi berbasis akrual Kebijakan ini
diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah,
tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4.  Ekuitas adalah kekavaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal
laporan.

5. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

6. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi| oleh
Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai
persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap,dan lain-lain vang tersaji dalam
LPE.

7. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk
Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menter Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

8. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan vang rinciannya terdin dari R/K
SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan,
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPL ada pada
klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dan akun
aset adalah akun kewajiban.

9, Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan
Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai
ekuitas vang sebenamya.

PENGAKUAN
10. Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.



PENGUKURAN

11. Pengukuran atas ckuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan
kewajiban,

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

12. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Cal.K.

BUPATI 5AMBAS,
TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19780506 200502 1004



LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 735 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja vang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Lavanan Umum (BLU).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) adalah sistem vang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayvanan kepada masyvarakat
vang mempunyvai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya,
Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.  Sesuaidengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain
pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-
piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan
untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negen Sipil (FNS),
serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan
kontribusinya,

Tujuan

3. Tujuan penvajian Laporan Keuangan Badan Lavanan Umum Daerah
(BLUD) pada pemerintah Kabupaten Sambas ini adalah untuk mengatur
penyajian  laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,
maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini
menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan
keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan
minimum isi laporan keuangan. Laporan Keuangan disusun dengan
menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Ruang Lingkup

4. Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layvanan Umum mengacu pada
seluruh Permvataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), kecuali
diatur tersendiri dalam penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah ini.



BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas
vang mengelola kekayaan daerah vang tidak dipisahkan. Sebagai instansi
pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun
laporan keuangan.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

6.

BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja
pelayanan vang walaupun bukan berbentuk badan hukum yvang mengelola
kekayaan daerah vang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai
berikut:

a. Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD Pemerintah
Kabupaten Sambas;

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;

d. Entitas tersebut membuat pertanggungawaban baik langsung kepada
entitas akuntansi/entitas pelaporan yvang membawahinya dan secara
tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui
anggaran;

e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain
penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman
sesual dengan ketentuan;

Memberikan jasa layanan kepada masvarakat/pihak ketiga;

g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan vang membawahinya,

h., Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program
pemerintah; dan

i, Laporan keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa eksternal pemenntah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah/APBD Pemerintah
Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan akuntansi. BLUD adalah
entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada
entitas  akuntansifentitas pelaporan yang secara organisatons
membawahinya,

DEFINIS]

8.

Badan Lavanan Umum yvang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi
di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas dan yang dibentuk untuk
memberikan pelavanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
danfatau jasa vang dijual tanpa mengutamakan mencan keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang
disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH



10. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD,

11. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lehih, arus
kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD
adalah untuk menvajikan informasi vang berguna untuk pengaminlan
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan alas
sumber dava vang dipercayakan kepadanya, dengan.

a. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;

b. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnva dan memenuhi kebutuhan kasnya;

¢, Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan BLUD,; dan

d. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.,

TANGGUNG JAWAR PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

12, Tanggung jawab penyusunan dan penvajian laporan keuangan BLUD
berada pada pemimpin BLUD,

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
13. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan

m e oD

Catatan atas Laporan Keuangan.

14, Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber dayva
ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber
dayva ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna
untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam
menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang,

STRUKTUR DAN ISI
Pendahuluan

15. Pernyataan Standar ini mensyvaratkan adanya pengungkapan tertentu
pada lembar muka f(en the focel laporan keuangan, mensyaratkan
pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan
atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Periode Pelaporan

16,

Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Laporan
keuangan tahunan disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dual
bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh
Inspektorat Kabupaten Sambas. Hasil reviu merupakan kesatuan dari
laporan keuangan BLUD tahunan.

Tepat Waltu

17.

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia
bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.
Faktor-faktor vang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD
bukan merupakan alasan vang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat
waktu.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

18.

19;

20.

21.

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih /kurang pembiayaan anggaran vang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu penode.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA] BLUD paling kurang mencakup pos-pos
sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;
Belanja;

c. Surplus/defisit-LIA;

d. Penenmaan pemiayaan;

=

e. Pengeluaran pembiavaan;
f. Pembiayaan neto; dan
g. 5Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA /SiKPA].

Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran,
termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan
pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan
pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk
membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk
membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tdak
disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja
dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk mendapatkan
persetujuan atau pengesahan.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonva (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran|. Dalam hal
besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya] bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan, Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KS0),
diakui berdasarkanasas neto dengan terlebih dahulu mengeluarka bagian
pendapatan vang merupakan hak mitra KS0O.
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Penvetoran kas yang berasal dari pendapatan LEA BLUD tahun berjalan
dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada
pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Penyetoran kas vang berasal dari
pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah
daecrah Kabupaten Sambas.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

a. Pendapatan layanan vang bersumber dari masyarakat;

b. Pendapatan lavanan vang bersumber dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan;

¢. Pendapatan hasil kerja sama;
d. Pendapatan vang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
e. Pendapatan BLUD lainnya.

Pendapatan layanan vang bersumber dari masyvarakat adalah imbalan
vang diperoleh dari jasa layanan vang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan wvang bersumber dari entitas akuntansifentitas
pelaporan adalah imbalan vang diperoleh dari jasa layvanan vang diberikan
kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan vang membawahi maupun
vang tidak membawahinya.

Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional,
sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi
BLUD,

Pendapatan vang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan
vang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya
kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan BLUD lainnyva antara lain berupa:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan/atau

e, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan fatau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLLID,

Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena
pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa
barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional vang berbasis akrual,

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh
BLUD disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Belanja pada BLUD
diklasifikasikan menurut klasifikas: ekonomi (jenis belanjal, organisasi,
dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, vaitu belanja pegawai,
belanja barang, dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Transaksi pembiayvaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi
perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan



33.

34,

33.

36,

pembiavaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang
diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan.
Sementara, pengeluaran pembiavaan pada BLUD terjadi pada saat
pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi
jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima
BLUD disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan
pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh
Bendahara Umum Daerah, Penambahan pokok investasi yang berasal dari
pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Selisih
lebih /kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos SiLPA/SIKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD Menyusun
LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
mengalokasikan anggaran tersebut,

Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sambas sesuai
dengan SAP untuk tingkat BLUD sebagai berikut:

FEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

LAPORAN REALISAS] ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X

URAIAN Fefl | ANGGARAN | REALISASI
20H1: 2001

REALIEAE]
b 3 20X0

| PENDAPATAN | ‘
PENDAPATAN BLUD

BELARIA
BELANJA OFERABI

BELANSA MODAL

Pepdaparan Jass Layansn
Pencipaian Hibah
Pendapatan Hasll Kera sama
Pendspatan AP
Lain-fart Pendapatnn BLUD yang
Sah

JUMLAH PEMOAPATAR

Helanja Pegaawnl

Belanja Harang dan Jasa
Belanjas Bunga

Jumlbah Helanja Operaai |

Bielangs Tanah

Belanga Peraialan dan Mesn
Belanin Gedng dan Bangunan
Balanyn Jalan. Ingasi dan Janngan
Belonga Aset Tetap Latnmya
Belania Aset Lainnys

Jumiah Belang Modal

JUMLAH BELAMNIA

SURFLUS) DEFIEIT




- I
URAIAN Rell | ANGOARAN | REALISAS] Tnamm
0%l | =01 %, 20%0

FEMBIATAAN ‘

PENERIMAAN PEMALVYANN

Sesa Lol FMorhtungen AngEaram

Tohun Selbdumma

[rivestast |

Penenmann Umang Pigarni |
Jurnlich Foneerimasin

PEHOELUARAK PEMOLAY AAN
lavesiam
Pembararan Pokok
Liang/ Mnjnman | l =k
Jumish Pengeduaran
FEMELAYAMAN NETLE

Hina Lehil Pamiiayaan Angaran . 1

Sambas, Tanggal ...........
Pemimpin BLUD

(tanda langan)

(nama lengkap
MIP

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEEIH

37. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos
berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
Lain-lain; dan

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir,

38, BLUD menyajikan rincian lebith lanjut dari unsur-unsur yang terdapat
dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

39. Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten
Sarnbas sesuai dengan SAP untuk tingkat BLUD sebagai benkut:

o an g



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
i 11 § R ——

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LE-‘.EIHUNTLFEC TAHUN YANG

BERAKHIR SAMPAlI DENGAN
31 DESEMBER 20X1

[N | URAIAN Rell | 20X1 ooxD |
1 SALDED ANCGRARAN LEHEIH AWal
2 | PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIATAAN |
TAHUN BERJALAN
3 | SUBTOTAL {1-3) .
4 2184 LEBIH/HURANG PEMBIAYAAN
ARGGARANISILPA/ SIKPA
5 | SUBTOTAL (34|
5 KORERE KESALAHAN PEMBUKUUAN TAHUN
SEBELUMNY A
7 LALN-LAIN
B | BALDO ANCOARAN LEBIH AKHIR [5-6:T) ‘
Sambas, Tanggal ............
Femimpin BLLUD
(tanda tangan|
(nama lengkan)
NIT

NERACA

40, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca
BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos
berikut:

a. Kas dan setara kas;

b. Investasi jangka pendek;

c. piutang dar kegiatan BLUD;
d. persediaan;

€. aset tetap;

f. aset lainnya;

g. kewajiban jangka pendek;

h. kewajiban jangka panjang; dan
i, ekuitas.

41. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas vang berasal dan
pendapatan BLUD baik yvang telah dan vang belum diakui oleh Bendahara
Umum Daerah. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungawabkan
kepada Bendahara Umum Daerah merupakan bagian dari Saldo Anggaran
Lebih, BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas vang
bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari
APBD. Dana kas BLU yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan
setara kas, antara lain:

a. Dana titipan pihak ketiga;
b. Uang jaminan; dan
c. Uang muka pasien rumah sakit.
42, Kas vang berasal dar sisa dana investasi APBD diaku sebagai aset

lainnva. Penvetoran kas vang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun



44,

45.

berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang

ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan
tetap memperhatikan rencana pengeluaran, Investasi jangka pendek
meliputi:

a. Depositc pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga} sampai
dengan 12 {dua belas] bulan dan /atau vang dapat diperpanjang secara
otomatis; dan

b. Surat berharga negara jangka pendek.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi
investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD.
Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai
entitas pelaporan, dimana seluruh  sumber dava ekonomi yang
digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam
melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

Format Neraca Pemerintah Kabupaten Sambas sesuai dengan SAP untuk
tingkat BLUD sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BLUD.. .
HEEACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

| URAIAN REFF | anx1 20%0
CASET !
ASET LANCAR
Foin chnn Betarn Kas
" Kas di BLUD
Kas & Bendahars Penenimazn BLUD |
Kas di Bendahars Pengeluaran BLLUO |
Jumlnh Kms dan Setara Hax
Inveams .Jnmgl-r.u. Pendek
Investaai Janghka Pendek
Fiutang Pendoparan
Piutang Dan Kegistan Cperasional
Fiutang Dan Kegintan Neon Operanional
J_umluh Piutang Pendagatan

—

Penyizihon Piutang Pendapatan
qu.:,hﬂhm F':uung; Laipnyn
Jumiah F'Fen_'.n:ﬂ'.un Prutang
Hrhan D-l'l:-u;.l‘ar 'D1mul-lu. .
Hehan I'.1t|:\:|_'|r.1.r Dimuln
Jumlah Beban Dibayar Dimatka
Peraediaan
Pergecaan Bahan .
Ferdedinan ﬁlmfﬂ-;ﬁ;nhlj]ﬁtuk Eegiatan
Kanter
Peraediaan Dt -:nbnr.nn
Jumiah Persedean
Jumbah Aset Lancar |
| ABET TETAP |
Tanah |
Peralatan dan Mesn |
Chedu r:gd:m .Eu.ngu.nu..n
.Jal-uu: Jng-u-;l.. -.dun.imni:ln |
Age Tf-lnp I.r-t|r1:1'|.'|.|.

Konstruksi Dalam Pengenaan
Ak la F'-ﬁl"l,}'l.:lﬂﬂ Fam
Jumlu.h Aset '['el:u.]:




| ABET LAINNYA
) |pg||'1n:1. .Jn.nglr.a F'nnpn.g
'I'.u,prﬁw.n Henjualan Angsuran
i Jumish’ l‘ug:l'lzln nJil.ﬂgJ-l:I:l Prnjang
Azl T Tldi.i-{ B-q:l'l'-'l.l:l.ud-
LI:I:-:I:H dan r:lt'nl:'nl-au
Amel Tidik Eln-wujud Lainmya
Alurmulas .-’I.I'LUHIH:II. izt Tulak Berwujud |
wlumiuk Amrt Trink BHerwujud
At L dun
Anet Lain-lam
Juminh Aset Laim-lam
Jumlah Aset Laargnys
JUMLA ASET

kel

BEEWAITIRAAY
EEWAJRAN JANGHA PERDER
Utang 'P:rhll:l.l:n.Fp.:'L I"'L'I'hI.H h-l!l'.lﬁ:ﬂ. F

Urang Burnga Kepadn Banik/ Lembagn

U1.q'.|.|1|5 F‘irul.mhirl. Jangka Pendsh

F‘¢|'rll-..|.j.l|.'|l:l.lJI Crleerima Ddrmuskea

Utang Belonjs

Jumioh kewajiban Jangks P'enrll-'l-:
JUMLAH KEWAJTHANK

EELITAS
i Eluira
SN I-I E}\.,L' T'I.E
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Sambas, Tanpgal ...
Pemimpin BLULD

(tanda tangan)

(s engkap)
NIP

LAPORAN OPERASIONAL

4.

47.

Laporan COperasional [LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ckonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu
periode pelaporan, Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-
pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO;

Beban,

Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
Kegiatan non operasional;
Surplus/Delisit sebelum Pos Luar Biasa;
Pos Luar Biasa; dan

surplus/Defisit-LO.

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber
pendapatan, yang terdin atas:

a. Pendapatan dari alokasi APBD;
b. Pendapatan lavanan yang bersumber dari masyarakat,;

® ap e

c. Pendapatan lavanan vang bersumber dar entitas akuntansi/entitas
pelaporan;
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d. Pendapatan hasil kerja sama;

e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa;
dan

. Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.

BLUD menvajikan beban vang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis
beban. Klasifikasi lain vang dipersyaratkan menurut ketentuan
perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan
Eeuangan.

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan,

b, Pendapatan direalisasi, vaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi,

Pendapatan-LO pada BLUD vang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, diakui pada saat timbulnva hak untuk menagih imbalan.
Pendapatan-L0O pada BLUD vang diakui pada saat direalisasi adalah hak
vang telah diterima oleh BLUD tanpa teriebih dahulu adanya penagihan.
Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal
besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan, Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KS0),
diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan
bagian pendapatan vang merupakan halk mitra KSO,

Beban pada BLUD diakui pada saat.
a. tmbulnya kewajiban;
b. tenadinya konsumsi aset; dan/atau

c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

_ Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak

lain ke BLUD tanpa diitkuti keluarnya kas. Yang dimaksud dengan
terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain
vang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset
nonkas dalam kegiatan operasional BLUD, Terjadinya penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset
sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu,
Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan
atau amortisasi,

Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
Klasifikasi ekonomi untuk BLUD vaitu beban pegawai, beban barang,
beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sambas sesuai
dengan SAP untuk tingkat BLUD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
| 0 O —
LAPORAN OPERASIONAL
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LAPORAN ARUS KAS

7.

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunasn, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada
BLUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi

58.

859.

Arus masuk kas dar aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

a. Pendapatan dari alokasi APBD;

b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat,

¢. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas
pelaporan;

d. Pendapatan hasil kerja sama;

e, Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

f. Pendapatan BLUD lainnva.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

a. Pembavaran Pegawai;

b. Pembayaran Barang;

c. Pembayaran Bunga; dan

¢, Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

Altivitas Investasi

60,

6l.

B2,

63.

64,

Alktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yvang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi
lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber
dava ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung
pelayvanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitag investasi, antara lain terdir atas:
a. Penjualan Aset Tetap;

b. Penjualan Aset Lainnya;

¢. Penerimaan dan Divestasi; dan

d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas,

Investasi vang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD
dan APBED. Penerimaan dari Divestasi, Penjualan Investasi dalam bentuk
Sekuritas merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi
vang berasal dan pendapatan BLUD dan investasi vang berasal dan APED.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
a, Perolehan Aset Tetap;

b. Perclehan Aset Lainnya;

e, Penyertaan Modal;



63.

d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

Pengeluaran atas penyertaan modal, pembelian Investasi dalam bentuk
sekuritas dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya merupakan
pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi vang berasal dan
pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

Aktivitas Pendanaan

66.

67.

68.

64,

70,

T

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
vang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang
dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan
utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan
atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
4. Penerimaan pinjaman; dan
b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana
dari AFBD untuk tujuan investasi BLUD. Penenimaan dana dar APBD
untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dar APBD vang
disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnva dan
utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus
mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan.
Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUN/BUD
maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas
dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebaga benkut:
a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD merupakan pengembalian
investasi vang berasal dari APBD karena penarikan dana investas dan
masyarakat,

Altivitas Transitoris

72,

73.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penernimaan dan pengeluaran kas
vang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto vang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan
pendanaan pemerntah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain
transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas vang
berasal dari jumlah dana yvang diterima secara tunai untuk pihak ketiga,
misalnva potongan Pajak.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFR. Arus
keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK. Format
Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sambas tingkat BLUD disajikan
berdasarkan SAFP, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
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LAFORAN PERUBAHAN EKUITAS
74. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi

penurunan ekuitas

kurang pos-pos sebagai berikut:

a. Ekuitas awal;

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi-koreksi vang langsung menambah/mengurang ekuitas, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,

misalnva:

1} koreksi kesalahan mendasar dari persediaan vang terjadi pada

periode-periode sebelumnya; dan

kenaikan atau
tahun pelaporan dibandingkan dengan :
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling

2| perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas akhir.

BLUD menvajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat
dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Format Laporan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sambas

tingkat BLUD disajikan berdasarkan 3AP, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

BLUEY ..o
LAPORAN ERKUITAS

=  URAIAN

Rel |  20K1

200

[ ERUITAS AWAL

SURPLUS) DEFISIT-LO
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| KERBIAKAR KEBALAHAK MENDASAR

Faoreksd Kan
Horeke Piutang

b R RF R
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Eareha Inveataar
Roreka Bewnjthan Jungln Pendels

EKUITAS AKHIR |

Pemimpin BLUD
[tanda tangan)

(mama lengkan)
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

75. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratil atau rincian
dari angka yang tertera dalam Laporan Healisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan aleh
entitas pelaporan dan ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Formal Catatan
Atas Laporan Keuangan disajikan berdasarkan SAF, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
B ooy
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aak | Pardahukian
1.1, Maksud dan Tujuan Penyusanan Laporan Kesangsn
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a4 Penpakuan dan Pengukuran Pos-Ped Lagoran Renlias Angemare
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3.2 Penjelnann ning Laporen Prrubahas Baldo Anggaran Lehih
2.2 Penjelosan Pos Pos Keraca
3.4, Penjzlisan atas Laporan Cperasspal
AL Penjelasan atas Laporan Acfus kas
3.0, Penjelasan atas Laporan Porubehen Ekuitica
Bahk IV Penjelasan Atas Inlormast-lnfrmant NasRenangan BLUD
Bal W Penumup

Lampiran-lempiren



PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM
LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

T6.

i

78,

79.

2.

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas
akuntansi/entitas pelaporan vang membawahinya. Seluruh pendapatan,
belanja, dan pembiavaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA
entitas akuntansi/entitas pelaporan vang membawahinya.

Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan
dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA.
Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUL,
LEA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti
format LRA BLUD.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas
Bendahara Umum Daerah. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang
dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Bendahara Umum Daerah
adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh
BUD.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Ferubahan
SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan Yang menyusun
laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan
keuangan entitas vang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi
terhadap akun-akun timbal balik {reciprecal accounts) seperti pendapatan,
beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan
dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan
belanja pada LEA vang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.



PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MENJADI
SATUAN KERJA BIASA

81. Sesuai kerentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola
pengelolaan keuangan BLUD pada pemernintah daerah Kabupaten Sambas.
Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan
BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan
selavaknva entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja
tersebit harus menvusun laporan keuangan penutup per tanggal
pencabutan statusnya sebagai BLUD.

BUPATI SAMBAS,
TTL

SATONG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WANTO, 5.H.
NIP. 19780506 200502 1004



LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPAT] SAMBEAS
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANCG

KEBIJAKAN AKUNTANS] PEMERINTAH

DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN TIDAK MELALUI
REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH (REUD)

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penc rimaan
dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui
rekening kas umum daerah vang di kelola cleh bendahara umum dacrah, Dalam
hal terdapat pengaturan lain vang berimplikasi terhadap adanya pénerimaan
dan pengeluaran daerah vang tidak melalui RKUD, pemerintah dacrah
Kabupaten Sambas mengakui penerimaan  dan  penpeluaran schapgad
pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang- undangan.

Kebijakan akuntansi pencatatan dalam jurnal erhadap pendapatan LEA dan
pendapatan LO berdasarkan besaran pendapatan yang telah disahkan oleh
BUD dalam SP2B. Dan pencatatan atas pendapatan LO terhadap karang salur
atau lebih salur dilakukan pada akhir periode.

Kebijakan akuntansi pencatatan dalam jurnal terhadap belanja dan beban
berdasarkan besaran belanja vang telah disahkan olch BUD dalam SP2B. Dan
pada akhir periode melakukan jurmnal penvesuaian terhadap barang vang tidak
dipunakan/habis terpakai sebagai pengurang beban.

HKebijakan akuntansi pencatatan dalam jumal terhadap aset vang berasal dari
belanja moedal berdasarkan rekapitulasi pembelian barang/ asel.

Atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKEPD yvang tidak melalui RKUT,
dizajikan dalam laporan keuangan SKPD vang dikonsolidasilkan pada laporan
keuangan pemerintah daerah.

BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LRWANTO, 5. H.
NIF, 19780506 200502 1004



LAMPIEAN XVII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

LAPORAN KEUANGAN KONSILIDASIAN

PEMDAHULLUAN
Definisi

1. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
vang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagar satu entitas
tunggal.

2. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Sambas
sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas
akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Lavanan Umum Daerah.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

3. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

4. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan vang
sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi
jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

5. Pemerintah Kabupaten Sambas menyampaikan laporan keuangan
konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnva kepada lembaga
legislatil,

6. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik
{reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum
dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts)
antara lain sisa uang persediaan vang belum dipertanggungjawabkan
oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi

ENTITAS PELAPORAN

7. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-
undangan, vang umumnya bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiavai oleh APBN atau dibiavai oleh APBD atau
mendapat pemisahan kekayvaan dar anggaran;

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat
atau pejabat negara yvang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan



d. Entitas tersebut membuat pertanggungiawaban baik langsung
maupun tidak langsung kepada wakil rakyvat sebagai pihak vang
menyetujul anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI

8.

10.

11.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menvampaikan
laporan keuangan sehubungan dengan anggaran /barang yang dikelolanya
vang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yvang menerima anggaran belanja atau mengelola
barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi,
dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang
kepada unit vang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan
kevangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunvai pengaruh
signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan
sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

12.

13.

14,

k3.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelavanan
umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana
masyarakat vang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan,
tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekavaan negara vang
dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit dan
puskemas.

Selaku penenima Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD] BLUD
adalah entitas akuntansi, vang laporan keuangannva dikonsolidasikan
pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

Selaku satuan keria pelayanan berupa Badan, walaupun bukan
berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara vang
dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah vang
secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan
keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi vang sama
dengan standar akuntansi vang dipakai oleh organisasi vang
membawahinva.

PROSEDUR KONSOLIDASI

16.

17.

Konsolidasi  dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan
menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh  entitas  pelaporan
dengan entitas pelaporan lainnya, atau vang diselenggarakan oleh
entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan
laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris
berada dibawahnva.



PENGUNGEAPAN
18. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama

19,

entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-
masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

Dalam hal konsolidasi tidak ditkuti dengan eliminasi akun timbal
balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun
timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alssan belum
dilaksanakannva eliminasi

BUPATI SAMBAS,

TT

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RWANTO, S.H.

NIF. 19780506 200502 1004
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KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,
OPERAS] YANG TIDAK DILANJUTKAN DAN

PERISTIWA LUAR BIASA

DEFINISI

1. Rebyjakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik vang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penvusunan dan penvajian laporan
keuangan.

2.  Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos vang tersaj
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan vang seharusnya.

3. Kesalahan adalah penyajian pos-pos vang secara signifikan tidak sesuai
dengan yvang seharusnya vang mempengaruhi laporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya.,

4. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi vang
mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,
pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

5. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau
tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi,
program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat
dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yvang lain.

b, Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi vang secara jelas
berbeda dan aktivitas normal entitas dan karenanva tidak diharapkan
terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki
dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.

Materialitas

7. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos
laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau bersama,
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan
keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian
untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencarat tersebut dengan
memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dan pos laporan
keuangan atau gabungan keduanya dapat menjadi faktor penentu.

KEBLJAKAN AKUNTANSI

8. HKetika suaru Kebijakan Akuntansi secara spesifik mengatur suatu
transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi vang
diterapkan menggunakan kebijjakan akuntansi dimaksud.



9. Dalam hal tidak ada kebijakan akuntansi yang secara spesifik mengatur
transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan
pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan
akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berkut ini, dengan
hierarki:

a. Ketentuan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur hal serupa dan
berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait,

b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban,
pendapatan-LQ, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayvaan, arus
kas dan perubahan ekuitas vang dijelaskan dalam Kerangka
Konseptual.

c. Entitas dapat memperfimbangkan pernyataan standar akuntansi
publik vang dibuat oleh komite standar akuntansi pemerintahan.

KONSISTENS! KEBIJAKAN AKUNTANS]

10. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten
untuk transalksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu
kebijakan akuntansi secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos
dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika
suaty kebijakan akuntansi mengizinkan pengelompokan tersebut, maka
suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara
konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
11. Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanyva apabila:
a, Disvaratkan oleh suatu PSAF, atau

b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi
vang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi,
peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.

12. Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan
keuangan suatu entitas antarperiode untuk mengidentifikasi perubahan
posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan
akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu
periode ke periode berikutnya,

13. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya
termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.

14. Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau
pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis
akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi

15. Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:

a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, penstiwa atau
kondisi lain yang berbeda secara substansi dari  penerapan
sebelumnya; dan

b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa
atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN ARUNTANSI



16.

17,

B!

20,

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila
penerapan suatu kebijakan akuntansi yvang berbeda diwajibkan oleh
peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan vang
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,
atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan
keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

2] adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi
vang sebelumnya tidak ada atau vang tidak material

Timbulnva suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu
perubahan kebijakan akuntansi, Namun demikian, perubahan tersebut
harus sesuai dengan standar akuntansi terkait vang telah menerapkan
persvaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan
Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru
dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh,
dilakukan:

1) Penyajian Kembali jrestatement) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu
dilakukan penyajian kembali pada awal periode.

2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatil perlu dilakukan
penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun
pada kehijakan akuntans: yang baru.

PENGUNCGKAPAN

21,

Bila entitas melakukan perubahan kebijjakan akuntansi, entitas
mengungkapkan:
a. sifat perubahan kebijakan akuntansi;

b. alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi
vang lebih andal dan relevan;

¢. nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak
perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap
periode sebelumnyva vang disajilkan, sepanjang memungkinkan;

d. laporan keuanpgan periode berikutnya tidak perlu mengulangi
pengungkapan yang sama, dan

e, dalam hal perubahan kebjakan akuntansi disebabkan adanya
penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru,
maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru
dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

KESALAHAN

23,

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau
pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan vang disebabkan antara
lain karena:

a. keterlambatan bukti transaksi;



23,

24,

25,

26,

27.

28,

29,

30,

31,

32.

33.

kesalahan perhitungan matematis;
kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta

o an g

kecurangan.

Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang
disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan.

Kesalahan vang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan
yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaan dalam laporan keuangan
tahun berjalan.

Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah
diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada penode-periode
sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah dictorisasi
untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset
bersangkutan dan akun lain yang terkait.

Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya
kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan velume pekerjaan
yvang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit,
kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang
bersangkutan dan ekuitas.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja vang terjadi pada
periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut
sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada
akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut
sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan
akun neraca terkait,

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayvaan yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan
periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan
pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi
untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang
bersangkutan dan akun terkait,

Koreksi atas kesalahan vang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat
audit laporan keuangan telah selesai sehagaimana yang dinyatakan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat pemerintah
menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan
keuangan tersebut tidak diaudit.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN



34.

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
sebelumnyva diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun
berjalan.

Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian
kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun
pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembahan
penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan
merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian
kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai
koreksi kesalahan namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LEA
maupun pendapatan LO tahun berjalan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

36.

37.

38.

39,

40.

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat divkur dengan tepat,
sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis,
estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yvang lain. Estimasi
mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir.
Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

a. Persediaan usang.
. Penyisihan piutang pajak vang berisiko tidak tertagh.

r. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan
vang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dam aset yang
disusutkan fdiamortisasi.

d. Pendapatan pajak;
e. Kewajiban garansi.

Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan. Perubahan dasar pengukuran
merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan
perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi
dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara
andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Agar memperaleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi
perlu  disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan
penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas vang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada
Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya
sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat
aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun
selanjutnva selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan vang akan datang
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tdak
memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan
pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG DIHENTIKAN

41,

Operasi vang dihentikan antara lain berupa:

a. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya
berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.



42,

43.

44,

43,

46,

47,

b, Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyvek yang
signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan fentitas
akuntansi,

Informasi penting dalam operasi vang dihentikan harus diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuangan,

Informasi penting terkait operasi vang dihentikan mengungkapkan dasar
peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas
dan fungsi, kegiatan, program, provek, tanggal pasti penghentian,
pengalithan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen vang
chhentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun
berjumiah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi vang
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi vang dihentikan pada suatu tahun
berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi
itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal
penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang,
penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

I} Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara
evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand
(permintaan publik vang dilavam]) vang terus merosot, pergantian
kebutuhan lain.

2] Fungsi tersebut tetap ada.

31 Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,
sclebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, provek,
kegiatan ke wilayah lain.

4] Menutup suatu fasilitas vang ber-utilisasi amat rendah, menghemat
biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

PERISTIWA LUAR BIASA

48.

49,

20,

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi vang
secara jelas berbeda darm aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa enfitas
Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial
vang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa
luar biasa hanvalah perigtiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang
terjadi sebelumnya.

Peristiwa vang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah
kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di
dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaks: yvang berada di luar
kendal atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu
entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama
tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah vang
lain.

Dampak vang signifikan terhadap realisasi anggaran karena pernistiwa luar
biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan
penverapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana



al.

22,

53.

darurat schingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran ScCara
mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain vang
ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian vang
bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran
berjalan  terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang
menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut
tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila
peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi vang signifikan dari
anggaran vang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal
menyerap 50% (lima puluh persen| atau lebih anggaran tahunan, maka
peristiwa tersebut lavak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai
petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan
perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar
biasa dimaksud atau peristiwa lain vang seharusnya dibiayai dengan mata
anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan
darurat.

Dampak vang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa
luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud
menvebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai
aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1] Tidak merupakan kegiatan normal dar entitas;

2] Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

4] Memiliki dampak wvang signifikan terhadap realisasi anggaran atau
posisi aset/kewajiban.

g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan cleh peristiwa luar

biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

BUPATI SAMBAS,
TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP£ 9780506 200502 1004
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PEEATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG
KEBLJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

1. Untuk menentukan suatu peristiva memenuhi definisi peristiwa
setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan
dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

2. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan
keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit
adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai vang dinvatakan
dalam LHF auditor atau  tanggal saat  pemerintah menyatakan
bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan
tersebut tidak diaudit.

3. Proses yang terjaci di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi
penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat
organisasi, struktur organisast, ketentuan vang wajib diikuti oleh entitas
serta  prosedur yvang ditetapkan dalam proses penyusunan dan
penyelesaian laporan keuangan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

4. Dalam pericde antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan
keuangandiotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan
kebijakan yang dapat berdampak pada penvajian/pengungkapan pos-pos
dalam laporan keuangan.

5. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada
penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

a. apakah kejadian/peristiva tersebut memberikan informasi yang
cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan

br. apakah terdapat bukti vang cukup memadai dapat diperoleh atau
dapat dipenuh.

PERISTIWA PENYESUAIN SETELAH TANGGAL PELAPORAN

6. Pemenntah Kabupaten Sambas menvesuaikan jumlah yang disajikan
dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah

tanggal pelaporan.

7. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan
vang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau
untuk mengakui peristiwa vang belum disajikan sebelumnya, antara lain;

a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yvang telah bersifat final dan
memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang
memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal



pelaporan, Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yvang terkait dengan
penyvelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upava
lainnya.

b. Informasi vang diterima setelah tanggal pelaporan yvang
mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal
pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak
untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan,
dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah
tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan
piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.

¢. Informasi wvang diterima setelah tanggal pelaporan yang
mengindikasikan adanya kenaikan nilai piutang pada tanggal
pelaporan dikarenakan surat yang memiliki otoritas resmi atas jumlah
piutang disampaikan setelah tanggal pelaporan.

d. Ditetapkannya jumiah pendapatan berdasarkan informasi yang
diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan
setelah tanggal pelaporan.

e. Ditemukannva kesalahan vang mengakibatkan salah saji laporan
keuangan.

. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau
pendapatan vang terjadi sebelum tanggal pelaporan.

g. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan
atas perhitungan subsidi vang seharusnya diakwm pemerintah.

Penyesuaian setelah tanggal pelaporan harus dilengkapi dengan buku
pendukung serta surat pernyataan/berita acara dari pihak yang
bertanggung jawab.

PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

g,

Entitas tidak menvesuaikan jumlah vang disajikan dalam laporan
keuangan karena adanya perishhwa nonpenyesual setelah tanggal
pelaporan.

Peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranyva dapat
terjadi karena:

a. Adanya kebijakan penvajian kembali nilai aset dengan menggunakan
nilai wajar secara teratur vang menyebabkan menurunnya nilai aset
diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan
kondisi aset pada tanggal Ilaporan Kkeuangan namun akan
menggambarkan keadaan vang terjadi pada periode berikutnya.

b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan coleh Badan
Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

KESINAMBUNGAN ENTITAS

Bz

Entitas pelaporan tidak menvusun laporan keuangan dengan dasar
kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat
penectapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan
dalam jangka pendek.



12,

13,

I4.

Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, maka entitas
harus dapat mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannva, Dampak
perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas,
misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau
dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah
diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban vang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagl terpenuhi, perlu juga
untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah
pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam
kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang
menjadi utang jangka pendek.

Ketika laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan
erititas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar
penvusunan laporan keuangan vang digunakan dan alasan mengapa
entitas diangeap tidak berkesinambungan.

Pihak wvang bertanggung jawab atas penvusunan laporan keuangan
menvadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi vang
dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk
melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yvang
memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.
Ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

PENGUNGKAPAN

16,

17,

18.

19,

20.

Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan
keuangan,

Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan
dan sebelum tanggal laporan kKeuangan diotorisasi untuk terbit, maka
entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini
tersebut.

Entitas pelaporan  perlu memutakhirkan pengungkapan laporan
keunangannya untuk mencerminkan informast yang diterima setelah
tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi
jumlah vang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contch
perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang
kewajiban kontinjensi vang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia
setelah akhir tanggal pelaporan,

Apabila peristiwa nonpenvesual setelah tanggal pelaporan memiliki nilai
vang material, tidak adanyva pengungkapan dapat mempengaruhi
pengambilan  keputusan pengguna  laporan. Karena itu, entitas
mengungkapkan informasi untuk setiap hal vang matenial dan peristiwa
nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, vang mencakup:

a. Sifat peristiwa; dan

b. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernvataan bahwa estimasi
tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuail setelah tanggal pelaporan
vang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan
pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait
dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah,



Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah vang signifikan;
Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;

Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau
kurs valuta asing,

Komitmen entitas atau timbulnva kewajiban kontinjensi seperti
penerbitan jaminan yang memiliki nilail yang sigmifikan; dan

Dirmnulainva proses tuntutan hukum yang signifikan yvang terjadi
setelah tanggal  pelaporan, termasuk  tuntutan  terkait
keberatan /banding/restitusi pajak vang signifikan
BUPATI SAMBAS,
TID

SATONO

Salinan Sesual Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

i , o H.
NIP.“19780506 200502 1004



LAMPIRAN XX
FERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG
KEBLJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

PERJANJIAN KONSESI JASA - PEMBERI KONSESI

DEFINLS]

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk
menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas
nama pemberi konsesi,

2.  Perjanjian konsesi jasa mengikat antara pemberi konsesi dan mitra
dimana:

a, mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menvediakan jasa publik
atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan

lr. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik
selama masa perjanjian konsesi jasa.

3. Perjanjian mengikat adalah perjanjian vang memberikan hak dan
kewajiban vang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjan,
seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian vang mengikat mencakup hak
dan kewajiban vang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum
lainnva.

4. Pemberi kkonsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan
pemerintah pusat/pemerintah daerah vang memberikan hak penggunaan
aset konsesi jasa kepada mitra.

5. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam
perjanjian konsesi jasa vang menggunakan aset konsesi jasa dalam
menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh
pemben konsesi.

6. Aset konsesi jasa adalah aset vang digunakan untuk menvediakan jasa
publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa,
dan aset dimaksud merupakan aset vang:

a. disediakan oleh mitra, vang:
1. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dan pihak lain; atau
2. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

b. disediakan oleh pembern konsesi, vang:
1. merupakan aset vang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau

2. merupakan peningkatan aset pembern konsesi.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSES] JASA

T. Pemberi konsesi mengakul aset vang disediakan oleh mitra dan
peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset
konsesi jasa apabila:



i1.

12.

13.

14,

a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik vang
harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut
diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

b. Pemberi konsesi mengendalikan (vaitu melalui kepemilikan, hak
manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset
di akhir masa konsesi.

Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada
penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup
tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan

b. apakah terdapat bukti vang cukup memadai dapat diperoleh atau
dapat dipenuhi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset
konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi
ROnSesi,

Ketika aset vyang dimiliki pemberi konsest memenuhi  kondisi
persvaratan, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset vang
dipartisipasikannya tersebut sebagal aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset
dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset
konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur
Aset Tetap atau kebijakan akuntansi vang mengatur Aset Tak Berwujud.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian
konsesi jasa vang memilila sifat atau fungsi yvang sama dalam penyediaan
jasa pelavanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri
dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset
sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi vang mengatur Aset
Tetap atau kebijakan akuntansi vang mengatur Aset Tak Berwujud.
Sebagal contoh, suatu konstruksi jembatan wvang dijelaskan secara
terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan
komponen aset konsesi jasa untuk penyvediaan jasa layanan jalan sesuai
dengan perjanjian konsesi jasanva. Komponen aset konsesi jasa tersebut
disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi
teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai
perjanjian konsesi jasa,

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam
jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan
kebijakan akuntansi vang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi
vang mengatur Aset Tak Berwujud.

Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset,

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

15.

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa pemberi konsesi
juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas
aset konsesi jasa vang berasal dari reklasifikasi asetnya kecuali jika
terdapat tambahan imbalan vang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnva diukur sebesar nilai vang sama
dengan nilai aset konsesi jasa disesuaikan dengan nilai imbalan vang
dialihkan [misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra
kepada pemberi konsesi.



1T,

Sifat kewajiban yvang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan vang
dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang
dibenikan oleh pember konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu
kepada syarat peraturan atau perjanjian vang mengkat dan, jika ada,
hukum perjanjian vang relevan.

Sebapgal bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi

memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui
skema atau skema kombinasi dari:

a. Pembavaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial
Liabidity model);

b. Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a nght to the operator
madel), misalnva:

1} Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan
dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau

4] Pembenan hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset
konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnyva pengelolaan
fasilitas parkir berbayar vang berdekatan dengan fasilitas
penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk
jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnyva vang tidak
berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa
layanan public

Skema Kewajiban Keuangan

19,

20,

21.

24,

23,

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa svarat
untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan
pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi
jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban
keuangan.

Pemberi konsesi memiliki tangegungan kewajiban tanpa syarat untuk
membayar kas jika pembernt konsesi telah menjamin untuk membayar
kepada mitra terhadap:

a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau

b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yvang diterima mitra dari para
pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau vang dapat
ditentukan walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada
adanya kepastian dari mitra bahwa asel konsesi jasa telah memenuhi

persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui
pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembavaran sebagai:

a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
¢. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biava keuangan dan bagian tagihan atas
ketersediaan jasa pelayvanan publik oleh mitra diakui sebagai beban.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik
yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara
terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran
dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada



nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan
publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan
publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan
jasa pelavanan publik atas pembavaran dari pemberi konses: kepada
mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

24

29,

26.

27,

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa
syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra
sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolechan, atau
peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk
memunguit pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi
jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konses:
mencatat  pengakuan  kewajiban  sebagal  bagian tangguhan darn
pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan
mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban
[pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian
konsesi jasa.

Pada saat pemberi konsesi membernkan kompensasi kepada rmitra atas
aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa
pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi
jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh
pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi vang
menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada
mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara
langsung mengakui pendapatan dar pertukaran dimaksud. Pemberi
konsesi mengakui bagian atas pendapatan vang belum terealisasi atau
vang  masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui
berdasarkan substansi ekonomidari perjanjian konsesi jasa, dan
mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan,

Dalam hal skema pembenan hak usaha kepada mitra terdapat
pembayaran dan pemben konsesi kepada mitra sehubungan pemakalan
aset konsesi jasa yvang jasa publknya dinikmat oleh phak ketiga atau
masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas
pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan
dengan peroclehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban -
pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan
imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa
publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakw
schagal beban.

Membag Perjanjian

28,

29.

Apabila dalam peranjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi
membayar atas biava pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset
konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian
melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra maka atas jumlah
keseluruhan pengakuan  kewajiban  vang timbul diperlakukan secara
terpisah  untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk
keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban
vang diukur,

Pember konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban bherdasarkan
masing-masing skema.



KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJENSI, DAN ASET
KONTINJENSI

30, Konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi
gerta  aset kontingensi vang timbul dar perjanjian konsesi jasa
berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban
kontinjensi dan aset kontinjensi.

PENDAPATAN LAINNYA

31. Pemben konsesi mencatat pendapatan lainnya berpedoman pada standar
akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

PENYAJIAN DAN PENGUNGRAPAN

32, Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan kebijakan akuntansi
vang mengatur Penvajian Laporan Keuangan.

33, Seluruh aspek peganjian konsensi  jasa  dipertimbangkan  dalam
menetapkan  pengungkapan vang memadai dalam catatan atas
laporan keuangan, Pember jasa mengungkapkan informasi berkut im
terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:

a. Desknpsi perjanjian, kontrak, atau penkatan yang dipersamakan
sehubungan perjanjian konsesi jasa;

b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yvang dapat
memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran
kas di masa depan [misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang
harga/tarf, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi
ulang].

e, Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waku, atau nilai) dari:
1] Hak untuk menggunakan aset yvang ditentukan;

2] Hak vang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik vang
ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jass;

3] MNilat buku aset konsesi jasa vang masih diakul pada tanggal
laporan keuangan, termasuk aset mlik pembenrn konsesi yang
direklasifikasi sebagail aset konsesi jasa;

4} Halk untuk menerima aset yvang ditentukan di akhir masa
perjanjian konsesi jasa;

53} Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi
konsesi jasa;

6} Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan
besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);

7} Ketentuan pemberian ijin atau akses bagl mitra terhadap aset
konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh
pendapatan; dan



d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa vang terjadi pada periode
laporan keuangan tahun berjalan.

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATOND

Salinan Sesual Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WA Ay B
NIP. 19780506 200502 1004



LAMPIRAN XX1

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG

KEBLIAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

PROPERTI INVESTASI

PENDAHULUAN
Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi properti
investasi dan pengungkapan vang terkait yvang ada pada pemerintah
Kabupaten Sambas.

Ruang Lingkup

2.  Pernyataan Standar ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan
untuk tujuan umum bagi pemerintah Kabupaten Sambas tidak termasuk
perusahaan daerah, Pernvataan ini tidak berlaku untuk:

a| aset biologis vang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan

b} hak penambangan dan reservasi tambang seperti minvak, gas alam
dan sumber dava alam sejenis vang tidak dapat diperbaharui,

DEFINISI

3. Adasejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properts
yvang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk
peningkatan milai, Misalnva, entitas pemerintah mengelola portofolio
properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki
oleh entitas, selain vang dimilikn untuk digunakan sendiri atau dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayvanan kepada masyarakat,
memenuhi definisi properti investasi.

4. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki properti untuk
disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan
hasil yang diperoleh tersebut untuk membiavai kegiatannya. Sebagai
contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yvang disewakan secara
komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa,
Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

5. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk
properti vang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kepgiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas
pemerintah memiliki aset properti yvang dikelola untuk menghasilkan
pendapatan sewa dan/atau aset vang dimiliki dengan maksud untuk
mempercleh kenaikan nilai.

6, Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa
atauuntuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanyva. Oleh karena itu,
properti investasi menghasilkan arus kas vang sebagian besar tidak



bergantung pada aset lain vang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan
properti investasi dan properti vang digunakan sendini [aset tetap).

Berikut adalah contoh properti investasi:

al tanah yvang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan
tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
atau kepada entitas pemerintah vang lain dalam jangka pendelk;

b} tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan
penggunaannya di masa depan. .Jika entitas belum menentukan
penggunaan tanah sebagal properti yang digunakan sendin atau akan
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat atau kepada entitas pemerintah vang lain dalam jangka
pendel,

c} tanah terscbut diakui sebagal tanah vang dimiliki dalam rangka
kenaikan nila;bangunan vang dimihili oleh entitas (atau dikuasai oleh
entitas melalul sewa embiavaan) dan disewakan kepada pihak lamn
melalui satu atau lebih sewa operasi;

d} bangunan vang belum terpakail vang dikuasai dan/atau dimilika tetam
tersediauntuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih
sewa operasi;

e} properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa
depan digunakan sebagai properti investasi.

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan
dengan demikian tidak termasuk dalam ruang hingkup permyataan im:

a] properti yvang dimaksudkan untuk dijual dan/fatau diserahkan dalam
rangkapelavanan kepada masvarakat atau sedang dalam proses
pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelavanan kepada masyvarakat, misalnya properti vang
diperoleh secara eksklusif dengan maksuddiserahkan dalam waktu
dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;

b} propert yvang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan
atas nama pihak ketiga;

¢} properti vang digunakan sendiri (Kebijakan Akuntansi Aset Tetap),
termasuk [di antaranya| properti yang dikuasail untuk digunakan di
masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang
dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan
selanjutnya sebagai properti vang digunakan sendiri, dan properti vang
digunakan sendin yvang menunggu untuk dijual;

d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa
pembiavaan;

&) properti vang dimililka dalam rangka bantuan sosial vang menghasilkan
tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah
memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga
PaSAT,

f] properti vang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai
dengan PSAP vang mengatur Aset Tetap.

gl properti vang tidak dityjukan untuk menghasilkan pendapatan sewa
danpeningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain



Misalkan pemerintah memiliki properti vang digunakan untuk kegiatan
oprasional namun sesckali disewakan kepada pihak lain.

9. Aset yvang dikuasai dan/fatau dimiliki oleh entitas pemerintah pada
umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan
untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset
tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa
praktik, terdapat entitas pemerintah vang memiliki aset vang digunakan:

a] secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan
nilai dan

b} sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah,
entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila
masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah,
maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanva jika
bagian vang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasiocnal
pemerintah.

10. Dalam beberapa kasus, entitas menyvediakan tambahan layanan kepada
para penyewa properti vang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti
tersebut sebagai properti investasi jika layanan vang diberikan tidak
signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnva ketika pemilik
gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada
penyewa gedung.

11. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu
properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan
kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas
mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit,

12. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi vang
disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas vang
berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang
laporannya dikonsolidasi), Properti investasi tersebut tidak memenuhi
definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi
karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu
kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada
entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah
menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung vang
disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara
komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan
tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk
keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut
digajikan sebagai aset tetap sebagaimana Ketentuan dalam PSAP vang
mengatur Aset Tetap.

13. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnva
maka bagian properti investasi vang disewakan kepada pemerintah lainnya
tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas
pelaporan.

PENGAKUAN
14. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanva jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke
entitas di masa vang akan datang dari aset properti investasi; dan



13,

16.

17.

18,

b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur
dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi knteria
pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat
atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia
pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima
manfaat ekonomi yang melekat dan nsiko vang terkait dengan properti
investasi terseburt.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari
bukti perolehan aset properti investasi tersebut, Apabila suatu properti
investal diperoleh bukan dan pembelian maka nilai perolehannya disajikan
sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya
properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biava tersebut, termasuk
biaya vang dikeluarkan pada awal perolehan propert! investasi, dan biaya
vang dikeluarkan setelah perolehan awal vang digunakan untuk
penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investas,

Entitas tidak mengakui biava dari perawatan sehari-hari properti tersebut
sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya
tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat tenjadinva. Biava
perawatan sehari-han tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan
barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dar biava perolehan.
Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya
perbaikan dan pemeliharaan properti.

Bagian dari properti investasi dapat dipercleh melalui penggantian.
Misalnva, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian
dinding aslinva. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam
jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti
investasi pada saat terjadinya biava, jika kriteria pengakuan dipenuhi.
Jumlah tercatat bagian vang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai
dengan ketentuan penghentian pengakuan dan Pernyataan ini.

PENGUKURAN SAAT PENGARKUAN AWAL

20.

21,

22,

Properti investasi diukur pada awalnyva sebesar biava perolehan. [biayva
transaksi termasulk dalam pengukuran awal tersebut. Apabila properti
investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi
tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biava perclehan dari properti investasi vang dibeli meliputi harga
pembelian dan semua pengeluaran yvang dapat diatribusikan secara
langsung. Pengeluaran vang dapat diatribusikan secara langsung antara
lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya,

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biayva-biayva di
bawah ini:

a. Biava perintisan (kecuali biava-biaya vang diperlukan untuk membawa
properti investasi ke kondis siap digunakan);

b. Kerugian operasional vang terjadi sebelum properti investasi mencapai
tingkat penggunaan yvang direncanakan; atau

¢. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain vang
terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti
investasi.



23,

24,
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26.
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28,

29,

30,

Jika pembavaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya
perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut
dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran.
Misalnva, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan
properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi
vang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biayva perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa
dan diklasifikasikan sebagai properti investasi vang dicatat sebagai sewa
pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih
rendah antara nilai wajar dan nilai kini darn pembayaran sewa minimum,
Jumlah vang setara diakui sebagail liabilitas sesuail dengan ketentuan

paragral vang sama.

Premium vang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dar
pembavaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya
perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti
yvang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagail properti
inmvestasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilal wajar dan
hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya,

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset
moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneétéer dan
nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai
wajar kecuali:

a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial,
atau

b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset vang diserahkan tidak
dapat diukur secara andal. Jika aset vang diperoleh tidak dapat diukur
dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat
aset vang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi
komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau
potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai
akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki
substansi komersial jika;

a. konfigurasi [risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa
atas aset yang diterima berbeda dari konfiguras: arus kas atau potensi
jasa atas aset yvang diserahkan; atau

b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh
perubahan transaksi vang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan

¢. selisih antara a atau b adalah signifikan terhadap nilai wajar dan aset
vang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi
komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian] operasi entitas
dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah
pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan
VANE rinci.

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar vang serupa tidak tersedia,
dapat diukur secara andal jika:

a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar vang rasional untuk aset
tersebut tidak signifikan; atau
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b. probahbilitas danr beragam estimasi dalam Kisaran dapat dinilal secara
rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas
dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik darn aset vang
diternima atau diserahkan, maka nilai wajar dar aset yang diserahkan
digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset vang diterima
kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas,

Properti investasi vang dipercleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu
entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan
properti investasi vang diperoleh dan entitas akuntansi lainnya di luar
entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilal wajar.

PENGURKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

32,

33,

34.

33,

36.

37.

Properti investasi dinilai dengan metode hiava, yaitu sebesar nilai
perolechan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecual
tanah, disusutkan dengan metode penyvusutan sesual dengan PSAP vang
mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluas properti investasi
pada umumnya tdak diperkenankan karena 3Standar Akuntansi
Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau
harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah vang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas
properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode
revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah
direvaluasi seluruhnya,

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi
aset secara selektifl dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan vang
merupakan campuran antara biava dan nilar {costs and values] pada
tanggal yvang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali
secara  bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali  tersebut
diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar milai wajar
berdasarkan hasil revaluasi, Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode
dilakukannva revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai
sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat
menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi vang direvaluasi
berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut,

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka
kenaikan tersebut  diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya,
Jika jumlah tercatat properti investas: urun akibat revaluasi, maka
penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif
untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yvang sama dan
berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus
memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi
properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain
vang berhubungan dengan properti. Jika tidak tersedianva harga kam
dalam pasar aktif wvang sejenis maka suatu entitas harus
mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasulc



a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti vang memiliki sifat, kondisi
dan lokasi berbeda [atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lan
vang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;

b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan
penvesualan untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi
ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan

c. proyveksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa
depan yvang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula vang
terdapat dalam sewa dan kontrak lain vang ada dan (jika mungkin)
dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa
dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarnf diskonto
yvang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam
jumlah atau waktu arus kas.

38, Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Kabupaten Sambas dapat

menggunakan penilaian  secara internal ataupun penilai  secara
independen.

ALIH GUNA
39. Alih guna ke atau dan properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika,

terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan
dari properti investasi menjadi aset tetap;

b. dimulainya pengembangan properh investasi untuk diyjual,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

¢. berakhirnyva pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas
pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;

d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan
menjadi properti investasi,

40. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dar waktu ke

41.

42,

waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan
bangunan vang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau
menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan
untulk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi
dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap
dialihgunakan menjadi properti investasi.

Alih guna properti dar properti investasi menjadi persediaan jika, dan
hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, vang ditunjukkan dengan
dimulainva pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas
memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan,
maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi
hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi
keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediasan. Demikian
juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap
menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti
investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

Pemerintah Kabupaten Sambas dapat secara teratur mengevaluasi
pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi
syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk
menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan
pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut



43.

diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya
REWH.

Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti
investasi, properti vang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah
jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biava
properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilali yang
digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari
properti investasi yang dialihgunakan.

PELEPASAN

44,

43,

47,

48.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen
dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan vang dapat
diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat
dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan
pengakuannya.

Pemerintah Kabupaten Sambas mengakui biava penggantian untuk bagian
tertentu dari suatu propert investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset
tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset vang diganti tidak diakui
lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan
menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang
disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian
vang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat
menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan
berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau
dibangun,

Keuntungan atau kerugian yvang timbul dan penghentian atau pelepasan
properti investasi ditentukan darn selisih antara hasil neto dan pelepasan
dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam peniode
terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan vang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya
diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi
ditangguhkan, imbalan vang diterima pada awalnyva diakui sebesar setara
harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang
setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pemerintah Kabupaten Sambas mencatat kewajiban yang masih ada
sechubungan dengan properti investasi  setelah pelepasan  tersebut.
Kompensasi dari pihak ketiga vang dibenkan sehubungan dengan
penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui
sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

49,

20

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Propert: investasi
disajikan secara terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnva.
Pemerintah Kabupaten Sambas mengakui properti investasi scpanjang
telah diatur dalam peraturan vang mengatur tentang kodelikasi Bagan
Akun Standar,

Karena sifat dan pengklasifikasian properti investasi adalah untuk
memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilal, entitas dapat saja
memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi
menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut



di

masa mendatang., Pengklasifikasian properti investasi tidak

mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara
berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

PENGUNGKAPAN

a1,

Pemerintah Kabupaten Sambas mengungkapkan!

a.

Dasar penilaian vang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
(carrying amaotnt)

Metode penvusutan yang digunakan menggunakan metode garis lurus;

Masa manfaat atau tanf penyusutan vang digunakan sebagaimana
telah diatur dalam masa manfaat aset tetap;

Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penvusutan (agregat dengan
akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir
periode, vang menunjukkan:

1] penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan vang
dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran
setelah perolehan vang diakui sebagai aset;

2] penambahan yvang dihasilkan melalui penggabungan,

3] pelepasan;

4] penvusutan;

5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan
sendin; dan

B) perubahan lain.

Apabila Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan revaluasi atas
properti  investasi, nilai wajar darn properti  investasi vang
menunjukkan hal-hal sebagal berikout:

1} wraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;

2] dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
3} tanggal efektif penilaian kembali;

4} nilai tercatat sebelum revaluasi

5} jumlah penvesuaian atas nilai wajar;

B} mnilal tercatat properti investasi setelah revaluasi.

Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Kabupaten
Sambas akan mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi,

Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan,
kriteria yvang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan
properti yangdigunakan sendiri dan dengan properti vang dimiliki
untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan
nilai wajar apabila Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan
revaluasi dari properti investasi, yvang mencakup pernvataan apakah
penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih
banvak berdasarkan faktor lain (vang harus diungkapkan| karena sifat



properti  tersebut dan keterbatasan data pasar vang dapat
diperbandingkan;

j. Apabila Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan revaluasi dengan
menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional
yvang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai:

k. Jumlah vang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
1} penghasilan sewa menvewa hiasa dari properti investasi:

2} beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan)
vang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan
rental selama periode tersebut;

3} beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan)
vang timbul dari properti investasi vang tidak menghasilkan
pendapatan sewa menyvewa hiasa selama penode tersebut.

. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau
mengembangkan properti  investasi  atau  untuk  perbaikan,
pemeliharaan atau peningkatan:

m. Properti investasi vang disewa oleh entitas pemerintah lain.

KETENTUAN TRANSISI

52. Pemerintah Kabupaten Sambas menerapkan kebijakan akuntansi i
dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properu Investasi pada saat
pertama kall dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagal nilai
peralehannya, Pemerintah Kabupaten Sambas menerapkan pemyataan

standar ini secara prospelktif.
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